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Keberanian 
Pertama

KEBERANIAN pertama selalu yang 
paling sulit. Bukan karena kurangnya 
nalar, melainkan karena besarnya risiko. 
Pada titik inilah negara diuji: apakah 
ia berani memulai langkah yang tidak 
populer, atau memilih aman dengan 
me  nunda. Banyak negara gagal bukan 
karena niat buruk, melainkan karena 
keta kutan kronis pada langkah awal.

Awal Februari menandai fase ketika 
kebijakan tak lagi bisa bersembunyi di 
balik rencana. Keputusan awal—yang 
menyentuh anggaran, subsidi, atau pe-
nertiban—meminta keberanian politik 
yang nyata. Setiap langkah membawa 
konsekuensi: resistensi elite, kegaduhan 
publik, atau biaya elektoral. Namun 
tanpa langkah itu, negara hanya bergerak 
di tempat.

Kita sering memuji stabilitas, tetapi 
lupa bahwa stabilitas tanpa keberanian 
adalah stagnasi yang disamarkan. Negara 
yang terlalu berhitung kehilangan mo-
mentum. Yang muncul bukan kehati-
hatian, melainkan kelambanan yang 
ber ujung pada krisis kepercayaan. Rak-
yat membaca sinyal itu dengan cepat: 
jika awal saja ragu, bagaimana dengan 
langkah berikutnya?

Keberanian pertama juga mengandung 
etika prioritas. Ia menanyakan: siapa 
yang dilindungi lebih dulu ketika kepu-
tusan diambil? Yang kuat atau yang 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk mencatat capaian positif dalam 
penyaluran Kredit Usaha Rakyat 
(KUR). Adapun, sebagian besar pe-
nya  lurannya mengalir ke sektor pro-
duksi. Fokus ini sejalan dengan Asta 
Cita, khususnya pada pilar penguatan 
ekonomi rakyat. Tercatat, sepanjang 
tahun 2025, BRI berhasil menyalurkan 
KUR sebesar Rp 178,08 triliun kepada 
3,8 juta debitur. 

Direktur Micro BRI Akhmad Pur-
wakajaya menegaskan bahwa BRI 
senantiasa berkomitmen mendukung 
program prioritas pemerintah, terutama 
pada sektor-sektor produktif. Hal ini 
tercermin lebih dari 60% penyaluran 
kredit BRI diarahkan kepada usaha 

yang mendorong penyerapan tenaga 
ker ja dan memperkuat ketahanan 
pa ngan.

“BRI terus berupaya mendorong 
per tumbuhan sektor UMKM agar tetap 
sehat dan berkelanjutan sebagai tulang 
pung gung perekonomian nasional. 
BRI pun menyalurkan pembiayaan 
KUR disertai dengan pendampingan, 
se  hing ga pelaku usaha tidak hanya 
mem   peroleh akses permodalan, tetapi 
juga kapasitas usaha yang sema kin kuat 
sehing ga meningkatkan kesejah teraan 
ma syarakat,” ujar Akhmad Purwakajaya.

Dilihat dari sektor ekonomi, penya-
luran KUR BRI tetap didominasi oleh 
sektor produksi, yang mencakup perta-
ni an, perikanan, industri pengolahan, 

dan jasa lainnya, dengan porsi sebesar 
64,49% dari total penyaluran KUR BRI. 
Sektor pertanian menjadi kontributor 
utama dengan pembiayaan mencapai 
Rp 80,09 triliun atau setara 44,97%, dari 
keseluruhan KUR yang telah disalurkan 
BRI. Capaian ini merefl eksikan komit-
men BRI dalam memperkuat sektor riil.

Sebagai bank penyalur KUR ter -
besar di Indonesia, BRI pun memas-
tikan pemberian KUR dilakukan 
secara prudent, transparan dan akun -
tabel, sesuai dengan ketentu an yang 
berlaku serta dapat dipertanggung-
jawabkan. Hal ini dikarenakan KUR 
merupakan kredit yang 100% ber -
sum   ber dari dana bank, atau meng-
gu na kan dana perbankan yang berasal 

dari penghimpunan dana masyarakat, 
sehingga kualitas kreditnya harus ter-
jaga dengan baik.

Diketahui, penyaluran KUR BRI 
terhadap sebaran rumah tangga juga 
secara konsisten meningkat dari 
ta hun ke tahun. Hingga Desember 
2025, sekitar 18 dari setiap 100 rumah 
tang ga tercatat telah mengakses fasili-
tas KUR BRI. Angka ini mening kat 
dibandingkan jangkauan KUR BRI 
pada tahun 2023 dan 2024 yang 
mencapai 15 rumah tangga dan 17 ru-
mah tangga. Secara kumulatif, sejak 
tahun 2015 hingga akhir Desember 
2025, BRI telah menyalurkan KUR 
sebesar Rp 1.435 triliun kepada 46,4 
juta penerima. ■

BRI Salurkan KUR Rp 178,08 Triliun Sepanjang Tahun 2025, Lebih 
Dari 60% Mengalir Ke Sektor Produksi Penggerak Ekonomi Rakyat

Gejolak Reda, Fundamental Ekonomi Kokoh

Hari Ini Pasar Saham
Cerah Dan Bergairah

Buntut IHSG Anjlok

Polri & Kejagung 
Turun Tangan

Dipastikan Rosan

Tak Ada Perombakan
Direksi Bank Himbara

Pemerintah Buru Pemodal & Pendukung Penambang Ilegal

Bertemu Di Kertanegara 4

Prabowo & Sejumlah Tokoh Diskusi 5 Jam

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi 
Sadewa optimistis, dengan per bai kan 
yang sudah dilakukan, pasar sa ham 
tidak akan “kebakaran” lagi, seperti 
pekan lalu. “Nggak. Pasti ber gerak 
naik lah,” ucap Purbaya, di Wis ma 
Da  nan tara, Jakarta, Sabtu (31/1/ 2026) 
malam.

Purbaya mengakui, pasar agak kha-
watir ketika terjadi penurunan IHSG 
yang drastis. Kemudian dilanjutkan 

Gejolak yang terjadi di pasar 
modal mereda. Fundamental 
ekonomi juga kuat. Dengan 
kondisi ini, Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG) 
hari ini, Selasa (2/2/2026), 
diprediksi akan cerah dan 
bergairah.

ISU bongkar-pasang direksi bank-
bank pelat merah dipastikan angin 
lalu. Chief Executive Offi cer (CEO) 
Danantara Rosan Roeslani mene-
gas  kan, tak ada agenda perombakan 
jajaran direksi maupun komisaris 
bank Himpunan Bank Milik Negara 
(Himbara).

Penegasan itu disampaikan Rosan 

untuk meredam spekulasi yang 
be  lakangan ramai beredar di ruang 
publik. Ia memastikan, hingga kini 
tidak pernah ada pembahasan di 
internal Danantara terkait perubahan 
kom  posisi pimpinan bank-bank 
BUMN.

PRESIDEN Prabowo Subianto me -
nunjukkan gaya kepemimpinan ter-
buka. Sejumlah tokoh yang selama 
ini dikenal kritis terhadap pemerin -
tah dirangkul dan diajak berdiskusi 
maraton hampir lima jam di kedia-
man nya, Jalan Kartanegara 4, Keba-
yoran Baru, Jakarta Selatan.

Pertemuan tertutup itu digelar Jumat 
(30/1/2026) malam. Sejak sore hingga 
malam, kendaraan silih berganti ke-

luar-masuk kompleks Kartanegara. 
Aparat keamanan berjaga ketat. 
Pe warta tak bisa mendekat karena 
ada nya rambu larangan masuk sekitar 
150 meter dari rumah Presiden.

Menteri Sekretaris Negara (Men-
ses neg) Prasetyo Hadi membe nar-
kan adanya pertemuan tersebut. Ia 
menegaskan, tokoh-tokoh yang diun-
dang bukan lawan politik pemerintah, 
melainkan figur masyarakat yang 

selama ini aktif memberikan pendapat.
“Tidak ada oposisi. Mereka to koh-

tokoh masyarakat. Bapak Presi den 
sangat terbuka berdialog dan me-
ne rima masukan,” ujar Prasetyo di 
Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu 
(31/ 1/2026).

Sejumlah nama yang hadir antara 
lain Peneliti Senior BRIN Prof. Siti 
Zuhro, mantan Kabareskrim Polri 

ANJLOKNYA Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) pekan lalu me-
ngundang kecurigaan adanya aksi 
curang dengan “menggoreng” harga 
saham. Polri dan Kejaksaan Agung 
(Kejagung) pun turun tangan untuk 
mencermati dugaan pelanggaran ini.

Polri bergerak lebih dulu. Direkto-

rat Tindak Pidana Ekonomi Khusus 
(Dittipideksus) Bareskrim Polri men   -
dalami indikasi tindak pidana ter  kait 
dugaan praktik saham gore  ngan yang 
disinyalir menjadi penye bab an  jlok-
nya IHSG. 

“Pasti (dida lami),” ujar Direktur 
Tin dak Pidana Eko nomi Khusus 
Ba  res krim Polri Brig jen Ade Safri 
Si man   jun tak, di Jakarta, Jumat (30/ 
1/ 2026).

Ade menerangkan, kasus yang 
ber kaitan dengan saham gorengan 
sudah lama menjadi fokus Polri. 

“Saat ini, pe  nyidik Dittipideksus 
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PEMERINTAH tak lagi sekadar 
me  ngejar penambang kelas teri. 
Kini, pemodal dan pihak-pihak yang 
membekingi tambang ilegal resmi 
diburu. Negara memastikan, siapa 
pun di balik praktik penggarongan 
keka  yaan alam akan disikat, tanpa 
pan  dang bulu.

Komitmen itu ditegaskan Kemen-
terian Energi dan Sumber Daya 
Mi  neral (ESDM). Direktur Jenderal 
Penegakan Hukum Kementerian 
ESDM Rilke Jeffri Huwae menegas-
kan, fokus penindakan diarahkan 
kepada aktor utama tambang ilegal, 
yakni pemodal dan pihak pendukung 
yang selama ini beroperasi di balik 

layar.
“Target kita pemodal dan yang 

mendukung. Penegakan hukum tetap 
berjalan meski oknum yang dimaksud 
memiliki jabatan tertentu,” tegas Jeffri 
dalam podcast di kanal YouTube 
Kementerian ESDM, dikutip Minggu 
(1/2/2026).

Jeffri menilai, penindakan tambang 
ilegal selama ini kerap tidak adil. Pe-
laku lapangan ditindak, sementara 
pihak yang menikmati keuntungan 
terbesar justru lolos dari jerat hukum.

“Tidak adil kalau hanya rakyat kecil 
yang ditindak. Ikan paus dong yang 
kita kejar. Mana ada orang mancing 
teri? Yang kita pancing ikan besar,” 

ujarnya.
Jeffri mengakui, pemberantasan 

tambang ilegal menghadapi tantangan 
besar. Banyak lokasi tambang ber-
ada di wilayah terpencil dan sulit 
di   jangkau. Saat aparat turun ke lapa-
ngan, pelaku sering kali sudah lebih 
dulu kabur.

“Ada banyak tambang ilegal di 
daerah yang tidak bisa kita jangkau. 
Begitu kita datang, orangnya seperti 
bayangan,” katanya.

Meski pelaku kerap lolos, hasil tam -
bang ilegal tetap bisa disita. Kemen-
terian ESDM mencatat, berbagai 
komoditas seperti bauksit, batu bara, 
hingga nikel hasil tambang ilegal 
telah diamankan dan dikembalikan 
ke negara.

“Semua hasil tambang ilegal kita 
sita. Bauksit, batu bara, nikel. Negara 
tidak boleh terus dirugikan,” tegas 
Jeffri.

Upaya penindakan ini juga diper-
kuat lewat penelusuran aliran dana. 

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tan  jung 
mengungkapkan, pihaknya terus 
berkoordinasi dengan Pusat Pe la  poran 
dan Analisis Transaksi Keua ngan 
(PPATK) terkait dugaan Penam ba-
ngan Emas Tanpa Izin (PETI) di se-
jum lah wilayah.

Koordinasi itu menindaklanjuti 
temuan perputaran dana PETI yang 
nilainya tembus Rp 992 triliun. 

“Ini sedang kami konfi rmasi dengan 
PPATK. Hak negara harus dikem bali-
kan,” tegas Yuliot.

Ia menjelaskan, penelusuran tran-
saksi keuangan membutuhkan analisis 
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Politisi Senior Jarang
Dilibatkan Dalam
Kegiatan Partai

Seorang politisi senior kecewa karena 
jarang dilibatkan dalam berbagai 
kegiatan partai. Dia dianggap jadi 

saingan ketua umum sehingga 
kekuatannya mulai dilemahkan. 
Beberapa loyalisnya juga mulai 

meninggalkan politisi senior ini. ■

KORBAN BENCANA BUTUH HUNTARA: Warga Aceh menggunakan kendaraan melintas di samping rumah 
yang hancur pascabencana banjir bandang di Desa Kuta Lintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo 
Lues, Aceh, Minggu (1/2/2026). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban banjir di 
Kabupaten Gayo Lues Aceh membutuhkan 2.659 unit hunian sementara yang direncanakan akan dibangun 
di 20 titik yang tersebar di tujuh kecamatan. 
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Mahkamah Konstitusi (MK) 
menegaskan anggota Polri 
yang menduduki jabatan di luar 
kepolisian alias jabatan sipil harus 
mengundurkan diri atau pensiun 
dari dinas kepolisian. Keputusan MK 
ini sudah final. Lantas, bagaimana 
pelaksanaan putusan ini?.

MK melalui Putusan Nomor 114/
PUU-XXIII/2025 yang diucapkan 
pada Kamis (14/11/2025), 
menghapus ketentuan yang selama 
ini mengatur polisi aktif dapat 
menduduki jabatan sipil tanpa 
melepas status keanggotaannya 
terlebih dahulu.

“Menyatakan frasa ‘atau tidak 
berdasarkan penugasan dari Kapolri’ 

dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2002 tentang Polri bertentangan 
dengan UUD Negara Republik 
Indonesia (NRI) Tahun 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat,” kata Ketua MK 
Suhartoyo, di Ruang Sidang Pleno 
MK, Jakarta.

MK dalam hal ini mengabulkan 
permohonan advokat Syamsul 
Jahidin dan mahasiswa Christian 
Adrianus Sihite untuk seluruhnya. 
Adapun para pemohon menguji 
konstitusionalitas norma Pasal 28 
ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 
ayat (3) UU Polri.

Pasal 28 ayat (3) UU Polri 

menyatakan bahwa “Anggota 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dapat menduduki 
jabatan di luar kepolisian setelah 
mengundurkan diri atau pensiun dari 
dinas kepolisian.”

Sementara itu, penjelasan Pasal 
28 ayat (3) UU Polri berbunyi, 
“Yang dimaksud dengan ‘jabatan 
di luar kepolisian’ adalah jabatan 
yang tidak mempunyai sangkut 
paut dengan kepolisian atau 
tidak berdasarkan penugasan dari 
Kapolri.”

Menanggapi putusan MK tersebut, 
Komisioner Komisi Kepolisian 
Nasional (Kompolnas) Choirul 
Anam menilai putusan MK ini 

harus dihormati oleh semua pihak, 
termasuk Kepolisian. Untuk itu, dia 
menilai perlu ada kerangka transisi 
dalam melaksanakan putusan MK 
tersebut.

“Komitmennya adalah bagaimana 
menjadikan Kepolisian semakin 
profesional,” kata Choirul 
Anam melalui pesan suara 
di WhatsApp kepada Rakyat 
Merdeka, Jumat (14/11/2025).

Sementara itu, Pengamat 
Kepolisian dari Institute for 
Security and Strategic Studies 
(ISESS) Bambang Rukminto 
menilai keputusan MK tersebut 
mengembalikan Polri pada track 
yang sebenarnya sesuai amanat 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2002.

Dia menambahkan, pada 
Pasal 28 Ayat 3, semangatnya 
adalah menjaga agar Polri tidak 
menjadi alat politik kekuasaan 
dengan dalih penugasan di 
luar struktur. “Makanya ada 
perkecualian, bisa diperbolehkan 
terkait tugas yang berkaitan 
dengan Kepolisian,” jelas Bambang 
kepada Rakyat Merdeka, Jumat 
(14/11/2025) malam.

Untuk mengetahui pandangan 
Choirul Anam dan Bambang 
Rukminto mengenai putusan MK 
bahwa polisi tidak boleh menduduki 
jabatan sipil, berikut wawancaranya.

MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil

Kepolisian Akan Makin Profesional 

Apa penilaian anda terhadap pu­
tusan Mahkamah Konstitusi (MK), 
polisi aktif dilarang menduduki 
jabatan sipil?

Ada lembaga-lembaga yang me-
mang berhubungan erat dengan tugas 
Kepolisian. Misalnya Badan Nasional 
Penanggulanan Terorisme (BNPT), 
Badan Nasionam Narkotika (BNN), 
Badan Keamanan Laut (Bakamla), 
Lembaga Pertahanan Nasional (Lem-
hanas), Dewan Pertahanan Nasional 
(Wantanas) dan lain-lain. Tetapi terlalu 
jauh bila personel kepolisian ditugas-
kan di kementerian/lemabag seperti 
DPD, Kementerian Dalam Negeri (Ke-
mendagri) Kementerian Pertanian (Ke-
mentan), Kememteri an Perhubung an 

(Kemenhub), Kemeneterian Pariwisata, 
BUMN dan sebagainya.

 
Bagaimana jika memang ada permin­

taan dari kementerian atau lembaga 
terkait dan adanya perintah Kapolri?

Ini yang menjadi bias, karena sesuai 
Undang-Undang Nomor 12 tahun 
2011 tentang tata urutan perundangan, 
penjelasan bukan norma, dan tidak 
boleh bertentangan dengan batang 
tubuh. Makanya itu diluruskan kem-
bali melalui keputusan MK kemarin. 

 
Pandangan Anda dengan per­

an personel Kepolisian di kemente­
rian/lembaga selama ini seperti apa?

Ada plus dan minusnya. Positifnya 

bisa mempercepat koordinasi penga-
wasan. Minusnya alih-alih melakukan 
pengawasan, personel malah berpotensi 
menjadi bagian “pengamanan” bila 
terjadi pelanggaran, dididik bukan 
sebagai teknokrat maupun birokrat 
sehingga mengganggu pengembangan 
SDM di kementerian atau lembaga yang 
dimasuki.

 
Bagaimana peran Polisi sebagai 

keamanan dan penegak hukum di 
kementerian/lembaga tersebut?

Polri cukup menjadi koordinator 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
kementerian/lembaga, seperti amanat 
pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2002. n NNM

Apa penilaian Anda terhadap pu­
tusan Mahkamah Konstitusi (MK), 
polisi aktif tidak boleh menduduki 
jabatan sipil?

Putusan MK itu kan putusan yang 
bersifat final dan mengikat. Oleh 
karenanya, memang harus dihormati 
oleh semua pihak.

 
Dalam melaksanakan putusan 

MK tersebut, apa yang bisa dilaku­
kan oleh Polri?

Perlu ada satu kerangka bagaima-
na proses transisinya. Mengingat-
kan juga, bahwa putusan MK tidak 
bersifat retoraktif juga. Makanya 
transisi ini penting untuk dipikir-
kan.

Kenapa transisi ini menjadi hal 
penting dalam melaksanakan pu­
tusan MK tersebut?

Karena komitmennya adalah 
bagaimana menjadikan Kepolisian In-
donesia sebagai polisi yang profesional.

 
Kedepannya, bagaimana aturan 

penempatan anggota Polri pada 
jabatan sipil ?

Dalam kerangka Undang-Undang 
Kepolisian, termasuk juga ada Un-
dang-Undang Aparatur Sipil Negara 
(ASN), itu juga mengatur penempa-
tan TNI/Polri. Jadi penting untuk list.

 
Maksudnya bagaimana?
Jadi dilist mana yang sebenarnya 

memang kementerian/lembaga/de-
partemen yang erat kaitannya dengan 
kerja-kerja Kepolisian. Termasuk 
dalam konteks penegakan hukum.

 
Misalnya di kementerian/lem­

baga mana saja?
Ya misalnya soal terorisme di Badan 

Nasional Penaggulangan Terorisme 
(BNPT), Badan Nasio nal Narkotika 
(BNN) atau Komisi Pem berantasan Ko-
rupsi (KPK). Itu penting untuk listing.

 
Tujuannya untuk apa?
Hal itu dilakukan agar nanti tidak 

ada tumpang tindih antara undang-
undang yang satu dengan undang-
undang yang lainnya. n NNM

KONTROVERSI

BAMBANG RUKMINTO, Pengamat Kepolisian 
Dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)

CHOIRUL ANAM, 
Komisioner Kompolnas

Butuh Komitmen Agar
Tak Tumpang Tindih

Duduki Jabatan Sipil
Ada Plus & Minusnya

Putusan MK itu kan 

putusan yang bersifat 

final dan mengikat. Oleh 

karenanya, memang 

harus dihormati oleh 

semua pihak.

Positifnya bisa 

mempercepat koordinasi 

pengawasan. Minusnya 

berpotensi menjadi 

bagian “pengamanan” 

bila terjadi pelanggaran.
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sAtUAn tugas Penertiban Kawasan 
Hutan (satgas PKH) diusulkan untuk 
dipermanenkan, setelah dinilai menun-
jukkan kinerja yang efektif dalam 
menertibkan kegiatan usaha ilegal di 
kawasan hutan.

Usulan tersebut disampaikan ang-
gota Komisi IV DPR RI, Firman soe­
bagyo. satgas PKH dibentuk pada 
awal 2025 berdasarkan Peraturan 
Presiden (Perpres) nomor 5 tahun 
2025 atas perintah langsung Presiden 
Prabowo subianto. 

satgas ini berstatus lembaga lin-
tas kementerian dan lembaga yang 
bersifat ad hoc, dengan tugas utama 
menegakkan hukum, melakukan au-

dit, serta menertibkan penggunaan 
kawasan hutan yang melanggar ke-
tentuan perundang­undangan.

Dalam pelaksanaannya, satgas 
PKH melibatkan berbagai instansi, 
antara lain Kejaksaan, tnI, Polri, 
Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP), Badan 
Pertanahan nasional (BPn), Badan 
Informasi Geospasial, serta kemen-
terian terkait seperti Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, EsDM, dan 
Keuangan.

Juru Bicara satgas PKH, Barita 
simanjuntak, mengungkapkan bahwa 
hingga awal 2026, satgas telah mem-
berikan sanksi administratif kepada 83 

perusahaan perkebunan sawit yang 
terbukti beroperasi di dalam kawasan 
hutan. Dari sanksi tersebut, total denda 
yang telah disetorkan ke negara men-
capai Rp 4,76 triliun.

“Dari 83 korporasi yang dikenai 
sanksi, sebanyak 41 perusahaan telah 
melunasi kewajibannya,” kata Barita 
simanjuntak di Gedung BPKP, Jakarta 
timur, Rabu (14/1/2026).

namun demikian, Barita menyebut-
kan masih terdapat delapan perusa-
haan yang tidak memenuhi panggilan 
satgas meskipun telah dipanggil se-
banyak dua kali. terhadap perusa-
haan­perusahaan tersebut, satgas 
PKH akan mengambil langkah tegas.

“terhadap korporasi yang tidak 
hadir dan tidak kooperatif, satgas 
akan melakukan langkah­langkah 
penertiban termasuk upaya hukum 
untuk memastikan kepatuhan terhadap 
regulasi,” tegasnya.

Melihat capaian tersebut, Firman 
soebagyo menilai satgas PKH layak 
dipermanenkan dan tidak lagi bersifat 
sementara. Menurutnya, status per-
manen akan memperkuat penegakan 
hukum di sektor kehutanan dan sum-
ber daya alam.

selain itu, Firman juga mengusul-
kan agar satgas PKH tetap berada 
langsung di bawah Presiden guna 
mempercepat koordinasi lintas kemen-

terian dan lembaga, serta memastikan 
kebijakan penertiban kawasan hutan 
berjalan efektif dan berkelanjutan.

Berbeda, peneliti Forum Indonesia 
untuk transparansi Anggaran (FItRA), 
Gurnadi Ridwan mengatakan usulan 
perubahan status satgas PKH harus 
dibahas dengan cermat dan hati­hati. 
sebab ada potensi tumpang tindih 
kewenangan, jika satgas PKH diper-
manenkan.

Apakah akan membebani APBn 
juga? nah, untuk melihat lebih jauh 
bagaimana pandangan Firman soe-
bagyo dan Gurnadi Ridwan terkait 
usulan satgas PKH dipermanenkan, 
berikut petikan wawancaranya.

Kinerjanya Dianggap Efektif

Satgas Penertiban Kawasan Hutan 
Apakah Layak Dipermanenkan?

AndA mendorong agar Satgas 
PKH dipermanenkan?

Kami mendorong penguatan kelem-
bagaan Satuan Tugas Pencegahan dan 
Perusakan Kawasan Hutan (Satgas 
PKH) agar tidak lagi bersifat ad hoc. 
Satgas PKH harus naik kelas menjadi 
badan permanen supaya pengawasan 
dan penindakan di kawasan hutan bisa 
dilakukan secara berkelanjutan.

 Apa landasan hukumnya?
Landasan hukumnya sudah sangat 

jelas. Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2013 secara eksplisit menga-
manatkan adanya instrumen negara 
yang kuat dan berkelanjutan untuk 
mencegah serta menindak perusakan 
kawasan hutan. Artinya, negara me-
mang diwajibkan memiliki lembaga 
yang fokus dan berkesinambungan 
dalam urusan ini.

 Jika permanen, apakah berada 
di bawah Presiden?

Satgas PKH dapat didefinitifkan 
menjadi Badan Pencegahan dan Pe-
rusakan Kawasan Hutan yang berada 
langsung di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Presiden. Dengan 
posisi tersebut, koordinasi lintas 
kementerian dan lembaga akan jauh 
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 Apa manfaat utama dari pe­
rubahan status tersebut?
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gantung pada kebijakan sementara atau 
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berada langsung di bawah Presiden 
akan memiliki kekuatan hukum yang 
lebih kokoh serta stabilitas kelembagaan 
dalam menjalankan tugasnya.

Selama ini, pengawasan kawasan 

hutan kerap bersifat reaktif dan tem-
porer. Padahal, kejahatan kehutanan 
itu sistematis dan terorganisir. Negara 
tidak boleh kalah oleh praktik ilegal 
yang merusak hutan dan merugikan 
masyarakat.

 Apa saja fungsi yang bisa di­
jalankan jika menjadi badan 
permanen?

Badan Pencegahan dan Perusakan 
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wasan hutan yang telah rusak. 

Selain itu, edukasi kepada ma-
syarakat juga menjadi elemen pen-
ting dalam menjaga keberlanjutan 
hutan. n Ren

BAgAimAnA Anda melihat ki­
nerja Satgas PKH selama ini?

Satgas PKH lahir dari Perpres No-
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akademik yang kuat dan partisipasi 
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Mahkamah Konstitusi (MK) 
menegaskan anggota Polri 
yang menduduki jabatan di luar 
kepolisian alias jabatan sipil harus 
mengundurkan diri atau pensiun 
dari dinas kepolisian. Keputusan MK 
ini sudah final. Lantas, bagaimana 
pelaksanaan putusan ini?.

MK melalui Putusan Nomor 114/
PUU-XXIII/2025 yang diucapkan 
pada Kamis (14/11/2025), 
menghapus ketentuan yang selama 
ini mengatur polisi aktif dapat 
menduduki jabatan sipil tanpa 
melepas status keanggotaannya 
terlebih dahulu.

“Menyatakan frasa ‘atau tidak 
berdasarkan penugasan dari Kapolri’ 

dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2002 tentang Polri bertentangan 
dengan UUD Negara Republik 
Indonesia (NRI) Tahun 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat,” kata Ketua MK 
Suhartoyo, di Ruang Sidang Pleno 
MK, Jakarta.

MK dalam hal ini mengabulkan 
permohonan advokat Syamsul 
Jahidin dan mahasiswa Christian 
Adrianus Sihite untuk seluruhnya. 
Adapun para pemohon menguji 
konstitusionalitas norma Pasal 28 
ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 
ayat (3) UU Polri.

Pasal 28 ayat (3) UU Polri 

menyatakan bahwa “Anggota 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dapat menduduki 
jabatan di luar kepolisian setelah 
mengundurkan diri atau pensiun dari 
dinas kepolisian.”

Sementara itu, penjelasan Pasal 
28 ayat (3) UU Polri berbunyi, 
“Yang dimaksud dengan ‘jabatan 
di luar kepolisian’ adalah jabatan 
yang tidak mempunyai sangkut 
paut dengan kepolisian atau 
tidak berdasarkan penugasan dari 
Kapolri.”

Menanggapi putusan MK tersebut, 
Komisioner Komisi Kepolisian 
Nasional (Kompolnas) Choirul 
Anam menilai putusan MK ini 

harus dihormati oleh semua pihak, 
termasuk Kepolisian. Untuk itu, dia 
menilai perlu ada kerangka transisi 
dalam melaksanakan putusan MK 
tersebut.

“Komitmennya adalah bagaimana 
menjadikan Kepolisian semakin 
profesional,” kata Choirul 
Anam melalui pesan suara 
di WhatsApp kepada Rakyat 
Merdeka, Jumat (14/11/2025).

Sementara itu, Pengamat 
Kepolisian dari Institute for 
Security and Strategic Studies 
(ISESS) Bambang Rukminto 
menilai keputusan MK tersebut 
mengembalikan Polri pada track 
yang sebenarnya sesuai amanat 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2002.

Dia menambahkan, pada 
Pasal 28 Ayat 3, semangatnya 
adalah menjaga agar Polri tidak 
menjadi alat politik kekuasaan 
dengan dalih penugasan di 
luar struktur. “Makanya ada 
perkecualian, bisa diperbolehkan 
terkait tugas yang berkaitan 
dengan Kepolisian,” jelas Bambang 
kepada Rakyat Merdeka, Jumat 
(14/11/2025) malam.

Untuk mengetahui pandangan 
Choirul Anam dan Bambang 
Rukminto mengenai putusan MK 
bahwa polisi tidak boleh menduduki 
jabatan sipil, berikut wawancaranya.

MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil

Kepolisian Akan Makin Profesional 

Apa penilaian anda terhadap pu­
tusan Mahkamah Konstitusi (MK), 
polisi aktif dilarang menduduki 
jabatan sipil?

Ada lembaga-lembaga yang me-
mang berhubungan erat dengan tugas 
Kepolisian. Misalnya Badan Nasional 
Penanggulanan Terorisme (BNPT), 
Badan Nasionam Narkotika (BNN), 
Badan Keamanan Laut (Bakamla), 
Lembaga Pertahanan Nasional (Lem-
hanas), Dewan Pertahanan Nasional 
(Wantanas) dan lain-lain. Tetapi terlalu 
jauh bila personel kepolisian ditugas-
kan di kementerian/lemabag seperti 
DPD, Kementerian Dalam Negeri (Ke-
mendagri) Kementerian Pertanian (Ke-
mentan), Kememteri an Perhubung an 

(Kemenhub), Kemeneterian Pariwisata, 
BUMN dan sebagainya.

 
Bagaimana jika memang ada permin­

taan dari kementerian atau lembaga 
terkait dan adanya perintah Kapolri?

Ini yang menjadi bias, karena sesuai 
Undang-Undang Nomor 12 tahun 
2011 tentang tata urutan perundangan, 
penjelasan bukan norma, dan tidak 
boleh bertentangan dengan batang 
tubuh. Makanya itu diluruskan kem-
bali melalui keputusan MK kemarin. 

 
Pandangan Anda dengan per­

an personel Kepolisian di kemente­
rian/lembaga selama ini seperti apa?

Ada plus dan minusnya. Positifnya 

bisa mempercepat koordinasi penga-
wasan. Minusnya alih-alih melakukan 
pengawasan, personel malah berpotensi 
menjadi bagian “pengamanan” bila 
terjadi pelanggaran, dididik bukan 
sebagai teknokrat maupun birokrat 
sehingga mengganggu pengembangan 
SDM di kementerian atau lembaga yang 
dimasuki.

 
Bagaimana peran Polisi sebagai 

keamanan dan penegak hukum di 
kementerian/lembaga tersebut?

Polri cukup menjadi koordinator 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
kementerian/lembaga, seperti amanat 
pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2002. n NNM

Apa penilaian Anda terhadap pu­
tusan Mahkamah Konstitusi (MK), 
polisi aktif tidak boleh menduduki 
jabatan sipil?

Putusan MK itu kan putusan yang 
bersifat final dan mengikat. Oleh 
karenanya, memang harus dihormati 
oleh semua pihak.

 
Dalam melaksanakan putusan 

MK tersebut, apa yang bisa dilaku­
kan oleh Polri?

Perlu ada satu kerangka bagaima-
na proses transisinya. Mengingat-
kan juga, bahwa putusan MK tidak 
bersifat retoraktif juga. Makanya 
transisi ini penting untuk dipikir-
kan.

Kenapa transisi ini menjadi hal 
penting dalam melaksanakan pu­
tusan MK tersebut?

Karena komitmennya adalah 
bagaimana menjadikan Kepolisian In-
donesia sebagai polisi yang profesional.

 
Kedepannya, bagaimana aturan 

penempatan anggota Polri pada 
jabatan sipil ?

Dalam kerangka Undang-Undang 
Kepolisian, termasuk juga ada Un-
dang-Undang Aparatur Sipil Negara 
(ASN), itu juga mengatur penempa-
tan TNI/Polri. Jadi penting untuk list.

 
Maksudnya bagaimana?
Jadi dilist mana yang sebenarnya 

memang kementerian/lembaga/de-
partemen yang erat kaitannya dengan 
kerja-kerja Kepolisian. Termasuk 
dalam konteks penegakan hukum.

 
Misalnya di kementerian/lem­

baga mana saja?
Ya misalnya soal terorisme di Badan 

Nasional Penaggulangan Terorisme 
(BNPT), Badan Nasio nal Narkotika 
(BNN) atau Komisi Pem berantasan Ko-
rupsi (KPK). Itu penting untuk listing.

 
Tujuannya untuk apa?
Hal itu dilakukan agar nanti tidak 

ada tumpang tindih antara undang-
undang yang satu dengan undang-
undang yang lainnya. n NNM

KONTROVERSI

BAMBANG RUKMINTO, Pengamat Kepolisian 
Dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)

CHOIRUL ANAM, 
Komisioner Kompolnas

Butuh Komitmen Agar
Tak Tumpang Tindih

Duduki Jabatan Sipil
Ada Plus & Minusnya

Putusan MK itu kan 

putusan yang bersifat 

final dan mengikat. Oleh 

karenanya, memang 

harus dihormati oleh 

semua pihak.

Positifnya bisa 

mempercepat koordinasi 

pengawasan. Minusnya 

berpotensi menjadi 

bagian “pengamanan” 

bila terjadi pelanggaran.
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Duduki Jabatan Sipil
Ada Plus & Minusnya

Putusan MK itu kan 

putusan yang bersifat 

final dan mengikat. Oleh 

karenanya, memang 

harus dihormati oleh 

semua pihak.

Positifnya bisa 

mempercepat koordinasi 

pengawasan. Minusnya 

berpotensi menjadi 

bagian “pengamanan” 

bila terjadi pelanggaran.
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Wakil ketua Badan le gislasi 
DPR Martin Manurung me­
nilai, revisi UU Pengelolaan 
keuangan Haji (PkH) masih 
membutuhkan harmonisasi lan­
jutan. Salah satunya dengan UU 
Pengembangan dan Penguatan 
Sektor keuangan (P2Sk) agar 
tidak terjadi pertentangan norma 
dalam tata kelola dana haji.

Menurut Martin, harmo­
nisasi jadi kunci agar produk 
legislasi yang dihasilkan me­
miliki kepastian hukum dan 
konsistensi kelembagaan. 
“agak sulit kita untuk memu­
tuskan sekarang, karena UU 
Pe nyelenggaraan ibadah Ha­
jinya juga sudah diputus. lalu 
kita masih menunggu modeling 
dari P2Sk,” ujarnya, kemarin.

Dia bilang, kompleksi­
tas pembahasan meningkat 
karena regulasi terkait pe­
nyelenggaraan ibadah haji 
dan penguatan sektor keuang­
an belum sepenuhnya sink­
ron. Sehingga, Baleg perlu 
memastikan tidak ada perten­
tangan norma antara satu UU 
dengan yang lainnya.

Baleg, sambungnya, ber­
tanggung jawab memastikan 
tidak ada pertentangan nor­
ma antar UU. “Harmonisasi 
subs tansi, kewenangan, serta 
sistem pengawasan menjadi 
bagian penting dalam men­
jaga integritas regulasi penge­
lolaan dana umat,” terangnya.

Martin menjelaskan, UU 
P2Sk membawa implikasi besar 
terhadap pembahasan revisi UU 
PkH. Penguatan sektor keuan­
gan nasional akan berdampak 
langsung pada mekanisme pe­
ngawasan dan tata kelola dana 
publik. itu juga terkait dengan 
rencana pengawasan lembaga 
pengelola dana publik oleh Oto­
ritas Jasa keuangan. 

“Makanya posisi dan ke­
wenangan Badan Pengelola 
keuangan Haji (BPkH) harus 
disesuaikan dengan sistem 
pengawasan itu,” jelas politi­
kus Partai NasDem itu.

karena itu, lanjutnya, pem­
bahasan RUU PkH tidak 

perlu dipaksakan pada tahap 
ini. Penyamaan persepsi lin­
tas komisi dinilai penting 
agar tidak muncul perbedaan 
keputusan yang melemahkan 
substansi UU. “Jangan nanti 
yang ini memutuskan a, yang 
B memutuskan C. Jadi yang 
salah kita karena tidak bisa 
mengharmonisasi,” tegasnya.

Dia mengingatkan, tugas 
utama Baleg adalah melaku­
kan harmonisasi materi muat­
an UU. Baleg tidak boleh 
masuk ke wilayah teknis 
birokrasi atau kelembagaan 
yang jadi kewenangan ekse­
kutif. karena fokus utamanya 
harus memastikan kesela­
rasan antara UU keuangan 
Haji, UU Penyelenggaraan 
Haji, UU P2Sk, serta regulasi 
keuangan lainnya. 

“keselarasan itu jadi fondasi 
bagi sistem pengelolaan dana 
haji yang profesional dan akun­
tabel. kita lihat dan bandingkan 
opsi skema model kelembagaan 
BPkH ini,” katanya.

Senada, ketua Baleg DPR 
Bob Hasan menilai, pemba­
hasan revisi UU PkH tidak 
bisa dipisahkan dari regulasi 
yang mengatur keuangan ne­
gara dan pengawasan sektor 
keuangan. keterkaitan antar 
UU menuntut kehati­hatian, 
termasuk dalam menyusun 
desain kelembagaan BPkH. 

Setiap perubahan struktur, 
kata dia, harus mempertim­
bangkan dampaknya terhadap 
sistem keuangan nasional. 
Makanya, opsi bahwa BPkH 
ditempatkan langsung di 
bawah Presiden justru ber­
potensi menimbulkan tum­
pang tindih kewenangan den­
gan OJk dan peran Menteri 
keuangan (Menkeu) sebagai 
bendahara negara.

“Wacana ini perlu penjela­
san dan argumentasi yang 
kuat. keuangan haji memiliki 
tata kelola tersendiri, namun 
tetap tidak bisa dilepaskan 
dari sistem yang telah diatur 
dalam UU,” ujar politikus 
Partai Gerindra itu. n PYB

Revisi UU PKH 

Baleg DPR: Masih 
Perlu Harmonisasi 

Wakil ketua komisi Xiii DPR 
Dewi asmara menyebut, saat ini 
baru ada satu aturan turunan pelak­
sana kUHaP dan kUHP yaitu 
PP Nomor 55 Tahun 2025 tentang 
Tata Cara dan kriteria Penetapan 
Hukum Yang Hidup Dalam Ma­
syarakat. Beleid baru tersebut telah 
berlaku efektif 2 Januari 2026. 

"kami meminta Pemerintah 
mempercepat penyelesaian se­
jumlah PP turunan undang­un­
dang yang dinilai krusial untuk 
mencegah terjadinya kekosongan 

hukum," ujar Dewi dalam keteran­
gannya, Minggu (1/2/2026). 

Menurutnya, sejumlah aturan 
turunan yang berkaitan langsung 
dengan pelaksana kUHaP, hingga 
kini belum diselesaikan dan masih 
berada di kemensetneg dan ke­
menterian Hukum (kemenkum).

anggota komisi iii DPR Mar­
tin D Tumbelaka mengingatkan 
pentingnya menjaga keharmoni­
san antar aparat penegak hukum 
(aPH) guna mewujudkan pe­
negakan hukum yang berkeadi­

lan. karena sinergi yang solid 
antara kepolisian dan kejaksaan 
menjadi kunci utama agar imple­
mentasi regulasi kUHP dan kU­

HaP yang baru berjalan optimal.
“kami berpesan pentingnya 

menjaga keharmonisan anta­
ra aPH. karena kekompakan 
dan saling support itu sangat 
penting untuk memaksimalkan 
penegakan hukum agar tidak 
sektoral," ujar Martin dalam ke­
terangannya, Minggu (1/2/2026)

Martin menyinggung masih dite­
mukannya kekeliruan dalam pener­
apan hukum di sejumlah daerah. Se­
perti kasus yang melibatkan seorang 
guru di Jambi dan kasus penjambretan 
di Sleman, Yogyakarta. Hal tersebut 
menunjukkan pemahaman aparat 
penegak hukum terhadap kUHP baru 
masih perlu diperkuat.

“implementasi kUHP yang 
baru ini belum sepenuhnya dipa­
hami oleh aPH, sehingga terjadi 
kesalahan dalam penerap an hu­

kum,” kata politikus Ge rindra ini.
ia menegaskan, kUHP dan 

kUHaP baru tidak boleh di­
maknai semata­mata sebagai 
instrumen kepastian hukum, tetapi 
harus mampu menghadirkan rasa 
keadilan di tengah masyarakat. 
"Jangan hanya fokus mempi­
danakan orang atau menetapkan 
tersangka,” tegasnya.

Selain itu, Martin menekan­
kan pentingnya mengedepankan 
pendekatan keadilan restoratif 
dalam penyelesaian perkara, 
dengan menjadikan pidana seb­
agai langkah terakhir. 

"Seharusnya duduk bersama 
terlebih dahulu, berpikir jernih, 
dan melihat apakah persoalan 
bisa diselesaikan tanpa harus 
masuk ke ranah pidana,” kata 
dia menekankan.n TiF

Jangan Ada Kekosongan Hukum

KUHP & KUHAP Baru
Butuh Aturan Turunan
senayan meminta Pemerintah segera 
merampungkan seluruh aturan pelaksana dari 
Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-
Undang nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
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Anomali, Banjir Terjadi Di Musim Kemarau

DPR Ingin Kebut Bahas RUU 
Pengelolaan Perubahan Iklim
ANGGOTA Komisi XII DPR 
Eddy Soeparno mengatakan, ta­
hun 2025 menjadi evaluasi bagi 
se mua pihak mengenai peruba­
han iklim yang semakin meluas. 
Dampaknya juga telah dirasakan 
oleh berbagai kalangan, dari ke­
las menengah hingga ekonomi 
le mah.

“Tahun 2025 kita sudah rasa­
kan anomali iklim, banjir terjadi 
di musim kemarau. Sehingga 
su lit membedakan kapan musim 
hujan dan kapan musim kema­
rau,” ujar Eddy dalam kete­
rangan nya, Jumat (26/12/2025).

Eddy bilang, periode musim 
tanam dan panen petani men­
jadi tidak beraturan. Begitu juga 
nelayan yang tinggal di pesisir 
pantai semakin terdesak dengan 
banjir rob yang terjadi secara terus 
menerus. “Dampak paling nyata 
adalah bencana hidrometrologi 
yang terjadi hampir terjadi di 
seluruh wilayah di Indonesia,” 
sebut wakil ketua MPR ini.

Dia mencontohkan, di Bali 
banjir besar kembali terjadi 

setelah hampir 60 tahun aman. 
Di Aceh, Sumatera Utara (Su­
mut), dan Sumatera Barat (Sum­
bar) banjir bandang menerjang 
dan menyebabkan ribuan orang 
meninggal dunia. “Ini harus 
diantisipasi segera,” tegasnya.

Karena itu, menjelang tahun 
2026, Eddy menegaskan komit­
mennya untuk memperjuangkan 
percepatan pengesahan RUU 
Pengelolaan Perubahan Iklim di 
DPR. Terlebih beleid tersebut su­
dah masuk dalam Program Legis­
lasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 
di 2026. “Tapi perjuangan harus 
dilanjutkan dengan mempercepat 
RUU Pengelolaan Perubahan 
Iklim menjadi undang­undang,” 
tegas politikus PAN ini.

Dia menegaskan, UU Penge­
lolaan Perubahan Iklim akan 
menjadi landasan hukum yang 
kuat bagi Pemerintah untuk 
melakukan kebijakan mencegah 
meluasnya dampak perubahan 
iklim secara terkoordinasi dan 
sinergis. Aturan tersebut juga 
akan secara spesifik menegaskan 

Senayan ingin mempercepat pengesahan Rancangan 
Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan 
Perubahan Iklim. Hal ini dilakukan sebagai upaya 
pencegahan sekaligus mitigasi dampak perubahan 
iklim yang semakin meluas di Indonesia.

komitmen negara dalam mence­
gah dampak perubahan iklim. 

“Caranya, dengan pemba­
ngunan berkelanjutan yang 
berwawasan lingkungan dan 
penegakan hukum yang tegas 
terhadap segala bentuk peru­
sakan lingkungan,” tandasnya.

Selain itu, ia mendorong agar 
UU Pengelolaan Perubahan Iklim 
memberikan landasan hukum yang 
jelas dan tegas bagi koordinasi 
Pemerintah Pusat (Pempus) ber­
sama Pemerintah Daerah (Pemda) 
dalam menghadapi perubahan 
iklim. Sebab penanganan perubahan 
iklim membutuhkan langkah taktis, 
koordinatif dan responsif serta tidak 
boleh ada hambatan birokrasi. 

“Karena itu, melalui undang­
undang ini, kami mendorong 
koordinasi yang lebih baik antar 
kementerian dan Pemda,” im­
buhnya. Ia menambahkan tahun 
2025 menjadi wake up call (pe­
ringatan yang menyadarkan) bagi 
semua kalangan untuk bersatu 
dan bersama­sama mendorong 
pengesahan RUU Pengelolaan 
Perubahan Iklim. 

Untuk itu, semua pihak mulai 
dari Pemerintah, akademisi, ak­
tivis hingga pelaku usaha harus 
bersama­sama mendorong agar 
RUU Pengelolaan Perubahan 
Iklim ini segera dibahas. “Saya 

terbuka untuk semua masukan 
publik demi terbentuknya un­
dang ­undang ini,” ajak dia.

Anggota Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) asal Sulawesi Se­
latan (Sulsel) Al Hidayat Samsu 
mendesak DPR dan Pemerintah 
memprioritaskan pembahasan 
tentang  RUU tentang Pengelo­
laan Perubahan Iklim. Tujuan­
nya, untuk mempercepat langkah 
Pemerintah dalam mengatasi 
krisis yang terus berulang.

“Maraknya bencana hidrome­
teorologi di Indonesia menun­
jukkan urgensi langkah konkret 
dalam menyikapi perubahan 
iklim,” ujar Hidayat dalam kete­
rangannya, Jumat (26/12/2025).

Peristiwa banjir bandang dan 
tanah longsor yang terjadi di Aceh, 
Sumut, dan Sumbar yang telah 
menewaskan ribuan orang bukan 
‘musibah biasa’. “Tapi Ini pola kri­
sis yang terus berulang,” kata dia.

Badan Nasional Penanggulang­
an Bencana (BNPB) mencatat, 
se panjang 2025 terjadi 3.116 
ke jadian bencana di Indonesia. 
M ayoritas didominasi bencana 
hidrometeorologi seperti banjir, 
cuaca ekstrem, dan longsor.

Selain itu, ia menyoroti janji 
Presiden Prabowo Subianto 
di Konferensi Tingkat Tinggi 
Conference of the Parties (KTT 

COP) 29. Di forum dunia itu, 
Indonesia menargetkan pengu­
rangan emisi hingga net­zero per 
2060. Tapi anehnya tak kunjung 
menyediakan produk hukum 
lengkap untuk kebijakan iklim 
di dalam negeri.

“Komitmen disampaikan ke 
dunia tetapi warga dan daerah 
masih menghadapi krisis tanpa 
undang­undang yang memaksa 
negara bergerak cepat, terukur, dan 
bertanggung jawab,” tandasnya.

Agar RUU tentang Pengelolaan 
Perubahan Iklim dibahas cepat, 
Hidayat mengaku telah mengini­
siasi petisi daring di platform 
Change.org. Tujuannya, mende­
sak Pemerintah dan DPR segera 
mengesahkan aturan tersebut. 

Dalam petisi tersebut, Hida yat 
juga mendesak Pemerintah dan 
DPR segera melakukan em pat 
langkah untuk mempro ses RUU 
tersebut. Pertama, Pim pinan DPR 
dan Badan Legislasi (Baleg) DPR 
menetapkan timeline resmi pemba­
hasan dan target pengesahan RUU 
tentang Pengelolaan Perubahan 
Iklim dengan tenggat yang jelas.

Kedua, DPR membentuk Pan­
ja/Pansus dan melibatkan DPD 
sejak awal pembahasan. Sebab 
daerah adalah pihak yang pa­
ling terdampak dan paling tahu 
kebutuhan lapangan. n TIF

KETUA Badan Anggaran 
(Bang gar) DPR Said Abdullah 
me negaskan, rupiah merupa­
kan alat pembayaran yang sah 
di seluruh wilayah Indonesia. 
Pem bayaran menggunakan 
ru piah tunai seharusnya tidak 
boleh ditolak dalam transaksi 
jual beli, termasuk oleh pelaku 
usaha atau merchant.

Said mengatakan, peng guna­
an rupiah telah diatur secara 
jelas dalam UU Nomor 7 Tahun 
2011 tentang Mata Uang. Se­
hingga sesuai dengan UU terse­
but rupiah merupakan alat pem­
bayaran yang sah dan berlaku di 
seluruh wilayah Indonesia. 

“Karena itu, tidak diperke­
nankan bagi pihak mana pun 
menolak penggunaan mata 
uang rupiah di dalam negeri,” 
ujar ketua DPD PDIP Jawa 
Timur ini dalam keterangan­
nya, Jumat (26/12/2025).

Dia bilang, penolakan pem­
bayaran menggunakan rupiah 
bukan perkara sepele karena 
memiliki konsekuensi hukum. 
Merchant atau penjual yang 
menolak pembayaran tunai 
dapat dikenai sanksi pidana 
pidana maksimal satu tahun dan 
denda maksimal Rp 200 juta.

Said mengingatkan, edukasi 
pada masyarakat dan pelaku 
usaha menjadi hal yang sangat 
penting. Pasalnya, masih ba­
nyak pihak yang menganggap 
sepele penolakan uang tunai, 
padahal tindakan itu berpo­
tensi melanggar hukum.

“Kita perlu mengedukasi mas­

yarakat agar tidak sembarangan 
menolak pembayaran memakai 
rupiah, karena itu bisa berkon­
sekuensi pidana,” jelasnya.

Dia juga mendorong Bank 
In donesia (BI) untuk lebih aktif 
me ngedukasi masyarakat dan pe­
laku usaha terkait kewajiban me­
nerima rupiah sebagai alat pem­
bayaran yang sah. Meski harus 
diakui, saat ini tren pembayaran 
digital semakin berkembang.

“Rupiah tetap jadi mata uang 
nasional dan alat pembayaran 
yang sah. Jangan hanya karena 
penggunaan layanan pem­
bayaran digital, lalu merchant 
tidak memberikan opsi pem­
bayaran tunai,” ingatnya. 

Hingga saat ini, sambung 
Said, Pemerintah dan DPR 
belum merevisi aturan terkait 
pembayaran dengan uang tunai, 
sehingga tiap pihak di Indone­
sia tetap memiliki kewajiban 
menerima pembayaran dengan 
cara itu. Pembayaran tunai masih 
tetap dilakukan di negara maju 
meski sistem pembayaran non­
tunai sudah berkembang pesat.

“Di Singapura masih me­
layani transaksi tunai hingga 
3.000 dolar Singapura. Praktik 
itu juga masih ada di berbagai 
negara maju lainnya,” bebernya.

Dia menegaskan, DPR dan 
Pemerintah tidak melarang peng­
gunaan pembayaran nontunai 
dan bahkan mendukung digitali­
sasi sistem pembayaran. Namun 
demikian, opsi pembayaran 
tunai tidak dihapuskan dan tetap 
disediakan. Terlebih, kondisi In­
donesia yang belum sepenuhnya 
terjangkau layanan internet.

“Literasi keuangan di seba­
gian masyarakat juga masih 
rendah, sehingga tidak semua 
masyarakat bisa menggunakan 
pembayaran nontunai,” ucapnya.

Senada, Ketua Komisi VII 
DPR Saleh Partaonan Daulay 
mengkritik kebijakan sejumlah 
gerai yang hanya menerima 
pembayaran non­tunai (cash­
less). Praktik itu berpotensi 
menyulitkan masyarakat yang 
belum memiliki akses per­
bankan dan masih bergantung 
pada uang tunai. n PYB

Alat Pembayaran Sah

Rupiah Wajib Diterima
Semua Pelaku Usaha

ANGGOTA Komisi VIII 
DPR M Hus ni menilai, sistem 
pe nang gulangan bencana 
nasio nal hingga kini belum 
ber jalan optimal. Berbagai 
ban tuan dari Pemerintah Pusat 
te lah disalurkan ke wilayah 
ter dampak bencana namun 
di rasa kurang terintegrasi. 

Husni mengungkapkan, dari 
tiga provinsi mengalami ben­
cana, Aceh mengalami dam pak 
paling luas karena men jangkau 
lebih dari 18 kabu paten dan kota. 
Bahkan, ada juga wilayah yang 
sempat terisolasi seperti Gayo 
Lues dan Bener Meriah yang baru 
bisa terbuka beberapa hari lalu.

Dia bilang, bantuan dari 
Pemerintah Pusat sejatinya 
telah masuk ke daerah­daerah 
terdampak. Bantuan itu berasal 
dari berbagai institusi, mulai 
dari Badan Nasional Penanggu­
langan Bencana (BNPB), Ke­
menterian Sosial, Kementerian 
Pekerjaan Umum, Kementerian 
Perumahan Rakyat, hingga 
Kementerian Dalam Negeri.

Namun, peran masing­masing 
kementerian dan lembaga dalam 
satu sistem komando belum ter­
integrasi dengan jelas. Kondisi 
itu diperparah dengan posisi 
BNPB yang masih berstatus 
sebagai badan, sehingga ke­
wenangannya dalam mengoor­
dinasikan lintas sektor dinilai 
belum maksimal.

“Walaupun TNI dan Polri ikut 
membantu, kalau integrasinya 
tidak nyambung, semuanya 
bergerak sendiri­sendiri. Pada­
hal harus ada satu yang memu­
tuskan,” tegas Husni dalam kete­

rangannya, Kamis (25/12/2025).
Situasi itu, lanjut Husni, 

menunjukkan urgensi penyem­
purnaan UU Nomor 24 Tahun 
2007 tentang Penanggulangan 
Kebencanaan. Regulasi itu su­
dah perlu disesuaikan dengan 
dinamika kebencanaan saat ini 
yang semakin kompleks, ber­
skala besar, dan berdampak luas.

Husni mengungkapkan 
ada nya wacana di Komisi 
VIII DPR untuk memperkuat 
BNPB, termasuk kemungkinan 
peningkatan statusnya menjadi 
kementerian. “Kita ini daerah 
supermarket bencana dan tidak 
pernah putus. Belum selesai 
satu daerah, sudah muncul ben­
cana di daerah lain,” katanya.

Dia menekankan, dalam revisi 
UU itu nantinya BNPB harus 
ditempatkan sebagai pemimpin 
utama (leader) yang mampu 
mengintegrasikan seluruh unsur 
kebencanaan. Mulai dari TNI, 
Polri, kementerian teknis, hingga 
Badan Meteorologi, Klima­
tologi, dan Geofisika (BMKG).

“Semua punya urusan ke­
bencanaan, kalau tidak terinte­
grasi, akhirnya semua bertin­
dak sendiri­sendiri, meskipun 
niatnya baik,” ujarnya.

Husni juga menilai, kepe­
mimpinan yang kuat sangat 
dibutuhkan untuk menentukan 
berbagai keputusan strategis. 
Seperti, keputusan penetap­
an status tanggap darurat, 
waktu pembangunan hunian 
sementara (huntara), hingga 
pembangunan hunian tetap 
bagi masyarakat terdampak 
bencana. n PYB

RUU Penanggulangan Bencana 

Fungsi BNPB Jadi
Kendali Koordinasi

Komisi VI Sorot Mahalnya Harga MinyaKita 

Distribusi Belum Berjalan Optimal
KOMISI VI DPR menyambut 
baik kebijakan Kementerian 
Perdagangan (Kemendag) menar­
getkan harga Minyakita kembali 
sesuai dengan Harga Eceran Ter­
tinggi (HET) sebesar Rp 15.700 
per liter. Target tersebut seiring 
penerapan Peraturan Menteri Per­
dagangan (Permendag) Nomor 
43 Tahun 2025 tentang Minyak 
Goreng Sawit Kemasan dan Tata 
Kelola Minyak Goreng Rakyat 
(Minyakita) yang mulai efektif 
akhir Desember 2025.

Anggota Komisi VI DPR Ah­
mad Labib menilai, kebijakan 
tersebut sebagai langkah strate­
gis yang perlu pengawalan serius 
agar berdampak langsung bagi 
masyarakat. Sebab persoalan 
Minyakita selama ini tidak ter­
letak pada produksi, melainkan 
pada tata kelola dan distribusi 
yang belum berjalan optimal.

“Target penurunan harga 
Minya Kita ke HET Rp 15.700 
per liter harus dibarengi dengan 
pengawasan distribusi yang 
ketat,” tegas Labib dalam kete­
rangannya, Sabtu (27/12/2025).

Diketahui, Permendag Nomor 
43 tahun 2025 yang diundan­
gkan pada 12 Desember 2025 
mewajibkan produsen Minyakita 

menyalurkan minimal 35 persen 
kewajiban Domestic Market Ob­
ligation (DMO) melalui BUMN 
pangan, seperti Bulog dan ID 
FOOD. Ketentuan tersebut un­
tuk memperkuat peran negara 
dalam menjaga ketersediaan dan 
stabilitas harga. 

Namun, jangan sampai ke­
bijakan tersebut bagus di atas 
kertas, tetapi tidak terasa di 
pasar. Dia mengungkapkan har­
ga Minyakita di lapangan masih 
ditemukan di kisaran Rp 17.600 
hingga Rp 20 ribu per liter di 
sejumlah daerah. Utamanya di 
wilayah dengan akses distribusi 
terbatas. Kondisi tersebut, men­
cer minkan perlunya perbaikan 
tata niaga secara menyeluruh.

Untuk itu, Labib mendorong 
pemanfaatan digitalisasi per­
izinan dan pengawasan melalui 
sistem Inatrade (Sistem Pelayan­
an Terpadu Perdagangan) milik 
Kemendag. Tujuannya, menutup 
celah distribusi yang berpotensi 
memicu spekulasi harga. 

Ia mendesak Kemendag mem­
berikan sanksi tegas kepada pelaku 
usaha yang melanggar ketentuan 
HET. Sebab Minyakita adalah 
minyak goreng rakyat. “Negara 
wajib hadir memastikan aksesnya 

terjangkau dan merata,” tegas 
politikus Golkar ini.

Komisi VI DPR, lanjutnya, akan 
terus mengawal implementasi 
Permendag tersebut agar target 
stabilisasi harga tercapai pada 
awal Januari 2026. Karena keber­
hasilan pengendalian harga Min­
yakita berkaitan langsung dengan 
perlindungan daya beli masyarakat 
serta kepercayaan publik terhadap 
kebijakan Pemerintah.

“Kalau distribusi tertib dan 
pengawasan konsisten, harga 
Minyakita bisa kembali sesuai 
HET dan dirasakan langsung 
oleh rakyat,” harap legislator 
asal dapil Jawa Timur (Jatim) ini.

Anggota Komisi VI DPR Nasim 
Khan menambahkan, Permendag 
Nomor 43 Tahun 2025 merupakan 
langkah penting yang telah lama 
dinantikan masyarakat. Aturan itu 
juga sejalan dengan berbagai masu­
kan ke Komisi VI DPR dalam rapat 
dengar pendapat (RDP) bersama 
Kemendag. Khususnya terkait pen­
guatan peran negara dalam menja­
min distribusi dan harga Minyakita.

Penguatan peran Perum Bulog 
dan ID Food dalam regulasi ter­
baru itu sebagai kunci untuk me­
maksimalkan keterlibatan Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) 
dalam menjaga stabilitas pasokan 
dan harga Minyakita di tengah 
masyarakat. Dengan diperkuat­
nya peran kedua lembaga itu, 
bukti negara hadir lebih nyata.

“Ini penting agar distribusi 
Minyakita tidak lagi dikuasai 
oleh mata rantai panjang yang 
rawan penyelewengan,” ujar 
Nasim dalam keterangannya, 
Sabtu (27/12/2025).

Namun Nasim mengingatkan 
penerapan regulasi baru ini harus 
dibarengi dengan pengawasan 
ketat dan penindakan tegas 
terhadap setiap pelanggaran di 
lapangan. Sebab selama ini HET 
Minyakita hampir selalu berada 

di atas ketentuan yang ada. 
“Harga di lapangan sering jauh 

dari HET Rp 15.700 per liter. 
Dengan aturan ini, tidak boleh 
lagi ada toleransi terhadap pelang­
garan,” tegas politikus PKB ini.

Selain itu, Nasim mendorong 
adanya evaluasi secara menyelu­
ruh sesuai dengan aturan yang ber­
laku terhadap seluruh distributor 
Minyakita yang saat ini beropera­
si. Karena Minyakita merupakan 
program strategis Pemerintah 
untuk rakyat kecil yang harus 
dijalankan sesuai tujuan awalnya.

Nasim berharap fokus distribusi 
Minyakita dapat benar­benar di­
jalankan sehingga rantai distribusi 
menjadi lebih pendek dan harga 
di tingkat konsumen tetap terk­
endali. Jangan sampai ada lagi 
penyelewengan, permainan harga, 
atau distribusi yang melenceng 
dari tujuan awal. 

Direktur Jenderal Perdagangan 
Dalam Negeri (PDN) Kemendag 
Iqbal Shoffan Shofwan berharap, 
Permendag Nomor 43 tahun 2025 
mampu memperbaiki tata kelola 
distribusi Minyakita. Se hingga 
harga di tingkat konsu men bisa 
segera normal atau sesuai dengan 
HET yang ditetapkan Rp 15.700 
per liter. n TIF
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BERIKAN BANTUAN: 
Ketua Komisi VII DPR Saleh 
Partaonan Daulay (kedua kanan) 
didampingi Wakil Ketua Komisi 
VII DPR RI Evita Nursanty (kiri) 
menyerahkan secara simbolis 
bantuan bencana kepada Bupati 
Padang Pariaman John Kenedy 
Azis (kedua kiri) didampingi Wakil 
Bupati Rahmat Hidayat (kanan) 
di aula Kantor Bupati Padang 
Pariaman, Sumatera Barat, Rabu 
(24/12/2025). Kunjungan kerja 
Komisi VII DPR bersama mitra 
kerja seperti TVRI, RRI dan 
ANTARA itu membahas berbagai 
bentuk dukungan terhadap sektor-
sektor binaan yang terdampak 
bencana, khususnya sektor 
UMKM, ekonomi kreatif, dan 
pariwisata. 

PARLIAMENT UPDATEMINGGU WAGE
• 28 DESEMBER 2025 

• 8 RAJAB 1447 H 
• 8 REJEB 1959

Wakil ketua komisi X 
DPR lalu Hadrian irfani 
menegaskan komitmen par­
lemen untuk memperkuat 
tugas dan fungsi Badan Pusat 
Statistik (BPS). Penguatan 
tersebut dilakukan melalui 
pembahasan revisi Undang­
Undang Statistik yang akan 
memperbarui payung hukum 
statistik nasional.

lalu menilai, revisi Un­
dang­Undang Nomor 16 Ta­
hun 1997 tentang Statistik 
sangat mendesak, mengingat 
regulasi lama tersebut sudah 
tidak lagi relevan dengan 
perkembangan zaman dan 
kebutuhan data nasional saat 
ini. karena itu, diperlukan 
adaptasi regulasi yang lebih 
modern, kuat, dan responsif.

ia menjelaskan, komisi X 
DPR telah menerima penu­
gasan resmi dari pimpinan 
DPR tertanggal 20 Januari 
2026 untuk mengawal pem­
bahasan revisi undang­un­
dang tersebut. Penugasan itu 
menjadi dasar bagi parlemen 
untuk berinisiatif memperkuat 
tugas, fungsi, dan peran BPS 
di tingkat nasional.

“ini menunjukkan ke­
seriusan lembaga legislatif 
dalam menempatkan statistik 
sebagai fondasi utama ke­
bijakan negara,” ujar lalu 
dalam keterangannya, Sabtu 
(31/1/2026).

Menurut lalu, keberadaan 
BPS memiliki posisi yang 
sangat strategis dalam sistem 
perencanaan pembangunan 
nasional. Peran tersebut se­
makin dipertegas melalui 

instruksi Presiden Nomor 4 
Tahun 2025 tentang pengelo­
laan Data Tunggal.

“Negara telah mengakui 
peran strategis BPS melalui 
inpres Nomor 4 Tahun 2025. 
karena itu, kami menegaskan 
tidak boleh ada pelemahan 
terhadap peran dan fungsi 
BPS,” tegasnya.

ia menambahkan, penguat­
an kelembagaan merupakan 
satu­satunya jalan untuk me­
mastikan data nasional se­
makin solid dan terpercaya. 
komisi X akan memastikan 
tidak ada celah yang dapat 
mendegradasi otoritas BPS 
sebagai penyedia data utama 
di indonesia.

Menurutnya, Data Tunggal 
Sosial Ekonomi Na sional 
(DTSEN) ke depan akan 
menjadi rujukan utama bagi 
seluruh kementerian dan lem­
baga, termasuk pemerintah 
daerah di seluruh indonesia, 
dalam menyusun perencanaan 
pembangunan jangka pendek 
maupun jangka panjang.

karena itu, lalu meng­
ingatkan pentingnya tata ke­
lola statistik nasional yang 
terpadu, berkelanjutan, dan 
sesuai dengan standar inter­
nasional. Tujuannya agar data 
yang dihasilkan benar­benar 
akurat, mutakhir, objektif, 
serta dapat dipertanggungja­
wabkan secara ilmiah.

“indonesia beruntung me­
miliki BPS yang tangguh dan 
solid. kerja­kerjanya sudah 
terbukti dan diakui,” ujar poli­
tikus PkB asal Nusa Tenggara 
Barat tersebut. n PYB

Revisi UU Statistik

Komisi X Inisiatif 
Perkuat Peran BPS

MUNDURNYa beberapa peja­
bat otoritas keuangan pekan lalu, 
mengingatkan peristiwa 20 mei 
1998. Di mana, 14 menteri bi­
dang ekonomi serentak mengun­
durkan diri, mereka dianggap 
gagal mengatasi krisis ekonomi 
dan politik. Di sisi lain, gonjang­
ganjing pasar keuangan minggu 
lalu dipicu oleh peringatan pe­
nyedia indeks Morgan Stanley 
Capital international (MSCi). 
MSCi mengingatkan pentingnya 
tata kelola yang lebih baik pada 
pasar modal indonesia untuk 
menjaga kepercayaan publik.

“Bukannya mereka mun­
dur karena intervensi, Mo?" 
celetuk Petruk cengengesan. 
Romo Semar mesem tidak mau 
menanggapi lebih jauh celoteh 
Petruk. Romo Semar sedang 
prihatin dengan cuaca ekstrem 
beberapa pekan terakhir ini. 
Dampak nyata dari iklim salah 
mongso, seperti banjir bandang 
dan tanah longsor terjadi di be­
berapa wilayah Nusantara.

Seperti biasa, Romo Semar 
mengawali paginya dengan 
secangkir kopi pahit. Penganan 
pisang dan jagung rebus menam­
bah nikmat sarapan pagi Padepo­
kan klampis ireng. Walau udara 
terasa dingin, tidak menyurutkan 
para kawula melakukan aktivitas 

di pagi hari. kepulan asap rokok 
klobot membawa ingatannya ke 
zaman Mahabarata. Di mana, 
Patih Sengkuni melakukan in­
tervensi terhadap tahta Hastina 
untuk kepentingan politiknya.

kocap kacarito, dalam klan 
tahta Hastina, Patih Sengkuni 
adalah paman dari Prabu Duryu­
dana. karena ibunda Duryudana 
yakni Dewi Gendari adalah kakak 
Sengkuni. konon Dewi Gendari 
dan Sengkuni bersama kakaknya 
Gendara datang dari kerajaan 
Ploso Jenar. kedatangan mereka 
bertiga untuk mengikuti sayem­
bara perebutan Dewi kunti dari 
kerajaan Mandura. Tapi sayang 
kedatangan mereka terlambat. 
Pandu dari kerajaan Hastina 
lebih dulu berhasil memenangkan 
sayembara rebut putri Mandura.

Dalam perjalanan ke Man­
dura, Gendara menghadang dan 
menantang duel Pandu untuk me­
nyerahkan Dewi kunti. Gendara 
kalah sakti dan tewas melawan 
Pandu. Sedangkan Dewi Gendari 
dan Sengkuni menjadi rampasan 
perang Pandu. Dewi Gendari di­
berikan kepada Drestarastra yang 
tidak lain adalah kakak Pandu.

Perkawinan Dewi Gendari 
dengan Drestarastra menurunkan 
kurawa berjumlah seratus orang. 
Sedangkan perkawinan Pandu 

dengan Dewi kunti dan Dewi 
Madrim menurunkan satria Pan­
dawa berjumlah lima orang.

Gendari dan Sengkuni me men­
dam rasa dendam kepada Pandu 
atas tewasnya Gendara. Mereka 
berdua bersumpah untuk memba­
las keturunan Pandu dan merebut 
tahta Hastina dari Pandawa. Segala 
cara ditempuh untuk memuluskan 
rencana jahat Sengkuni. Termasuk 
intervensi dalam permainan dadu 
antara kurawa dan Pandawa.

Permainan dadu didesain 
untuk mengambil alih tahta Has­
tina dari Pandawa dengan cara 
paksa atau “ hostile takeover”. 
Sengkuni menyiapkan beberapa 
strategi mulai dari papan dadu 
sampai penunjukan bandar dadu. 
Sebagai taruhan permainan dadu 
adalah tahta kerajaan Hastina.

kurawa berhasil memenangkan 
permainan dadu dengan curang. 
Pandawa harus menyerahkan 
tahta Hastina dan amarta kepada 
kurawa. Selain itu, Pandawa ma­
sih harus menjalani hukuman 
hidup mengembara di tengah hutan 
selama 12 tahun lamanya.

“lalu apa hubungannya Seng­
kuni dengan gonjang­ganjing pasar 
modal, Mo?" sela Petruk penasa­
ran. “Perilaku Sengkuni di balik 
kisruh mundurnya pejabat otoritas 
keuangan Tole," jawab Romo 
Semar pendek. "kelompok Sen­
gkuni menginginkan pasar modal 
hancur. Waktu harga saham jatuh, 
saham diborong dan diambil paksa 
sekaligus mandor pasarnya mau 
diambil alih ", papar Romo Semar 
sambil ngeloyor pergi. n OYe

Intervensi Sengkuni 
Dalam Tahta Hastina  
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BANJIR bandang yang mener-
jang wilayah Sumatera harus di-
maknai sebagai refl eksi spiritual 
hubungan manusia dengan Sang 
Pencipta dan manusia dengan 
alam. Di sisi lain, peristiwa 
ini sebagai momen perbaikan 
diri, mencegah keserakahan dan 
kepedulian terhadap sesama 
manusia. Bagaimana cara kita 
mawas diri dan bermuhasabah 
dalam mencegah kerusakan 
alam?

“Meneladani perilaku Ki 
Ageng Pandanaran, Mo?” cele-
tuk Pertruk serius. Romo Semar 
mesem tidak serta merta mau 
menanggapi komentar Petruk. 
Semar sedang galau dengan cu-

aca ekstrem jelang akhir tahun. 
Banjir bandang dan tanah long-
sor masih mengintai di berbagai 
wilayah Nusantara. Gelombang 
air laut tinggi menyebabkan rob 
di daerah pesisir.

Seperti biasa Romo Semar 
me ngawali paginya dengan 
se cangkir kopi pahit. Suasana 
dingin akibat guyuran hujan 
sem alam masih terasa. Nasi 
goreng buatan Ibu Kanestren 
dibiarkan dingin di atas meja 
makan. Romo Semar kurang 
bernafsu untuk merahapi sarap-
an nasi goreng buatan sang 
istri. Kepulan asap rokok klobot 
membawa ingatannya ke zaman 
Madya. Di mana, transformasi 

perilaku Ki Ageng Pandanaran 
dalam mendekatkan diri kepada 
alam dan Sang Pencipta.

Kocap kacarito, Ki Ageng 
Pandanaran merupakan Bupati 
pertama Semarang. Diangkat 
sebagai bupati oleh Sultan De-
mak untuk memimpin wilayah 
“ asem arang “ atau pohon asem 
jarang  yang kemudian dikenal 
sebagai kota Semarang. Nama 
aslinya adalah Raden Kusen, pu-
tra dari Sunan Muria. Ki Ageng 
Pandanaran masih keturanan 
Trah Majapahit dan Demak.

Ki Ageng Pandanaran bera-
sal dari keluarga bangsawan 
yang disegani pada masanya. 
Hi dup dalam kemewahan dan 
ber gelimang harta. Sehingga 
lupa akan tugas sebagai seorang 
pe mimpin. Perilaku hedon me-
nyebabkan dirinya lebih me-
mentingkan kehidupan duniawi 
dibandingkan perilaku spiritual.

Sunan Kalijaga prihatin me-

lihat perilaku menyimpang Ki 
Ageng Pandanaran. Sebagai 
seorang pemimpin tidak semesti-
nya terikat dengan duniawi dan 
melupakan kewajiban spiritual-
nya. Sunan Kalijaga datang 
menyamar sebagai pengemis 
untuk menguji sampai di mana 
kedermawanan Bupati Pertama 
Semarang tersebut.

Ki Ageng Pandanaran kaget 
melihat yang datang menyamar 
sebagai pengemis adalah Sunan 
Kalijaga. Pandanaran bersujud 
dan merasa malu telah khilaf 
selama ini. Sunan Kalijaga 
mem berikan nasihat mendalam 
kepada Ki Ageng Pandanaran 
tentang pentingnya mening-
galkan kemewahan dunia dan 
mendekatkan diri kepada Sang 
Khalik.

Selain mendapat wejangan 
spiritual, Ki Ageng pandanaran 
mendapat ilmu kanuragan dan 
kesaktian dari Sunan Kalijaga. 

Seperti bagaimana mengusir air 
bah yang setiap tahun menerjang 
wilayah pesisir Semarang.

Ki Ageng Pandanaran legowo 
menanggalkan jabatannya seba-
gai seorang bupati. Ki Ageng 
memilih mendekatkan diri ke-
pada Sang Pencipta sambil me-
lakukan dakwah ke daerah Bayat 
yaitu sekitar wilayah Klaten. Ki 
Ageng Pandanaran sampai wa-
fat di daerah Bayat dan dikenal 
sebagai Sultan Bayat.

“Lalu hubungannya apa deng-
an maraknya bencana alam yang 
terjadi, Mo?” sela Petruk mem-
buyarkan lamunan Romo Semar. 
“Keserakahan manusia sebagai 
pemicu terjadinya bencana,” 
jawab Romo Semar pendek. 
“Selain itu kurang harmonisnya 
hubungan manusia dengan alam 
dan Sang Pencipta memperparah 
terjadinya bencana alam,” papar 
Romo Semar sambil ngeloyor 
pergi. Oye 

Keteladanan Ki Ageng Pandanaran
Wayang Politik
Oleh: DR Ki Rohmad Hadiwijoyo

Speaker Quote

“Secara konseptual, koperasi adalah institusi ekonomi milik anggota. Ia tidak boleh 

diperlakukan seperti proyek pemerintah yang hanya mengejar target administratif.”
Darmadi Durianto, Anggota Komisi VI DPR RI

Catatan Akhir Tahun Komisi VI

Koperasi Desa Bisa Jadi 
Soko Guru Ekonomi Rakyat
IA mengingatkan, koperasi desa 
memiliki potensi besar sebagai in-
strumen ekonomi rakyat, makanya 
harus dikelola dengan baik. 

“Secara konseptual, koperasi 
adalah institusi ekonomi milik ang-
gota. Ia tidak boleh diperlakukan 
seperti proyek pemerintah yang 
hanya mengejar target adminis-
tratif,” ujar Darmadi dalam kete-
rangannya, Senin (29/12/2025).

Menurut Darmadi, pendekatan 
koperasi tak boleh top-down
yang terlalu domina

“Ketika koperasi dibentuk 
karena dorongan program, bu-
kan kesadaran anggota, partisi-
pasi yang muncul menjadi for-
mal. Rapat anggota hanya prose-
dur, bukan forum pengambilan 
keputusan ekonomi,” tegasnya.

Ia menekankan, koperasi seha-
rusnya dibangun sebagai institusi 
ekonomi yang hidup dari partisi-
pasi anggota, bukan sebagai unit 

administratif pelaksana program.
“Jika koperasi diperlakukan 

seperti proyek, maka yang la-
hir bukan kemandirian eko-
nomi, melainkan ketergantungan 
baru,” kata Darmadi.

Darmadi mengingatkan pan-
dangan tersebut sejalan dengan 
pandangan Bung Karno yang 
menempatkan koperasi sebagai 
sokoguru perekonomian nasional, 
bukan sebagai instrumen biro-
krasi.

“Bung Karno menegaskan 
bahwa koperasi adalah alat per-
juangan ekonomi rakyat, bukan 
perpanjangan tangan adminis-
trasi negara. Jika koperasi ke-
hilangan ruh itu, maka ia hanya 
akan menjadi organisasi formal 
tanpa daya hidup,” ujarnya.

Darmadi juga menyoroti per-
soalan tata kelola dan kualitas 
sumber daya manusia pengurus 
KDMP. Menurutnya, dukung-

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto 
menyampaikan catatan akhir tahun terhadap kinerja 
Kementerian Koperasi, khususnya dalam pelaksanaan 
program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). 

an pembiayaan negara belum 
sepenuhnya diimbangi dengan 
kesiapan manajemen dan kompe-
tensi pengelola koperasi di desa.

“Fakta di lapangan menunjuk-
kan kualitas SDM masih menjadi 
persoalan serius. Dari evaluasi 
awal, hanya sekitar 3 persen 
pengurus KDMP yang berpen-
didikan S1, sementara sekitar 97 
persen lainnya berpendidikan di 
bawah S1,” ungkapnya.

Kondisi tersebut, lanjut Dar-
madi, memperlebar governance 
gap antara besarnya dana yang 

dikelola dengan kemampuan 
pengelolaan usaha koperasi.

Ia mengingatkan, pengalaman 
berbagai program serupa menun-
jukkan koperasi yang dibangun 
tanpa fondasi kelembagaan dan 
SDM yang kuat umumnya hanya 
bertahan dua hingga tiga tahun, 
lalu stagnan setelah dukungan 
pemerintah berkurang.

“Jika tidak dikoreksi, KDMP 
berpotensi menjadi beban fi skal 
jangka menengah, bukan peng-
gerak ekonomi desa,” tambahnya.

Selain tata kelola, Darmadi 
bicara model bisnis KDMP yang 
cenderung diseragamkan tanpa 
mempertimbangkan karakter 
ekonomi desa.

“Tidak semua desa cocok deng-
an koperasi ritel atau distribusi. 
Ada desa pertanian, perikanan, 
jasa, hingga wisata. Koperasi 
harus tumbuh dari kebutuhan dan 
keunggulan lokal,” jelasnya.

Menurutnya, penyeragaman 
justru menyulitkan koperasi 
mencapai skala ekonomi yang 
sehat dan berkelanjutan.

Darmadi juga mengingatkan 
potensi distorsi pasar lokal apa-

bila KDMP dipersepsikan seba-
gai pelaku usaha yang mendapat 
keistimewaan negara.

“Jika koperasi hadir sebagai 
‘pemain negara’, bukan sebagai 
wadah kolektif warga, yang 
mun cul justru resistensi sosial 
dan konfl ik dengan pelaku usaha 
lo kal,” katanya.

Ia menilai keberhasilan KD MP 
selama ini masih terlalu ba nyak 
diukur secara administratif, seperti 
jumlah koperasi terbentuk atau 
serapan anggaran.

“Keberhasilan koperasi seha-
rusnya diukur dari peningkatan 
pendapatan anggota, kesehatan 
usaha, dan kemampuan bertahan 
tanpa subsidi. Bukan sekadar 
angka di laporan,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Dar-
madi berharap kebijakan kope-
rasi benar-benar berdampak dan 
selaras dengan cita-cita ekonomi 
kerakyatan.

“Jika dibenahi secara serius, 
koperasi desa bisa kembali menjadi 
sokoguru ekonomi rakyat yang 
berdaulat dan berkeadilan, sebagai-
mana dicita-citakan para pendiri 
bangsa,” pungkasnya.  FAQ

WAKIL Ketua Komisi XI DPR 
Fauzi Amro mendukung dana 
sitaan Kejagung sebesar Rp 6,6 
triliun dan pengembalian ang-
garan Kementerian/Lembaga 
(K/L) Rp 10 triliun dipakai buat 
menutup kekurangan peneri-
maan pajak dan menahan de-
fi sit APBN 2025. Langkah itu 
relevan di tengah realisasi pajak 
yang belum mencapai target.

Menurut Fauzi, pendapatan 
negara dari sektor pajak hingga 
akhir tahun hanya terealisasi 
sekitar 97-98 persen dari target 
yang ditetapkan dalam APBN. 
“Pendapatan kita, khusus-
nya pajak, tidak memenuhi 
ekspektasi. Kurangnya sekitar 
dua persen itu nilainya triliunan 
rupiah,” ujarnya, kemarin.

Fauzi bilang, tekanan ter-
hadap perekonomian nasional 
juga datang dari faktor ekster-
nal seperti bencana alam. Ben-
cana di Aceh, Sumatera Utara 
(Sumut), dan Sumatera Barat 
(Sumbar) berpotensi mengore-
ksi pertumbuhan ekonomi pada 
kuartal IV 2025. “Sekitar 26 
persen kontribusi pertumbuhan 
ekonomi nasional berasal dari 
tiga provinsi itu,” jelasnya.

Fauzi tetap optimistis, kon-
disi ekonomi nasional di ba wah 
kepemimpinan Menteri Ke-
uangan Purbaya Yudhi Sa dewa 
akan membaik pada 2026. Op-
timisme itu didasarkan pada re-
formasi sistem per pa jakan yang 
mulai dija lankan Pemerintah. 
Perbaikan sistem perpajakan 
melalui coretax mulai berjalan 

per 15 Desember 2025. 
“Dari sekitar 40 juta wajib 

pajak, yang sudah masuk core-
tax baru 3,5 juta, atau belum 
sampai 10 persen dari potensi 
sekitar 80 juta wajib pajak,” 
ujar politisi Partai Gerindra itu.

Selain reformasi perpajakan, 
perbaikan ekonomi 2026 juga 
akan ditopang oleh optimalisa-
si penerimaan negara lainnya. 
Pendapatan bea masuk dan 
keluar, peningkatan PNBP, 
serta optimalisasi komoditas 
emas dan batu bara menjadi 
faktor pendukung belanja 
negara. “Ya saya tetap optimis, 
apalagi pada kuartal pertama 
2026 target pertumbuhan bisa 
mencapai 6 persen,” tutupnya.

Ketua Komisi XI Muham-
mad Misbakhun menambah-
kan, pemanfaatan dana sitaan 
Kejagung untuk menutup de-
fi sit APBN tidak menyalahi 
aturan. Dana hasil penegakan 
hukum itu memang meru-
pakan bagian dari struktur 
penerimaan negara yang sah.

Misbakhun menjelaskan, 
dalam APBN terdapat dua 
kelompok besar penerimaan 
negara, yakni penerimaan per-
pajakan dan PNBP. Dana sitaan 
dari proses hukum, termasuk 
tindak pidana korupsi, masuk 
dalam kategori PNBP dan 
wajib disetorkan ke kas negara.

“Penerimaan dari sitaan pe-
ne gakan hukum itu adalah 
PNBP. Ketika sudah masuk ke 
kas negara, maka mekanisme-
nya mengikuti aturan APBN,” 
te rang Misbakhun, Minggu 
(28/12/2025).

Penggunaan PNBP untuk 
me nutup defisit merupakan 
prak tik yang lazim selama te-
tap berada dalam kerangka di-
sip lin fi skal. Pemerintah, kata 
dia, secara konsisten menjaga 
agar defisit APBN tetap di 
ba wah 3 persen dari Produk 
Do mestik Bruto (PDB).

“Prinsip disiplin fi skal tetap 
dijaga. Defi sit tidak boleh lebih 
dari tiga persen dan rasio utang 
juga berada dalam batas yang 
ditetapkan UU,” jelas politikus 
Partai Golkar itu.  PYB

Dana Sitaan Hukum 

Boleh Dipakai Buat
Tahan Defisit APBN

ANGGOTA Komisi IV DPR 
Bam bang Purwanto meng-
apre siasi lonjakan produksi 
be ras nasional sepanjang ta-
hun ini. Capaian produksi be-
ras 2025 menjadi sinyal positif 
bah wa Indonesia mampu men-
ca pai swasembada pangan 
lebih cepat dari perkiraan. 
Capaian itu harus dijadikan 
dasar penguatan ketahanan 
beras jangka panjang.

“Indonesia mampu swasem-
bada lebih cepat dari perkira-
an. Tapi yang lebih penting, 
Ke menterian Pertanian (Ke-
men tan) harus mampu mele-
takkan fondasi ketahanan be ras 
berkelanjutan,” kata Bam bang 
dalam keterangannya, Minggu  
(28/12/2025).

Menjaga semangat dan ke se-
jahteraan petani, kata Bam bang, 
wajib dilakukan, agar swasem-
bada beras bisa di pertahankan. 
Perhatikan ju ga faktor-faktor 
produksi mu lai dari kesuburan 
lahan, ke tersediaan benih ung-
gul, irigasi dan jalan usaha tani, 
hingga alat dan mesin pertanian 
serta pendampingan. “Agar 
semangat petani tetap terjaga, 
penghasilan mereka harus me-
ningkat,” tegasnya.

Bambang juga mendorong 
ada terobosan untuk mening-
katkan produktivitas lahan dari 
rata-rata 5,2 ton per hektare 
(ha) jadi 10 ton per ha. Itu 
telah diuji di Kabupaten Pulang 
Pisau, Kalimantan Tengah, dan 
bisa direplikasi di daerah lain 
dengan penggunaan benih hib-
rida mapan dan pupuk organik 
dari kotoran ternak.

Anggota Komisi IV DPR 
Rajiv menambahkan, masukan 
dari daerah jadi salah satu fak-
tor penting dalam merumuskan 
kebijakan pangan nasional. 
Karena, penguatan ketahanan 
dan swasembada pangan harus 
dilihat secara menyeluruh dari 
hulu ke hilir.

“Penguatan ketahanan pa-
ngan harus mencakup produk-
si, distribusi, hingga kesejah-
tera an petani. Aspirasi dari 
dae rah menjadi dasar penting 
dalam pembahasan kebijakan 
di DPR,” kata Rajiv.

Dia bilang, target swasem-
ba da pangan tidak hanya ber-
gantung pada peningkatan 
pro duksi, tapi juga stabilitas 
harga dan keberpihakan kebi-
ja kan kepada petani. Seluruh 
aspirasi yang dihimpun se-
lama masa reses akan dibawa 
dalam pembahasan bersama 
Pemerintah.

“Kami ingin memastikan 
ke bijakan pangan nasional 
be nar-benar berdampak pada 
ke sejahteraan petani dan mas-
ya rakat, sekaligus men jaga 
ke tahan an pangan nasio nal,” 
tegas politikus Partai Nas-
Dem itu.

Sebelumnya, Mentan Andi 
Amran Sulaiman mengklaim, 
kesejahteraan petani nasional 
mengalami peningkatan sig-
ni fikan. Itu tercermin dari 
ca paian nilai tukar petani 
(NTP) yang menembus angka 
tertinggi sepanjang sejarah, 
yakni 124,36 persen, dan me-
lebihi target 110 dari Menteri 
Keuangan.  PYB

Jaga Swasembada Beras

Genjot Produksi, 
Semangati Petani
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REFLEKSI MPR:
Wakil Ketua MPR, Eddy 
Soeparno menyampaikan 
paparan materi dalam diskusi 
Refl eksi Akhir Tahun 2025 
di Kompleks Parlemen, 
Jakarta, Senin (29/12/2025). 
Diskusi bertajuk “Solusi 
Paradoks Energi: Mewujudkan 
Kedaulatan, Menyelamatkan 
Lingkungan” ini memaparkan 
rangkaian kegiatan Wakil 
Ketua MPR sepanjang 2025, 
antara lain MPR Goes to 
Campus dan kunjungan ke 
luar negeri, dengan fokus pada 
penguatan tata kelola energi 
untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi berkelanjutan serta 
mitigasi krisis iklim yang 
berpotensi memicu kerusakan 
lingkungan dan bencana alam.

PARLIAMENT UPDATESELASA KLIWON
• 30 DESEMBER 2025

• 10 RAJAB 1447 H
• 10 REJEB 1959

PesAWAT 
siMULAsi: 
warga melihat replika 
pesawat Boeing 737 Garuda 
Indonesia non-operasional 
yang disiapklan untuk manasik 
di Asrama Haji Banda Aceh, 
Aceh, Minggu (1/2/2026). 
Kementerian Agama Aceh 
menyediakan replika pesawat 
ini sebagai wahana simulasi 
perjalanan udara bagi calon 
jamaah haji dan umrah, yang 
diharapkan dapat membantu 
calon jamaah, terutama 
jamaah lanjut usia dan 
jamaah yang belum memiliki 
pengalaman naik pesawat.

AnTARA FOTO/Irwansyah Putra/foc.

Dewi Asmara

kiNERJa dan konsistensi trans­
formasi PT Bank Negara indonesia 
(Persero) Tbk atau BNi kembali 
mendapat apresiasi dari parlemen.

anggota komisi Vi DPR Ri 
Darmadi Durianto menilai BNi 
berhasil memperkuat posisinya 
sebagai bank nasional berstandar 
global, dengan keunggulan pada 
segmen korporasi, transaksi 
internasional, serta kemampuan 
mendorong UMkM naik kelas.

Penilaian tersebut disampai­
kan Darmadi dalam Rapat Den­
gar Pendapat (RDP) komisi Vi 
DPR Ri bersama BNi yang dige­
lar di Gedung DPR Ri, Jakarta, 
Senin (26/1/2026). Menurutnya, 
di tengah dinamika dan tantan­
gan industri perbankan, BNi 
mampu menunjukkan ki nerja 
yang terukur dan konsisten.

“Terkait positioning BNi sebagai 
bank nasional berstandar global, 
BNi kuat di korporasi dan trans­
aksi internasional, serta mampu 
mencetak UMkM naik kelas. 
Terlepas dari berbagai dinamika, 
saya mengapresiasi kinerja BNi 
yang juga tercermin dari banyaknya 
penghargaan, termasuk penghar­
gaan internasional,” ujar Darmadi.

apresiasi tersebut sejalan 
dengan capaian BNi sepanjang 
2025 yang meraih sejumlah 
penghargaan tingkat global. BNi 
memborong dua kategori dalam 
The Digital Banker Global Re­
tail Banking innovation award 
2025, yakni Best aPi initiative 
dan Best SME Banking Plat­
form, yang menegaskan kekuat­

an BNi dalam pengembangan 
ekosistem digital dan layanan 
UMkM berbasis teknologi.

Selain itu, BNi juga dinobatkan 
sebagai Best Digital Bank for 
SMEs 2025 pada ajang Euromoney 
awards, memperkuat reputasinya 
sebagai mitra stra tegis UMkM 
dalam mendorong ekspansi dan 
pertumbuhan usaha. Di bidang 
pengembangan talenta, BNi Corpo­
rate University meraih Gold Winner 
kategori Branding & Durability 
pada The 2025 Global Corporate 
University awards di Paris.

Pengakuan global lainnya 
datang dari Forbes, yang me­
masukkan BNi ke dalam daftar 
Forbes Global 2000 2025 sebagai 
salah satu dari 2.000 perusahaan 
terbesar dunia. Di segmen layanan 
nasabah premium, BNi Private 
juga memperoleh pengakuan 
sebagai New Wave industry lead­
ers 2025, menegaskan kapabilitas 
perseroan dalam menghadirkan 
layanan private banking berstan­
dar internasional.

Deretan capai­an tersebut dinilai 
semakin memperkuat positioning 
BNi sebagai bank nasional yang ti­
dak hanya berperan strategis dalam 
mendukung perekonomian domes­
tik, tetapi juga memiliki daya saing 
di tingkat global. Dengan fondasi 
kuat di segmen korporasi, trans­
aksi lintas negara, serta komitmen 
berkelanjutan mendorong UMkM 
naik kelas, BNi dinilai memiliki 
peran penting sebagai penggerak 
pertumbuhan ekonomi nasional 
ke depan. n TiF

Dorong UMKM Naik 
Kelas, DPR Apresiasi 
Transformasi BNI
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Peringatan tersebut di­
sampaikan melalui Surat edaran 
nomor HK.02.02/C/445/2026 
tentang Kewaspadaan terhadap 
Penyakit Virus nipah yang diter­
bitkan pada 30 Januari 2026. Di­
rektur Jenderal Penanggu langan 
Penyakit Kemenkes  Murti 
 Utami menginstruksikan selu­
ruh  perangkat penyedia fasilitas 
ke sehatan untuk melakukan 
langkah­langkah antisipatif guna 
mencegah kemungkinan penu­
laran virus tersebut.

“Kepada kepala dinas kese­
hatan provinsi dan kabupaten/
kota, kepala UPt bidang ke­
karantinaan kesehatan, pimpinan 
rumah sakit, kepala puskesmas, 
dan kepala laboratorium kese­
hatan masyarakat di indonesia 
melaksanakan langkah­langkah 
antisipatif,” kata Murti dalam 
keterangan resminya, Minggu 
(1/2/2026).

Murti menjelaskan, virus 
nipah merupakan penyakit 
 zoonotik emerging yang dise­
babkan oleh virus nipah dari 
genus Henipavirus dan famili 
Paramyxoviridae. Virus ini 
memiliki reservoir alami pada 
kelelawar buah (Pteropus sp).

Menurutnya, penularan virus 
nipah dapat terjadi dari hewan 
ke manusia, baik secara lang­
sung maupun melalui perantara 
hewan lain seperti babi. 

Selain itu, penularan juga 
dapat terjadi melalui konsumsi 
makanan atau minuman yang 
terkontaminasi virus, seperti 

buah atau nira. 
Penularan antarmanusia di­

mungkinkan, terutama melalui 
kontak erat dengan penderita.

adapun, manifestasi penyakit 
virus nipah bervariasi, mulai 
dari infeksi saluran pernapasan 
akut (iSPa) ringan hingga be­
rat, serta ensefalitis yang dapat 
berakibat fatal. 

“tingkat kematian dilaporkan 
mencapai 40 hingga 75 persen,” 
ujarnya. 

Murti menegaskan, hingga 
kini belum terdapat laporan ka­
sus konfirmasi virus Nipah pada 
manusia di indonesia. 

namun, kewaspadaan perlu 
ditingkatkan mengingat indo­
nesia termasuk wilayah berisiko 
berdasarkan kedekatan geografis 
dan tingginya mobilitas. 

terutama dengan negara­
negara yang pernah mengalami 
kejadian luar biasa (KLB) virus 
nipah.

Sebagai langkah antisipasi, 
Kemenkes juga menginstruksi­
kan dinas kesehatan dan fasilitas 
pelayanan kesehatan melakukan 
pemantauan dan verifikasi tren 
kasus suspek meningitis atau 
ensefalitis, influenza like  illness 
(iLi), severe acute respira-
tory infection (Sari), iSPa, dan 
pneumonia.

Fasilitas kesehatan juga di­
minta melakukan penemuan 
kasus melalui sindrom per­
napasan akut berat dan sindrom 
me ningoensefalitis akut dengan 
faktor risiko sesuai definisi ope­

rasional kasus yang mengacu 
pada Pedoman Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Virus 
nipah.

Bagi rumah sakit, Kemenkes 
meminta koordinasi dengan 
laboratorium rujukan terkait 
pengelolaan spesimen kasus 
sesuai standar yang berlaku. 

Sementara itu, dinas kese­
hatan diminta melakukan kajian 
epidemiologis dan analisis faktor 
risiko potensi KLB, termasuk 
riset pemodelan, prediktif, dan 
operasional.

Selain itu, UPt Bidang Ke­
karantinaan Kesehatan diminta 
meningkatkan pengawasan di 
pintu masuk negara, khususnya 
terhadap pelaku perjalanan dari 
negara terjangkit. 

Langkah yang dilakukan me­
liputi pemantauan suhu tubuh 
melalui thermal scanner serta 
pengamatan tanda dan gejala 
dengan menyiagakan petugas di 
area kedatangan internasional.

Kemenkes juga menyerukan 
peningkatan kesiapsiagaan KLB 
virus nipah melalui respons 
awal di fasilitas pelayanan kese­
hatan tingkat pertama maupun 
lanjutan. 

“rumah sakit, puskesmas, dan 
fasilitas kesehatan lainnya di­
minta menyiapkan ruang isolasi 
serta alat pelindung diri (aPD),” 
tuturnya. 

Sementara itu, Menteri Kese­
hatan (Menkes) Budi gunadi 
Sadikin memastikan Pemerin­
tah telah menyiapkan berbagai 
langkah antisipasi untuk mence­
gah masuknya virus nipah ke 
indonesia, antara lain melalui 
penguatan surveilans, kesiapan 
laboratorium, serta penyediaan 
alat skrining berbasis PCr.

BgS­sapaan akrab Budi 
gunadi Sadikin menjelaskan, 
pemeriksaan virus nipah meng­
gunakan teknologi PCr yang 
serupa dengan pemeriksaan 
Covid­19. 

Pemerintah telah menyiapkan 
reagen dan mendistribusikannya 
ke sejumlah laboratorium ruju­
kan Kemenkes di daerah.

“Kita sudah siapkan reagen­
reagennya. Jadi kalau ada orang 
yang dicurigai, batuk tidak sem­
buh­sembuh, karena ini sama­
sama menyerang paru­paru, kita 
lakukan skrining,” kata Menkes. 

Menurutnya, pemeriksaan 
PCr penting untuk membe­
dakan penyebab gejala per­
napasan, apakah disebabkan 
oleh  influenza, Covid­19, atau 
virus nipah. 

terkait kebijakan perbatasan, 
Menkes menegaskan, Pemerin­
tah belum berencana menutup 
akses keluar­masuk negara, se­
jalan dengan rekomendasi WHO 

yang menilai jumlah kasus vi­
rus nipah secara global masih 
 sangat terbatas.

Di sisi lain, Kepala Badan 
Karantina indonesia (Barantin) 
Sahat M. Panggabean menga­
takan, berdasarkan data lalu 
lintas karantina, tidak terdapat 
pemasukan impor kelelawar 
hidup ke indonesia. Selain itu, 
sepanjang 2025 tidak tercatat 
impor hewan babi hidup.

Sahat mengingatkan, jika vi­
rus nipah masuk ke indonesia, 
dampaknya sangat serius terha­
dap kesehatan dan perdagangan. 

Mulai dari wabah di sektor 
peternakan, kerugian ekonomi 
akibat pemusnahan ternak, pem­
batasan ekspor produk hewan, 
hingga menurunnya keper cayaan 
mitra dagang internasional.

“Oleh karena itu, sistem 
karantina yang kuat menjadi 
instrumen utama dalam menjaga 
stabilitas ekonomi, perdagangan, 
dan kesehatan nasional,” tegas 
Sahat.

Untuk diketahui, virus nipah 
pertama kali muncul pada 2001 
dan kembali terdeteksi di india 
pada Januari 2026. 

Hingga 26 Januari 2026, di­
laporkan dua kasus terkonfirmasi 
tanpa kematian di Distrik north 
24 Parganas, negara Bagian 
West Bengal. Seluruh pasien 
kasus nipah merupakan tenaga 
kesehatan.

Sebagai langkah pengen dalian, 
Pemerintah india melakukan 
pelacakan terhadap 196 kontak 
erat yang teridentifikasi. 

Seluruh kontak tersebut men­
jalani pemantauan kesehatan, 
karantina, serta pemeriksaan 
lebih lanjut, dengan hasil selu­
ruhnya dinyatakan negatif. n KPJ

Virus Nipah Mengintai

Masyarakat Diminta Waspada
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta 
masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap 
potensi munculnya virus Nipah, meski hingga kini belum 
ditemukan kasus penularan di Indonesia. 

BeBan warga terdampak ban­
jir dan longsor di sejumlah 
wilayah aceh perlahan terasa 
lebih ringan. tak hanya mem­
bersihkan rumah yang tertim­
bun lumpur, personel tni juga 
masuk ke desa­desa membawa 
 layanan kesehatan bagi warga 
yang sempat terisolasi pasca­
bencana.

Dari pengobatan keliling, 
pemeriksaan ibu dan anak, 
 hingga sunat massal, bantuan itu 
dirasakan langsung masyarakat. 
rumah dibersihkan, kesehatan 
ditangani—warga pun bisa mu­
lai bernapas lega, sambil perla­
han menata kembali kehidupan 
setelah bencana.

Di Desa gumpang, Keca­
matan Putri Betung, Kabu­
paten gayo Lues, personel tni 
 angkatan Darat mendatangi 
permukiman warga untuk mem­
berikan layanan kesehatan ke­
liling, Sabtu (31/1/2026). 

ibu, anak­anak, hingga warga 
lanjut usia mengikuti peme­
riksaan kesehatan secara tertib. 

Layanan ini dilakukan untuk 
memastikan kondisi kesehatan 
warga tetap terpantau pasca­
bencana. Kegiatan serupa juga 
dilaksanakan di wilayah terdam­

pak lainnya.
Selain pemeriksaan kesehatan, 

kegiatan sunat massal digelar di 
Desa Pertik, Kecamatan Pining. 
anak­anak mengikuti kegiatan 
tersebut dengan pendampingan 
orang tua dan tenaga medis. 

Pelayanan kesehatan terpadu 
ini juga mencakup pengobatan 
dan edukasi kesehatan. Kelom­
pok rentan seperti anak­anak, 
lansia, dan ibu hamil menjadi 
prioritas pemeriksaan.

Kepala Bidang Penerangan 
Umum Pusat Penerangan ten­
tara nasional indonesia Kolo­
nel Laut (P) agung Saptoadi 
mengatakan unsur gabungan 
dikerahkan untuk membantu 
masyarakat terdampak.

“Unsur tni, tenaga medis 
sipil, dan relawan turun ke lokasi 
terdampak,” kata agung  Saptoadi 
dikutip Minggu (1/2/2026).

Dia menambahkan, pelayanan 
difokuskan ke wilayah yang sulit 

dijangkau.
“Pelayanan kesehatan dilaku­

kan hingga desa terdampak yang 
sulit dijangkau,” katanya.

Pelayanan kesehatan juga 
dilakukan di Posko induk 
ga bungan Satuan tugas Pe­
nanggulangan Bencana Ka­
bupaten gayo Lues. Posko ini 
berfungsi sebagai pusat koordi­
nasi dan rujukan kesehatan bagi 
warga terdampak. 

Pemerintah memastikan fasili­

tas kesehatan di aceh kem­
bali beroperasi secara bertahap. 
Hampir seluruh puskesmas dan 
rumah sakit kini dapat melayani 
masyarakat.

Di sisi lain, personel tni juga 
membantu pemulihan rumah 
warga terdampak banjir dan 
longsor. Di Desa Beurawang, 
Kecamatan Meureudu, Kabu­
paten Pidie Jaya, tni mem­
bersihkan rumah milik ibu 
Fatimah yang masih tertimbun 
lumpur. 

Proses pembersihan dilakukan 
secara bertahap dengan peralatan 
sederhana. Progres pembersihan 
dilaporkan telah mencapai 47 
persen. 

Kegiatan serupa dilakukan 
di Desa Sah raja, Kecamatan 
Pante  Bidar i ,  Kabupaten 
aceh timur, serta Kecamatan 
 Peusangan, Kabupaten Bireuen. 
rumah warga yang roboh dan 
tertimbun lumpur dibersihkan 
bersama. 

Personel tni memisahkan 
puing kayu dan mengangkat 
lumpur untuk mempercepat 
pemulihan. Kehadiran aparat 
membantu warga kembali 
 menata rumah dan lingkungan 
pasca bencana. n JAR

Jejak Program Prioritas

Rumah Dibersihkan, Kesehatan Ditangani

TNI Ringankan Beban Warga Aceh 

KeMenterian Komuni­
kasi dan Digital (Kemkom­
digi) membuka kembali akses 
layanan AI Grok di indonesia 
setelah sebelumnya sempat 
diblokir. namun, pembukaan 
akses tersebut dilakukan secara 
bersyarat dan berada di bawah 
pengawasan ketat pemerintah.

Direktur Jenderal Penga­
wasan ruang Digital Kem­
komdigi alexander Sabar 
menga takan, normalisasi ak­
ses dilakukan setelah X Corp 
menyampaikan komitmen 
tertulis terkait langkah per­
baikan  layanan serta kepatuhan 
terhadap ketentuan hukum 
yang berlaku di indonesia.

alexander menegaskan, nor­
malisasi tersebut bukan bentuk 
pelonggaran tanpa syarat. Me­
lainkan bagian dari mekanisme 
penegakan hukum digital yang 
terukur dan dapat dievaluasi 
sewaktu­waktu.

“normalisasi akses layanan 
grok dilakukan secara ber­
syarat setelah X Corp menyam­
paikan komitmen tertulis yang 
memuat langkah­langkah 
konkret perbaikan layanan 
dan pencegahan penyalahgu­
naan,” kata alexander dalam 
keterangan resminya, Minggu 
(1/2/2026). 

“Komitmen ini menjadi 
dasar evaluasi, bukan akhir 
dari proses pengawasan,” sam­
bungnya. 

Menurut alexander, melalui 
surat resmi kepada Menteri 
Komunikasi dan Digital (Men­
komdigi), X Corp menyatakan 
telah menerapkan sejumlah 
langkah penanganan berlapis 
atas potensi penyalahgunaan 
layanan grok. 

Langkah tersebut mencakup 
penguatan perlindungan teknis, 
pembatasan akses terhadap 
fitur tertentu, penajaman kebi­
jakan serta penegakan aturan 
internal, hingga aktivasi pro­
tokol respons insiden.

Kemkomdigi, kata alexan­
der, akan melakukan verifikasi 
dan pengujian berkelanjutan 
atas klaim perbaikan tersebut. 

terutama untuk memas­
tikan efektivitasnya dalam 
mencegah pelanggaranm ter­
masuk penyebaran konten 
ilegal dan pelanggaran prinsip 
per lindungan anak.

“Jika ditemukan ketidak­
konsistenan atau pelanggaran 
lanjutan, Kemkomdigi tidak 
akan ragu mengambil tindakan 
korektif, termasuk menghen­
tikan kembali akses layanan,” 
tegasnya.

alexander menilai, kebi­
jakan pengawasan ruang digi­
tal, baik berupa pembatasan 
maupun normalisasi akses, 
dilaksanakan secara propor­
sional, transparan, dan berbasis 
regulasi. 

tujuannya adalah melin­
dungi kepentingan publik dan 
menjaga ruang digital tetap 
aman serta berkeadilan.

Pemerintah juga mencatat 
komitmen X Corp untuk terus 
bekerja sama dengan Pemerin­
tah indonesia dalam memenuhi 
kewajiban hukum sebagai 
Penyelenggara Sistem elek­
tronik (PSe) serta menjaga 
ekosistem digital yang ber­
tanggung jawab.

“Dialog konstruktif tetap 
kami buka, tetapi kepatuhan 
terhadap hukum indonesia 
adalah kewajiban. normalisasi 
layanan bukan titik akhir, tapi 
bagian dari proses pengawasan 
negara yang berkelanjutan,” 
ujarnya. 

Pakar keamanan siber dari 
Vaksincom alfons tanujaya 
menilai, langkah pemerintah 
sudah tepat dan patut diapre­
siasi terhadap grok. 

ia menyebut indonesia ber­
potensi menjadi pelopor dalam 
memastikan platform digital 
global menerapkan standar 
keamanan yang sesuai dengan 
nilai dan regulasi nasional.

Menurut alfons, penyedia 
platform digital seperti grok 
tidak bisa hanya berfokus pada 
keuntungan bisnis tanpa mem­
perhatikan nilai moral, etika, 
dan hukum di negara tempat 
mereka beroperasi. n KPJ

KeMenterian agama 
(Kemenag) bersiap menggelar 
Sidang isbat penentuan awal 
ramadan 1447 Hijriah pada 
17 Februari 2026. Salah satu 
rencana yang ikut disiapkan 
adalah melibatkan Masjid ibu 
Kota nusantara (iKn) sebagai 
titik rukyatul hilal.

Direktur Jenderal Bim bingan 
Masyarakat islam (Bimas 
 islam) Kemenag abu rokhmad 
mengatakan, sidang ini menjadi 
forum resmi negara dalam 
menetapkan awal ramadan. 

Sidang isbat penentuan awal 
puasa itu dijadwalkan berlang­
sung di auditorium H.M. ras­
jidi, Kantor Kemenag, Jakarta, 
dan dipimpin Menteri agama 
nasaruddin Umar. Pemerintah 
akan mengumumkan hasilnya 
ke publik setelah seluruh rang­
kaian sidang selesai digelar.

“Sidang isbat akan dipimpin 
langsung Menteri agama dan 
diumumkan kepada masyara­
kat,” katanya dalam siaran 
persnya, Minggu (1/2/2026).

abu rokhmad menjelas­
kan, Sidang isbat akan di­
hadiri banyak unsur, mulai 
dari perwakilan organisasi 
kemasyarakatan islam hingga 
lembaga negara. Kehadiran 
banyak pihak ini, menurut dia, 
menjadi bentuk keterbukaan 
dalam proses penetapan awal 
bulan Hijriah.

“Sidang isbat nanti juga di­
hadiri oleh perwakilan ormas 
islam, MUi, BMKg, DPr, dan 
Mahkamah agung,” ungkapnya.

Dalam sidang tersebut, Ke­
menag menyiapkan tiga taha­
pan utama yang sudah men­
jadi pola baku setiap tahun. 
tahapan ini dimulai dengan 
pemaparan data astronomi 
terkait posisi hilal. Setelah itu, 
sidang menerima laporan hasil 
rukyatul hilal dari berbagai 
daerah.

“rangkaian sidang dimu­
lai dari data hisab, verifikasi 
rukyat, lalu musyawarah,” 
tuturnya.

Pemantauan hilal tahun ini 
dilakukan dari 37 titik di se­
luruh indonesia. titik­titik 

tersebut dipilih karena dinilai 
strategis dan memiliki peluang 
pengamatan hilal yang lebih 
jelas. Kemenag juga mengi­
rimkan tim ahli ke lokasi­
lokasi tersebut.

Direktur Urusan agama 
islam arsad Hidayat menga­
takan, pihaknya terus me­
metakan lokasi potensial untuk 
rukyatul hilal. Salah satu lokasi 
yang sedang disiapkan adalah 
Masjid iKn yang belum lama 
diresmikan.

“Masjid iKn berpeluang 
dijadikan lokasi rukyatul hilal 
tahun ini,” ucapnya.

Menurut arsad, kehadiran 
Masjid iKn sebagai titik rukyat 
memiliki nilai simbolik seka­
ligus teknis. Selain represen­
tasi pusat pemerintahan baru, 
lokasi tersebut dinilai cukup 
ideal untuk pengamatan hilal 
jika kondisi memungkinkan.

“tim akan ditempatkan di 
lokasi yang peluang melihat 
hilalnya paling besar,” katanya.

arsad juga menyampaikan, 
Sidang isbat tahun ini akan di­
perkuat dengan payung hukum 
baru. Kemenag menyiapkan 
Peraturan Menteri agama 
(PMa) sebagai dasar pelaksa­
naan Sidang isbat agar lebih 
tertib dan jelas.

“PMa menjadi dasar hukum 
agar pelaksanaan Sidang isbat 
lebih pasti,” ujarnya.

PMa tersebut, lanjut arsad, 
disiapkan untuk menjawab per­
tanyaan masyarakat terkait me­
kanisme penetapan awal ra­
madan. regulasi ini se kaligus 
memperkuat  transparansi dan 
akuntabilitas dalam proses 
Sidang isbat.

“regulasi ini  memberi 
kepastian dan pemahaman ke 
masyarakat,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, dalam 
penentuan awal ramadan, idul 
Fitri 1 Syawal, dan idul adha, 
Pemerintah tetap mengguna­
kan metode integrasi hisab dan 
rukyat. Pendekatan ini dinilai 
mampu merangkul perbedaan 
metode penetapan awal bulan 
yang berkembang di masyara­
kat. n JAR

Aksesnya Dibuka Lagi
Kemkomdigi Perketat 
Pengawasan AI Grok

Masjid IKN Ikut Intip Hilal
Kemenag Gelar Sidang
Isbat 17 Februari 2026

sidAK KebeRsihAn:
Menteri Lingkungan 
Hidup Hanif Faisol nurofiq 
meninjau tumpukan sampah 
saat sidak kebersihan 
di Kabupaten Ciamis, 
Jawa Barat, Minggu 
(1/2/2026). Dalam sidak 
tersebut Menteri Hanif masih 
menemukan adanya warga 
yang membuang sampah 
ke sungai dan membakar 
sampah di lingkungan. 

AnTARA FOTO/ADEng BUsTOMI/AgR

Budi Gunadi Sadikin

Personel 
TnI bersama 
tenaga medis 
memberikan 
pelayanan 
kesehatan 
kepada warga 
terdampak 
bencana di Aceh. 
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Pancasila Sebagai Kompas Pemerintahan Daerah
Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Pancasila sebagai pan­
dangan kehidupan bernegara 
merupakan fondasi etik dan 
strategis yang harus menjadi 
 rujukan utama bagi seluruh 
penye lenggara pemerintahan 
daerah, termasuk Dewan Per­
wakilan Rakyat Daerah (DPRD). 
ia tidak berhenti sebagai dasar 
negara yang bersifat norma­
tif­konstitusional, melainkan 
menjelma sebagai sistem nilai 
hidup yang menjiwai setiap 
proses pengambilan keputusan 
politik, legislasi, penganggaran, 
dan pengawasan. 

Dalam negara yang lahir dari 
kemajemukan suku, agama, 
budaya, dan bahasa, Pancasila 
berfungsi sebagai penopang 
persatuan nasional sekaligus 
kompas moral agar kekuasaan 
tidak kehilangan arah dan ter­
perosok dalam kepentingan 
sempit, sektarian, atau pragma­
tis. Bagi pemerintahan daerah, 
Pancasila adalah pedoman untuk 
memastikan bahwa otonomi 
tidak berubah menjadi fragmen­
tasi, dan kekuasaan lokal tidak 

menjauh dari tujuan keadilan 
sosial.

Dalam konteks aktual peme­
rintahan, agenda Presiden 
 Prabowo subianto yang men­
jadwalkan pertemuan nasional 
dengan seluruh gubernur, bu­
pati, dan wali kota se­indonesia 
pada awal tahun 2026, patut 
dipahami sebagai momentum 
konsolidasi nilai dan arah kebi­
jakan antara pemerintah pusat 
dan daerah. Pertemuan ini tidak 
dimaksudkan sebagai forum 
administratif atau seremonial 
belaka, melainkan sebagai  ruang 
pengarahan strategis untuk 
menyatukan visi pembangunan 
nasional yang berakar pada 
Pancasila sebagai pandangan 
kehidupan bernegara. 

Keberhasilan agenda terse­
but sangat ditentukan oleh ke­
mampuan pemerintah daerah 
 menerjemahkan arahan nasio­
nal ke dalam kebijakan yang 
kontekstual dan berkeadilan. Di 
sinilah sinergi antara kepala dae­
rah dan DPRD menjadi  krusial, 
bukan hanya dalam aspek imple­

mentasi program, tetapi juga 
dalam memastikan bahwa se­
tiap kebijakan daerah tetap 
berpijak pada nilai persatuan, 
kerakyatan, dan keadilan  sosial. 
Dengan demikian, program 
nasional tidak berhenti sebagai 
instruksi dari pusat, melainkan 
benar­benar menjadi praktik 
pemerintahan yang dirasakan 
manfaatnya oleh masyarakat 
hingga ke tingkat akar rumput.

Bagi DPRD, arahan nasional 
tersebut menegaskan kembali 
peran strategis lembaga legis­
latif daerah sebagai jembatan 
nilai antara kebijakan pusat 
dan realitas lokal. DPRD ti­
dak cukup  berfungsi sebagai 
institusi formal pembentuk 
 peraturan, melainkan sebagai 
penjaga orientasi Panca sila 
dalam penye lenggaraan peme­
rintahan daerah. 

Fungsi legislasi DPRD harus 
mampu melahirkan peraturan 
daerah yang kontekstual, adil, 
dan berpihak pada kepentingan 
publik, termasuk dalam tata 
kelola ruang, kebersihan ling­
kungan, pembangunan pari­
wisata, serta perlindungan hak­
hak masyarakat lokal. Otonomi 
daerah dalam perspektif Panca­
sila bukanlah kebebasan tanpa 
arah, melainkan kemandirian 
yang dibingkai oleh tanggung 

jawab kebangsaan.
D e m i k i a n  p u l a  f u n g s i 

 anggaran DPRD tidak dapat 
direduksi menjadi rutinitas tek­
nokratis pembagian belanja. 
Dalam perspektif Pancasila, 
 anggaran adalah instrumen poli­
tik keadilan. setiap rupiah yang 
dialokasikan mencerminkan 
keberpihakan negara: siapa yang 
dilindungi, siapa yang dipriori­
taskan, dan siapa yang berisiko 
ditinggalkan. 

Oleh karena itu, DPRD ditun­
tut memastikan bahwa belanja 
daerah berpihak pada pe layanan 

publik dasar, penguatan eko­
nomi rakyat, pengurangan ke­
senjangan antarwilayah, serta 
perlindungan kelompok rentan. 
Keadilan sosial tidak lahir dari 
retorika, melainkan dari kebera­
nian politik dalam menentukan 
prioritas anggaran.

nilai Ketuhanan Yang Maha 
Esa menegaskan bahwa ke­
kuasaan, termasuk kewenangan 
DPRD, adalah amanah moral 
yang harus dijalankan dengan 
integritas dan tanggung jawab 
etis. Dalam praktik pemerin­
tahan daerah, nilai ini menuntut 
kejujuran dalam pengambilan 
keputusan, keteguhan meno­
lak korupsi, serta kesadaran 
bahwa jabatan publik tidak 
boleh  dijadikan alat transaksi 
politik atau ekonomi. nilai 
Kemanusiaan yang adil dan 
Beradab menuntut agar setiap 
kebijakan daerah memperhi­
tungkan dampak nyata terhadap 
martabat manusia, terutama bagi 
kelompok miskin, terpinggir­
kan, dan masyarakat di wilayah 
 pinggiran. Kebijakan yang sah 
secara administratif tetapi me­
lukai rasa keadilan sosial se­
jatinya bertentangan dengan roh 
Pancasila.

nilai Persatuan indonesia 
menjadi pengingat penting bagi 
DPRD agar tidak terjebak dalam 

politik identitas, rivalitas antar­
wilayah, atau kepentingan elit 
lokal yang justru melemahkan 
kohesi nasional. Otonomi  daerah 
sering kali menghadirkan godaan 
untuk mengedepankan  sentimen 
lokal secara ber lebihan, bah­
kan dengan mengorbankan ke­
pentingan kebangsaan. 

Dalam forum evaluasi  kinerja 
kepala daerah yang menjadi 
 bagian dari Rakornas Peme­
rintah Pusat dan Daerah 2026, 
DPRD seharusnya menjadi­
kan agenda nasional —seperti 
swasembada pangan dan energi, 
hilirisasi, serta program makan 
bergizi gratis— sebagai tolok 
ukur objektif dalam menjalan­
kan fungsi pengawasan, bu­
kan sekadar alat tarik­menarik 
 politik lokal.

nilai Kerakyatan melalui 
musyawarah menegaskan bahwa 
demokrasi daerah tidak bo­
leh direduksi menjadi prose­
dur elektoral dan rapat formal. 
Musyawarah dalam perspektif 
Pancasila, adalah proses dialog 
substantif yang menghargai per­
bedaan, membuka ruang partisi­
pasi publik, dan mengedepankan 
kebijaksanaan kolektif. 

DPRD memiliki tanggung 
jawab moral untuk memas­
tikan bahwa suara rakyat ti­
dak ber henti pada kotak suara, 

tetapi  hadir dalam setiap proses 
 legislasi dan penganggaran. 
Musyawarah yang sejati menjadi 
mekanisme koreksi atas domi­
nasi elit dan kepentingan sempit 
dalam politik daerah.

sementara itu, nilai Keadi­
lan sosial merupakan tujuan 
akhir yang mengikat seluruh 
sila Panca sila. Keadilan dalam 
perspektif Pancasila bersifat 
substantif dan kontekstual, bu­
kan sekadar kesetaraan formal 
di hadapan regulasi. ia menuntut 
kehadiran aktif negara  untuk 
mengoreksi ketimpangan struk­
tural yang hidup di tengah ma­
syarakat. 

Dalam konteks inilah pula 
DPRD dituntut berani meng­
gunakan kewenangannya untuk 
mengawasi relasi pemerintah 
daerah dengan kekuatan modal, 
proyek­proyek besar, dan ke­
bijakan investasi agar tidak 
mengor bankan kepentingan 
rakyat banyak. Pertumbuhan 
ekonomi tanpa pemerataan 
adalah bentuk penyimpangan 
dari keadilan Pancasila. ***

*Prof. Dr. Drs. Ermaya 
Suradinata, SH, MH, MS, 
adalah Pemerhati  Geopolitik, 
dan Geostrategi, serta 
 Manajemen Pemerintahan.

GEOPOLSTRA
Geopolitik Dan Geostrategi

Oleh: ermaya suradinata

PEMERintah indonesia 
berkomitmen memperkuat kerja 
sama kebudayaan dengan Kera­
jaan Belanda, mulai dari penge­
lolaan arsip sejarah, perfilman, 
hingga percepatan repatriasi 
warisan budaya.

Upaya tersebut dipandang 
sebagai langkah membangun 
hubungan yang setara, etis, 
dan berorientasi pada keadilan 
sejarah.

Komitmen tersebut dibahas 
bersama Menteri Kebudayaan 

(Menbud) Fadli Zon menegas­
kan komitmen indonesia dan 
Menteri Pendidikan, Kebu­
dayaan, dan ilmu Pengetahuan 
Kerajaan Belanda, Gouke Moes, 
dalam pertemuan bilateral di 
sela international Film Festival 
 Rotterdam (iFFR).

Menurut Fadli, kerja sama di 
bidang arsip sejarah dan budaya 
menjadi salah satu fokus utama, 
khususnya pemanfaatan arsip 
Belanda yang memiliki keter­
kaitan erat dengan sejarah dan 

kebudayaan indonesia.
“Pentingnya kerja sama di 

bidang arsip sejarah dan bu­
daya, khususnya pemanfaatan 
arsip Belanda yang berkaitan 
dengan sejarah dan kebudayaan 
indonesia,” kata Fadli dalam 
keterangan tertulisnya, Minggu 
(1/2/2026).

Pemerintah Belanda menyam­
but baik inisiatif tersebut karena 
dinilai mengedepankan pendeka­
tan yang etis, inklusif, dan saling 
menghormati antarnegara. Kerja 

sama ini diharapkan melibat­
kan sejumlah institusi penting, 
seperti Eye Film Museum dan 
Koninklijk instituut voor taal­, 
land­ en Volkenkunde (KitlV).

Dalam kesempatan yang 
sama, Fadli Zon juga mengapre­
siasi perhatian iFFR terhadap 
perfilman Indonesia yang dinilai 
semakin memperoleh ruang di 
kancah internasional. Politisi 
Partai Gerindra itu mengusul­
kan penyelenggaraan program 
khusus bertajuk indonesia Focus 

atau indonesia spotlight pada 
edisi iFFR mendatang sebagai 
platform pertukaran budaya 
melalui sinema.

Di bidang perfilman dan 
 audiovisual, kedua negara 
sepakat menindaklanjuti Per­
janjian Kerja sama Ko­produksi 
audiovisual indonesia–Belanda 
yang telah ditandatangani pada 4 
Desember 2024. saat ini, proses 
ratifikasi perjanjian tersebut ma­
sih berjalan melalui koordinasi 
lintas kementerian dan lembaga 

terkait di indonesia.
Pengembangan talenta per­

filman lintas negara juga diper­
kuat melalui program saMa­
saMa lab sebagai inisiatif 
ko­kreasi bersama. Program ini 
melibatkan netherlands Film 
Fund (nFF), Manajemen talenta 
nasional Kementerian Kebu­
dayaan Ri, serta asosiasi Pro­
duser Film indonesia (aPROFi).

“Program ini dirancang untuk 
membangun ekosistem kreatif 
lintas negara yang berkelanjutan 

melalui pengembangan proyek, 
pertukaran pengetahuan, dan 
jejaring profesional,” ujar Fadli.

Selain kerja sama perfilman, 
Fadli Zon juga mengusulkan per­
cepatan repatriasi 37 objek Wari­
san Budaya Bersifat Kebendaan 
(WBBK) yang telah memperoleh 
rekomendasi pengembalian dari 
colonial collection committee 
(ccc). langkah ini dinilai pen­
ting sebagai bagian dari upaya 
pemulihan sejarah dan keadilan 
budaya indonesia. n Asi

RI–Belanda Perkuat Kerja Sama Budaya & Repatriasi Warisan Sejarah

KEMEntERian Pember­
dayaan Perempuan dan Perlin­
dungan anak (PPPa)  arifatul 
Fauzi mengingatkan, paparan 
ideologi terorisme dan ke­
kerasan melalui ruang digital 
menjadi tantangan baru dalam 
upaya perlindungan anak.

Kasus dugaan paparan ra­
dikalisme terhadap anak di 
langkat, sumatera Utara, 
dinilainya sebagai peringatan 
bagi semua pihak untuk mem­
perkuat  perlindungan anak di 
era digital.

hal tersebut disampaikan 
Menteri Pemberdayaan Perem­
puan dan Perlindungan anak 
(PPPa) arifah Fauzi saat 
melakukan pendam pingan ter­
hadap dua anak yang ber status 
sebagai saksi dalam proses 
penyelidikan dugaan tindak 
pidana terorisme di Kecamatan 
salapian, Kabupaten lang­
kat, sumatera Utara, Minggu 
(1/2/2026).

Ketua Umum Pengurus 
Pusat Muslimat nahdlatul 
Ulama (nU) itu menjelaskan, 
berdasarkan hasil penyelidi­
kan, dua anak tersebut diduga 
terpapar paham radikalisme 
melalui media sosial. 

Peme riksaan psikologis 
menunjukkan adanya keren­
tanan pada aspek kognitif dan 
emosional, serta tingginya 
kebutuhan akan penerimaan 
sosial. Kondisi ini dinilai 
 meningkatkan risiko anak 
mudah terpengaruh oleh ling­
kungan atau kelompok ter­
tentu.

“namun secara umum tidak 
ditemukan indikasi  gangguan 
perilaku berat. Karena itu, 
pendekatan pemulihan ber­
basis keluarga, sekolah, dan 
lingkungan sosial dinilai 
 sangat penting untuk mendu­
kung proses pemulihan anak 
secara optimal,” ujarnya.

Berkaca dari kasus di lang­
kat, arifah menegaskan, ruang 
digital kini telah masuk ke 
rumah­rumah dan dengan 
mudah diakses anak. Feno­
mena tersebut membutuhkan 
perhatian serius dalam upaya 

pencegahan paparan ideologi 
kekerasan terhadap anak.

Oleh karena itu, mantan 
Wakil Ketua tim Pemenangan 
nasional Prabowo subianto­
Gibran Rakabuming Raka itu 
menekankan pentingnya me­
mastikan anak mendapatkan 
pendampingan yang memadai, 
dukungan psikologis yang te­
pat, penguatan karakter, serta 
lingkungan yang aman dan 
suportif agar dapat tumbuh dan 
berkembang secara optimal di 
era digital.

“Kita  semua memil iki 
 tanggung jawab  memastikan 
anak­anak tumbuh dalam 
lingkungan yang aman, da­
mai, dan bebas dari kekerasan 
maupun pengaruh ideologi 
ekstrem. selain itu,  penguatan 
kola borasi lintas sekto. ter­
masuk pemerintah daerah, 
apara t   penegak  hukum, 
lembaga  pendidikan, serta 
masyarakat—dalam  upaya 
pencegahan radikalisme pada 
anak harus terus digaungkan,” 
tegasnya.

selain itu, arifah meng­
inga tkan  bahwa s is tem 
informasi Online Perlin­
dungan Perempuan dan anak 
 (siMFOni PPa) bukan seka­
dar alat pencatat data, me­
lainkan sebuah sistem  untuk 
memastikan setiap kasus 
perempuan dan anak ditangani 
secara tuntas, berjenjang, dan 
terkoordinasi lintas sektor.

Menurut dia, penguatan 
siMFOni PPa merupakan 
upaya menyamakan langkah 
serta memperkuat sinergi lin­
tas sektor dalam penanganan 
kasus perempuan dan anak, 
melalui sistem manajemen 
kasus berbasis data. 

“Kami berharap implemen­
tasi siMFOni PPa versi 3 
di Provinsi sumatera Utara 
dapat semakin optimal sebagai 
sistem yang tidak hanya men­
catat data, tetapi juga menga­
wal proses penanganan kasus 
secara berjenjang, terintegrasi, 
dan berorientasi pada kualitas 
layanan bagi korban perem­
puan dan anak,” ujarnya. n ssL

Belajar Dari Kasus Langkat
Ruang Digital  Rentan 
Terpapar Ekstremisme

Pelajar Diminta Siap Hadapi Dinamika Global

Wamendagri Tekankan
Kepemimpinan Berkarakter
PEsan tersebut disampaikan 
di tengah dinamika global yang 
kian tidak pasti akibat perubahan 
geopolitik, disrupsi teknologi, 
dan pergeseran kekuatan dunia.

“Perubahan global saat ini 
memungkinkan munculnya ber­
bagai kekuatan baru di tingkat 
internasional. Kondisi tersebut 
menuntut generasi muda me­
miliki pemahaman geopolitik 
yang luas sekaligus kemampuan 
beradaptasi yang tinggi terhadap 
perubahan,” ujar Bima dalam 
keterangan resminya, Minggu 
(1/2/2026).

Mantan Wali Kota Bogor itu 

menjelaskan, tantangan global 
saat ini tidak hanya datang dari 
negara atau institusi besar, tetapi 
juga dari aktor­aktor baru di 
luar struktur konvensional, baik 
dalam bidang politik, ekonomi, 
maupun budaya populer.

“Fenomena ini menegaskan 
kepemimpinan ke depan tidak 
lagi selalu lahir dari jalur tra­
disional,” tegasnya.

Menurutnya, saat ini semakin 
banyak tokoh dengan latar be­
lakang nonpolitik yang mampu 
tampil sebagai pemimpin. selain 
itu, perkembangan media sosial 
dan berbagai platform digital 

juga semakin memengaruhi 
pembentukan opini publik seka­
ligus pola kepemimpinan di era 
modern.

Dalam konteks nasional, Bima 
mengingatkan bahwa indonesia 
tengah berada pada fase krusial 
menuju indonesia Emas 2045. 
Keberhasilan memanfaatkan 
bonus demografi serta keluar 
dari jebakan pendapatan me­
nengah sangat bergantung pada 
kualitas kepemimpinan  generasi 
muda saat ini. “adik­adik, anda 
adalah pemimpin di tahun 2045,” 
ucapnya.

Politisi Partai amanat na­
sional (Pan) itu menegaskan, 
karakter merupakan fondasi 
utama kepemimpinan, bahkan 
lebih penting daripada kompe­
tensi semata.

“saya selalu percaya ada dua 

hal yang menentukan nasib 
anda. Yang pertama adalah 
kompetens ilmu, sains, dan 
pengetahuan. Yang kedua adalah 
karakter,” katanya.

sebagai bekal menghadapi 
tantangan tersebut, Bima menilai 
kegiatan siswa seperti Model 
United Nations (MUn) dapat 
menjadi ruang pembelajaran 
yang penting. MUn merupakan 
simulasi akademik Perserikatan 
Bangsa­Bangsa (PBB) yang 
melatih peserta berperan  sebagai 
diplomat dalam membahas 
isu global, bernegosiasi, serta 
 menyusun resolusi.

Melalui forum semacam itu, 
pelajar dapat mengasah kemam­
puan berdialog, memahami per­
bedaan perspektif, serta mem­
bangun karakter kepemimpinan.

“Percayalah, anda berada di 

jalan untuk menjadi pemimpin 
yang baik. anda berada di jalan 
untuk menjadi seseorang yang 
tidak hanya memiliki pengeta­
huan, tetapi juga karakter,” ujar 
Bima.

senada dengan itu, Wakil Wali 
Kota Depok, chandra Rahman­
syah menegaskan, pelajar meru­
pakan calon pemimpin bangsa di 
masa depan. Pemerintah Kota 
Depok, kata dia, memandang 
pelajar sebagai aset strategis 
dalam pembangunan sumber 
daya manusia.

“Oleh karena itu, kami men­
dorong organisasi kepemudaan 
dan pelajar untuk terus menjadi 
mitra pemerintah dalam mem­
bangun karakter generasi muda 
yang religius, kritis, kreatif, dan 
berwawasan kebangsaan,” ujar 
chandra. n ssL

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya 
Sugiarto mendorong pelajar Indonesia mempersiapkan 
diri menjadi pemimpin masa depan yang tidak hanya 
unggul secara kompetensi, tetapi juga berkarakter kuat.

upAcArA 
penyAmbutAn: 
Prajurit satgas MTF TnI 
Konga XXVIII-P/UnIFIL kapal 
perang KRI sultan Iskandar 
Muda-367 mengikuti upacara 
penyambutan setibanya 
di Kolinlamil, Jakarta, 
Minggu (1/2/2026). Dalam 
misinya, satgas MTF TnI 
Konga XXVIII-P/UnIFIL telah 
melakukan 33 kali on task 
meliputi 70 persen patroli 
di Laut Mediterania serta 
menjalankan naval diplomacy 
melalui latihan bersama 
dengan berbagai angkatan 
laut asing sebanyak 150 kali. 
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rapuh? Kebijakan berisiko politik justru 
sering kali yang paling berpihak—
karena ia menantang kepentingan 
mapan. Tanpa keberanian ini, keadilan 
tinggal jargon yang aman di pidato.

Ada kecenderungan lama: memulai 
dari yang mudah dan populer. Hasilnya 
tampak rapi, tetapi masalah pokok 
dibiarkan. Padahal, keberanian sejati 
justru memulai dari yang sulit dan tidak 
menguntungkan citra. Negara yang 
matang memilih luka kecil sekarang 
daripada luka besar nanti.

Michael Sandel mengingatkan bah­
wa kepemimpinan publik menuntut 
keberanian moral untuk memutuskan 
“apa yang patut,” bukan sekadar “apa 
yang disukai” (Justice: What’s the Right 
Thing to Do?, 2009). Tanpa keberanian 
moral ini, politik terjebak dalam kalku­
lasi selera, bukan pertimbangan nilai.

Keberanian pertama tidak menjamin 
keberhasilan, tetapi tanpanya kegagalan 
hampir pasti. Negara yang berani me ­
mulai memberi sinyal jelas: arah dipilih, 
risiko ditanggung, dan perbaikan di­
mung kinkan. Di situlah keperca yaan 
la hir—bukan dari janji panjang, me­
lain   kan dari langkah awal yang tegas. n

dengan mundurnya para petinggi Bursa 
Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK).

Namun, Purbaya melihat, kekhawa­
tiran ini telah hilang. Sebab, proses 
per  baikan sudah selesai. BEI dan OJK 
juga memiliki sistem tata kelola yang 
dirancang agar proses pergantian pejabat 
dapat dilakukan dengan mulus. Sehingga 
tidak ada gangguan pada manajemen dan 
operasional bursa.

“Kalau sudah begitu, mereka (pasar) 
akan melihat fundamentalnya. Funda­
mental ekonominya bagus. Saya perbaiki 
terus dan akan membaik terus ke depan. 
Tahun ini mungkin ekonominya bisa 
saya dorong mendekati 6 persen,” tutur­
nya.

Mantan Ketua Dewan Komisioner 
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini 
optimistis, IHSG akan menguat. Hal ini 
seiring dengan siklus bisnis yang dapat 
berputar naik ke titik tertinggi, setelah 
menyentuh titik terendah.

Purbaya mengakui, peluang koreksi 
tetap terbuka. Kata dia, kemungkinan 
itu selalu ada. “Cuma peluangnya kecil,” 
imbuhnya.

Dia kembali menegaskan, fondasi 
ekonomi saat ini bagus. Respons kebija­
kan dari BEI maupun OJK juga cepat. 

“Harusnya ini akan menjadi modal yang 
kuat sekali untuk tumbuh lebih kencang,” 
tandasnya.

Menko Perekonomian Airlangga 
Hartarto menyatakan hal yang sama. 
Airlangga lalu menyakinkan pelaku pa­
sar dengan menyampaikan pesan khu sus 
dari Presiden Prabowo Subianto.

“Pesan Bapak Presiden saya kutip 
lang sung. ‘Kepada para investor domes­
tik, mitra internasional dan masyarakat 
Indonesia, fundamental ekonomi Indo­
nesia tetap kuat dan tangguh’,” tutur 
Airlangga.

Airlangga memastikan, Pemerintah 
akan pemantau pasar keuangan agar 
berjalan dengan baik. Dengan begitu, 
hal­hal yang menjadi kekhawatiran pasar 
tidak lagi terjadi. “Kami berkomitmen 
pada iklim yang transparan, adil, dan 
berkelas dunia,” tegasnya.

Dengan kepastian ini, investor pun 
merasa tenang. Chief Executive Officer 
(CEO) Danantara Rosan P Roeslani 
menyatakan, investor percaya dengan 
perbaikan yang dilakukan Pemerintah.

Rosan mengungkapkan, dalam bebe­
rapa hari terakhir, dia telah bertemu de­
ngan sejumlah investor asing. Hasilnya 
cukup menyejukkan. Pelaku pasar glo bal 
menyambut baik berbagai upaya per­
baikan yang dilakukan Indonesia.

“Mereka semakin confidence dengan 
pasar kita. Apalagi dengan aksi­aksi yang 
kita lakukan beberapa hari ini, respons 

mereka sangat positif,” ujar Rosan, di 
Gedung BEI Jakarta, Minggu (1/2/2026).

Dengan sentimen tersebut, Rosan 
yakin, IHSG bakal kembali bangkit. 
“Insya Allah, hari Senin dan seterusnya 
pasar saham kita akan rebound dan ber­
jalan dengan baik,” katanya.

Rosan menambahkan, investor asing 
juga memberikan apresiasi terhadap 
kebijakan free float minimum 15 persen. 
Aturan ini dinilai mampu meningkatkan 
keterbukaan pasar sekaligus memperbaiki 
likuiditas saham.

Meski demikian, para investor juga 
menyampaikan sejumlah masukan. 
Salah satunya terkait aturan keterbukaan 
kepemilikan saham di atas 5 persen yang 
dinilai masih perlu penyempurnaan agar 
iklim investasi semakin menarik dan 
transparan.

Ketentuan ini mewajibkan investor 
yang menguasai lebih dari 5 persen 
saham suatu emiten untuk melaporkan 
kepemilikannya kepada otoritas pasar 
modal. Investor meminta ambang batas 
tersebut diturunkan menjadi 1­2 persen, 
seperti yang diterapkan di sejumlah ne­
gara lain, misalnya India.

Rosan sudah meminta OJK dan BEI 
menindaklanjuti permintaan tersebut, 
khususnya soal keterbukaan ke level 
1­2 persen. Dengan begitu, upaya pem­
bentukan harga secara tidak wajar akan 
semakin sulit dilakukan.

“Dengan begitu, aksi untuk mencipta­

kan harga yang semu akan menjadi 
sangat­sangat sulit. Karena investornya 
akan terbuka. Kalau mereka melakukan 
tindakan itu (menggoreng harga saham), 
pasti akan terdeteksi,” tutup Rosan. 

Pengamat perbankan dari Universitas 
Gadjah Mada (UGM) Paul Sutaryono 
juga meyakini, kondisi pasar saham 
nasional akan berangsur­angsur mem­
baik. Perbaikan tersebut seiring langkah 
pembenahan yang tengah dilakukan 
regulator dan pengelola bursa.

“Pasar saham akan membaik sejalan 
dengan perbaikan yang dilakukan 
Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek 
Indonesia,” kata Paul, kepada Rakyat 
Mer deka, Minggu (1/2/2026).

Paul mengingatkan, lembaga peme­
ring  kat global MSCI telah memberikan 
tenggat waktu bagi Indonesia hingga 
Mei 2026 untuk menuntaskan berbagai 
catatan evaluasi. Karena itu, OJK dan 
BEI diminta segera melakukan perbaikan 
secara konsisten dan menyeluruh.

“Evaluasi MSCI itu serius. OJK dan 
BEI harus bergerak cepat melakukan 
perbaikan,” sarannya.

Menurut Paul, pasar modal Indone­
sia membutuhkan transformasi besar­
besaran. Perubahan ini dinilai mende sak 
untuk memulihkan sekaligus mening­
katkan kepercayaan pasar.

“Market confidence itu kunci. Tanpa 
kepercayaan, pasar tidak akan sehat,” 
tegasnya. n MEN

“Tidak ada. Kami di Danantara, 
sebagai pemegang saham di seluruh 
Bank Himbara, sejauh ini tidak ada 
pembicaraan mengenai hal itu,” ujar 
Rosan di Wisma Danantara, Jakarta, 
Sabtu (31/1/2026) malam.

Menurut Rosan, Danantara justru 
mengedepankan prinsip kehati­hatian 
dalam setiap pengambilan keputusan 
strategis, termasuk urusan manajemen. 
Jika pun suatu saat dibutuhkan perbai­
kan kinerja, prosesnya akan berjalan 
sesuai mekanisme korporasi dan mel­
alui konsultasi yang matang, bukan 
lewat isu atau rumor.

Rosan menjelaskan, apabila di ke­
mu dian hari memang dibutuhkan per­
bai kan kinerja di level direksi, ini   siatif 
tersebut lazimnya datang lebih dulu 
dari manajemen bank yang ber sang ­
kutan. Setelah itu, barulah di laku kan 
konsultasi dengan Danantara seba gai 
pemegang saham.

Namun, kondisi tersebut dipastikan 
belum terjadi saat ini. Hingga kini, tidak 
ada pembahasan terkait perombakan 
direksi maupun komisaris bank­bank 
BUMN.

“Tentunya kami akan selalu berkon­
sultasi apabila memang perlu ada per­
baikan. Tetapi pada intinya sejauh ini 
tidak ada pembicaraan mengenai hal 
itu,” ujar Rosan.

Pengamat perbankan dari UGM Paul 
Sutaryono menilai, wacana pergantian 
direksi bank­bank yang tergabung 
da lam Himbara tidak relevan untuk 
di besar­besarkan. Menurutnya, isu ter­
se  but kehilangan pijakan karena seluruh 
bank Himbara telah lebih dulu men­
jalani mekanisme korporasi yang sah.

“Wacana pergantian direksi bank 

Himbara belum perlu,” kata Paul, ke­
pada Rakyat Merdeka, Senin (1/2/ 2026) 
malam.

Paul mengingatkan, pada Desember 
2025 lalu, kelima bank Himbara yakni 
Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan 
BSI telah menggelar Rapat Umum 
Pe  megang Saham (RUPS). Dalam 
fo  rum tertinggi perusahaan tersebut, 
arah kebijakan, evaluasi kinerja, hingga 
komposisi manajemen sudah ditetapkan 
sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, ia menilai wacana per­
gantian direksi di luar momentum 
RUPS justru berpotensi menimbulkan 
kegaduhan yang tidak perlu di sektor 
perbankan nasional. Apalagi, stabilitas 
perbankan menjadi faktor penting 
dalam menjaga kepercayaan pasar dan 
dunia usaha.

“Lebih dari itu, pihak Danantara 
sebagai super holding BUMN sudah 
membantah pergantian direksi bank 
Himbara,” tuntasnya.

Direktur Program dan Kebijakan 
PRASASTI Piter Abdullah Redjalam 
juga menyampaikan pandangan senada. 
Menurutnya, saat ini belum perlu 
meng ganti jajaran direksi bank­bank 
Himbara. 

Piter menilai, kondisi saat ini ti dak 
tepat untuk memunculkan isu pe­
rombakan direksi Himbara. Bank­bank 
pelat merah bersama BUMN keuangan 
lainnya tengah menghadapi gejolak 
pasar keuangan dan membutuhkan 
fokus serta konsentrasi penuh. Ia meng­
ingatkan, Himbara saat ini juga tengah 
berproses bersama Danantara dalam 
menjaga stabilitas dan merespons di­
na mika pasar.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah 
penguatan soliditas dan fokus penye­
lesaian masalah. Bukan wacana pergan­
tian direksi,” ujar Piter. n BYU/BCG

Susno Duadji, mantan Ketua KPK 
Abra ham Samad, hingga mantan Se­
kre taris Kementerian BUMN Said 
Didu. Dari unsur pemerintah, hadir 
Men   han Sjafrie Sjamsoeddin, Menlu 
Su  gio no, dan Mensesneg Prasetyo 
Hadi.

Menurut Prasetyo, selain mende­
ngarkan pandangan para tokoh, 
Pre  si den Prabowo juga memaparkan 
pro  gram­program pemerintah yang 
telah dijalankan selama setahun 
ter ak  hir. “Semua berorientasi pada 
ke pen  tingan rakyat, bangsa, dan ne­
gara,” tegasnya.

Pertemuan ini pertama kali diungkap 
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Ia me­
nyebut diskusi bukan sekadar silatu­
rahmi politik, melainkan pembahasan 
serius soal masa depan bangsa.

“Bukan hanya kumpul­kumpul. Ini 
diskusi tentang pengelolaan negara, dari 
sumber daya alam sampai keuangan 
nasional,” kata Sjafrie di Cibodas, Bo­
gor, Sabtu (31/1/2026).

Sjafrie menegaskan, Presiden ingin 
mengajak semua pihak. Termasuk 
me reka yang selama ini kritis, untuk 
rea listis melihat kondisi bangsa dan 
ber sama­sama mencari solusi. 

“Keberpihakan kepada rakyat ha rus 
ditunjukkan secara moral dan tin da­
kan,” ujarnya.

Mantan Sekretaris Kementerian 
BUMN Said Didu mengungkap, per­
temuan berlangsung mulai sekitar 
pu kul 17.00 WIB hingga 20.45 WIB. 
Diskusi, kata dia, berjalan dinamis dan 
terbuka.

“Bapak Presiden mempresentasikan 
kebijakan strategis untuk percepatan 
perbaikan bangsa,” tulis Said Didu di 
akun media sosial X @msaid_didu, 
Minggu (1/2/2026).

Menurut Didu, Presiden mende­
ngarkan secara serius seluruh pan­
dangan para tokoh, termasuk kritik 
dan isu­isu sensitif. Dalam diskusi itu, 
para peserta sepakat bahwa kedaulatan 
negara harus dikembalikan, rakyat 
ditempatkan sebagai prioritas utama, 
dan pemberantasan korupsi tidak boleh 
kendor.

Mantan Ketua KPK Abraham Samad 

yang turut hadir menegaskan, para 
tokoh yang datang tak tepat dilabeli 
oposisi. 

“Lebih tepat disebut pakar dan tokoh 
masyarakat yang kritis,” ujarnya.

Abraham mengungkap, pertemuan 
berlangsung sekitar 4,5 jam, dari pukul 
16.30 WIB hingga 21.00 WIB. Diskusi 
di awali dengan paparan Presiden 
Prabo wo selama sekitar 40 menit.

“Soal sumber daya alam, Presiden 
sangat serius melawan oligarki. Beliau 
mengaku tidak takut meski ada risiko 
serangan balik ekonomi,” ungkap 
Abraham.

Selain itu, Prabowo juga menying­
gung reformasi kepolisian, hasil 
perte   muan di World Economic Fo rum 
(WEF) Davos, Swiss, serta ke pu   tu ­
sannya ber gabung dengan De wan 
Per  damaian (Board of Peace) ben tu­
kan Presiden Amerika Serikat Do nald 
Trump. Dalam forum interna sio  nal 
itu, Prabowo disebut konsisten mem­
be la Palestina.

Setelah paparan Presiden, para 
tokoh secara bergiliran menyampaikan 
pandangan sesuai bidangnya masing­
masing. Abraham Samad mengaku 
mempresentasikan peta jalan pembe­
rantasan korupsi serta strategi pening­
katan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 
Indonesia.

Langkah Presiden Prabowo me­
rangkul para pengkritik mendapat apre­
siasi pengamat. Direktur Rumah Politik 
Indonesia Fernando Emas menilai sikap 
ini mencerminkan kenegarawanan.

“Presiden tidak menganggap kri tik 
sebagai ancaman. Ini sikap nega ra­
wan,” kata Fernando kepada Rakyat 
Merdeka.

Ia mengingatkan agar Presiden terus 
membuka telinga dan tidak hanya 
mendengar masukan yang bersifat 
asal bapak senang (ABS). Penting juga 
mendengar masukan dari pihak yang 
berseberangan.

Pengamat politik UIN Syarif Hidaya­
tullah Jakarta A. Bakir Ihsan juga 
menilai dialog langsung dengan tokoh 
kritis sebagai langkah positif. Namun 
ia menegaskan, pertemuan harus ditin­
daklanjuti dengan kebijakan konkret.

“Yang penting bukan hanya simbol 
merangkul, tetapi benar­benar meng­
akomodasi kritik,” ujarnya. n FAQ

Ba res  krim Polri juga sedang melakukan 
penyelidikan dan penyidikan atas bebe­
rapa perkara serupa,” terangnya.

Dia mengungkap, terdapat perkara 
saham gorengan yang sudah bergulir 
hingga persidangan. Di antaranya kasus 
Direktur PT MML berisial J serta mantan 
kepala unit di BEI dengan inisial MB. 
Kedua kasus tersebut telah berkekuatan 
hukum tetap atau inkracht berdasarkan 
putusan Nomor 400/Pid.Sus/2025/PN 
Jkt.Sel dan 400/Pid.Sus/2025/PN Jkt.
Sel. Kedua terdakwa terbukti melanggar 
ketentuan Pasal 104 juncto Pasal 90 
huruf c Undang­Undang Nomor 8 Tahun 
1995 tentang Pasar Modal juncto Pasal 
55 ayat (1) ke­1 KUHP.

“Masing­masing dijatuhi pidana pen­
jara selama 1 tahun 4 bulan serta denda 
Rp 2 miliar,” urai Ade.

Dia memastikan, penyelidikan du­
ga an praktik penggorengan saham ter­
kait anjloknya IHSG pekan lalu akan 

dilakukan secara profesional, transparan, 
dan akuntabel. Mengenai prosesnya, Ade 
belum dapat berbicara lebih jauh sampai 
ditemukannya bukti­bukti awal dugaan 
tindak pidana.

Tak lama setelah itu, Kejagung juga 
bergerak. Korp Adhiyaksa ini tengah 
memantau kejatuhan IHSG yang terjadi 
secara mendadak, pekan lalu. Dinamika 
pasar saham tersebut menjadi perhatian 
serius Kejagung karena menyangkut 
kepentingan masyarakat luas.

“Kejaksaan juga memantau atau 
me   monitor adanya kejadian­kejadian, 
seperti kejatuhan atau anjloknya IHSG 
secara mendadak,” ujar Direktur Penyi­
dikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana 
Khusus Kejagung Syarief Sulaeman 
Nahdi, Jumat (30/1/2026).

Hingga saat ini, Kejagung memang 
belum melakukan pemeriksaan ataupun 
langkah hukum terhadap pihak­pihak 
yang berkaitan dengan pengawasan 
maupun pengaturan IHSG. Kendati be­
gitu, Kejagung tetap menelaah secara 
me nyeluruh penyebab jatuhnya IHSG, ter­
masuk kemungkinan adanya unsur pidana.

“Semua kami telaah (termasuk potensi 
pidana). Pokoknya semua yang berkaitan 
dengan kepentingan masyarakat umum 
kita pasti pantau,” katanya.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen 
Nasional (BPKN) Mufti Mubarok se ­
tuju dengan turun tangannya Polri dan 
Kejagung dalam masalah ini. Dia me­
minta agar pelaku manipulasi saham 
ditindak tegas. Sebab, praktik ini tidak 
sekadar melanggar etika, tetapi termasuk 
dalam kategori kejahatan kerah putih 
(white collar crime) dan kejahatan korpo­
rasi (corporate crime).

Kata Mufti, tindakan menggoreng 
saham berpotensi merugikan masyarakat 
luas, khususnya para investor ritel. 
Prak tik ini juga dapat menghancurkan 
ke percayaan publik terhadap pasar mo­
dal dan merusak fungsi pasar sebagai 
penyedia pembiayaan jangka panjang.

Untuk perbaikan, BPKN memberi 
tiga masukan ke OJK dan BEI. Pertama, 
mendorong penguatan pengawasan dan 
penegakan hukum terhadap praktik ma­
ni pulasi harga saham. BPKN men dorong 
OJK bersama aparat penegak hu kum 

menindak tegas setiap perilaku yang me­
nyebabkan pergerakan harga sa ham tidak 
mencerminkan kondisi fun  damental.

“BPKN secara khusus meminta OJK, 
BEI, dan Bareskrim Polri melakukan 
penelusuran awal, penyelidikan, serta 
penindakan tegas apabila ditemukan 
pelanggaran,” ucapnya.

Kedua, peningkatan literasi publik. 
Dia menerangkan, mayoritas investor 
ritel yang belum sepenuhnya paham 
risiko pasar modal. Karena itu, akselerasi 
program edukasi sangat krusial. Edukasi 
ini bertujuan agar masyarakat mampu 
membedakan antara investasi jangka 
panjang yang sehat dengan spekulasi 
jangka pendek yang manipulatif.

Ketiga, mendorong peningkatan trans ­
paransi dan kualitas emiten, khusus nya 
pada saat penawaran umum perdana 
saham (IPO). Penguatan standar penca­
tatan efek, termasuk keterbukaan infor­
masi terkait free float dan struktur kepe­
milikan, dinilai penting. Hal ini untuk 
mencegah pasar dimanfaatkan sebagai 
sarana transaksi semu yang merugikan 
investor kecil. n BYU/MEN

mendalam. Sebab, aliran dana PETI 
meli batkan banyak lapisan dan pihak pe­
rantara. “Ada layer pertama, kedua, bah ­
kan menggunakan pihak lain,” jelasnya.

PPATK sendiri mencatat terdapat 27 
hasil analisis dan dua informasi terkait 
sektor pertambangan, dengan nilai 
transaksi mencapai Rp 517,47 triliun. 
Fokus utama adalah dugaan PETI yang 
tersebar di Papua, Kalimantan Barat, 
Sulawesi, Sumatera Utara, Pulau Jawa, 
hingga wilayah lainnya.

Selain merusak lingkungan, emas 
ilegal hasil PETI juga terindikasi me­
ngalir ke pasar luar negeri. Dalam 
periode 2023–2025, PPATK mencatat 

nilai transaksi terkait PETI mencapai Rp 
185,03 triliun, dengan total perputaran 
dana mencapai Rp 992 triliun.

Langkah tegas pemerintah terkait 
penambangan ilegal ini mendapat du­
kungan DPR. Anggota Komisi XII DPR 
Syafruddin menilai, penindakan harus 
menyasar aktor besar yang sela ma ini 
kebal hukum. “Selama ini penambang 
ilegal seperti tidak takut hukum. Batu 
bara diangkut lewat jalan umum, merusak 
lingkungan, merugikan warga,” ujarnya.

Ia meminta para pelaku dijerat de­
ngan pasal kerusakan lingkungan agar 
memberi efek jera. “Jangan tebang pilih,” 
tegasnya.

Dukungan serupa disampaikan Ang­
gota Komisi IV DPR Rina Sa’adah. 
Me nurutnya, sanksi pidana harus diba­
rengi sanksi ekonomi dan kewajiban 

pe mulihan ekologis.
“Tambang ilegal bukan hanya me­

rusak, tapi juga merampas hak negara 
dan meninggalkan beban jangka panjang. 
Negara tidak boleh kalah,” tegas Rina.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu 
Hadrian Irfani juga menyoroti temuan 
aktivitas PETI di sekitar Mandalika, 
Nusa Tenggara Barat. Ia mendorong 
aparat menindak bukan hanya pelaku 
lapangan, tetapi juga aktor intelektual dan 
jaringan pendana. “Kalau ada oknum yang 
membekingi, baik dari dalam maupun luar 
negeri, harus ditindak tegas,” dorongnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining 
and Energy Watch Ferdy Hasiman 
mengapresiasi ketegasan pemerintah 
di era Presiden Prabowo Subianto. Me­
nurutnya, penertiban tambang ilegal 
berdampak langsung pada pasar dan tata 

kelola sektor tambang.
“Baru sekarang ada ketegasan. Ketika 

tambang ilegal ditertibkan, pasokan turun 
dan harga bergerak alami,” kata Ferdy.

Presiden Prabowo sendiri telah me­
negaskan komitmen memberantas tam­
bang ilegal dalam pidatonya di World 
Economic Forum (WEF) 2026. Pe­
merintah, kata Prabowo, telah menutup 
sekitar 1.000 tambang ilegal, meski 
jumlah serupa masih terdeteksi.

Selain itu, pemerintah juga menyita 
sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan 
dan tambang ilegal serta mencabut izin 
28 perusahaan yang terbukti melanggar 
hukum dan ketentuan lingkungan. 
“Satu­satunya jalan adalah keberanian 
menegakkan hukum. Tidak boleh ada 
kompromi dan tidak boleh mundur,” 
tegas Prabowo. n FAQ

BANJIR DI KARAWANG:
Foto udara warga menggunakan 
perahu saat banjir merendam 
pemukiman di Desa Karangligar, 
Telukjambe, Karawang, Jawa Barat, 
Minggu (1/2/2026). Berdasarkan 
data dari BPBD Karawang pada hari 
kelima belas bahwa banjir masih 
merendam sebanyak 6.670 rumah 
di tujuh kecamatan dan 7.732 
keluarga terdampak. 
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se belumnya sebagai pelajaran 
ber  sama agar konsolidasi partai 
ti dak kembali terganggu.

“Sumatera Utara ini punya pe­
ngalaman Musda dua kali. Mu­
dah­mudahan dengan suasana 
kepemimpinan nasional yang 
baru dan komitmen kita semua, 
kekeliruan itu tidak terulang. 
Musda ini harus selesai dan tun­
tas,” cetusnya.

Wakil Ketua Umum Dewan 
Pim pinan Pusat (DPP) Golkar 
itu juga menekankan tentang 
pen tingnya menjaga suasana 
kon dusif. Dia menilai, per­
bedaan pandangan di internal 
Golkar Sumut sebagai suatu hal 
yang wajar, serta bagian dari kul­
tur politik daerah. “Tujuannya, 
tetap untuk membesarkan par­
tai,” imbuhnya.

Wakil Ketua Umum DPP 
Gol kar, Tubagus Ace Hasan 
Syadzily, yang hadir mewakil 
Ketua Umum Golkar, Bahlil La­
hadalia, menegaskan DPP Golkar 
akan konsisten dan menghormati 
apa pun hasil Musda XI Golkar 
Sumut. Syaratnya, seluruh me­

kanisme dan tahapan Musda 
berjalan sesuai Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga 
(AD/ART) partai.

“DPP akan konsisten terhadap 
apa pun hasil Musda Partai 
Golkar Provinsi Sumatera Utara. 
Prinsipnya, semua harus meng­
hormati mekanisme organisasi,” 
kata Ace.

Berdasarkan laporan dari pa­
nitia dan (SC) Musda XI Golkar 
Sumut, lanjut dia, hanya satu 
calon Ketua DPD Golkar Sumut 
yang dinyatakan memenuhi per­
syaratan. Meski tak menyebut 
nama, pernyataan Ace kian 
mem perjelas arah Musda.

“Saya mendapat laporan, ada 
dua yang mendaftar, tapi yang 
memenuhi persyaratan hanya 
satu. Tentu secara resmi nanti fo­
rum Musda yang akan memutus­
kan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gubernur Lem­
h anas itu berharap, Musda XI 
Golkar Sumut berlangsung lan­
car,  demokratis, dan berakhir 
tan pa polemik. Dia menegaskan, 
soliditas internal menjadi kunci 

agar Golkar Sumut tetap menjadi 
kekuatan utama menghadapi 
agenda politik ke depan, terma­
suk Pemilu 2029.

Anggota tim pemenangan An­
dar Amin, Yasyir Ridho Loebis 
menyatakan, sebanyak 31 Ketua 
DPD Golkar tingkat kabupaten/
kota se­Provinsi Sumut menya­
takan mendukung Andar Amin 
Harahap sebagai Ketua DPD Gol­
kar Sumut periode 2025–2030. 

Dukungan tersebut, lanjut dia, 
disampaikan jelang pelaksanaan 
Musda XI DPD Golkar Sumut, 
Sabtu (31/1/2026) malam. Me­
nurut dia, mantan Bupati Padang 
Lawas Utara, Andar Amin, juga 
telah mengembalikan formulir 
pendaftaran bakal calon ketua,  
Jumat (30/1/2026), dengan 
mem bawa dukungan mayoritas 
pe milik suara.

“Meski mengantongi duku­
nga n mayoritas, terdapat empat 
pe milik suara yang dipastikan 
ber sikap netral. Sikap tersebut, 
kata Yasyir, merupakan arahan 
lang sung dari Plt Ketua Golkar 
Su mut Ahmad Doli Kurnia Tan­
jung,” ungkapnya.

Kempat suara itu yang dipas­
tikan netral, urai dia, dari instru­
men seperti DPP, DPD, AMPG–
KPPG, dan Dewan Pe r tim bangan. 
Menurutnya, arahan Plt Ketua 
Golkar Sumut itu bertujuan untuk 
menjaga netralitas.

Dengan konfigurasi tersebut, 
tambah Yasyir, Andar Amin 
men jadi satu­satunya bakal 
ca lon yang memenuhi syarat 
pen calonan, sebagaimana di­
sam paikan dalam forum pembu­
kaan Musda. “Musda akan ber­
langsung secara aklamasi, atau 
menunggu pengesahan forum,” 
harapnya. n KAL

DeWAn Pimpinan Cabang 
(DPC) PDI Perjuangan Kota 
Sura baya mendorong seluruh 
kader partai, mendekatkan diri 
dengan generasi muda. Upaya 
itu bertujuan untuk me rebut 
kem bali sejumlah kursi Dewan 
Per wakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) yang hilang pada Pe milu 
Legislatif (Pileg) 2024 lalu.

Ketua DPC PDI Perjuangan 
Kota Surabaya, Armuji men­
gatakan, seluruh kader Partai 
Banteng di Kota Surabaya, har­
us lebih dekat dengan gene rasi 
muda. Dia minta seluruh kader 
merekrut dan merangkul kala­
ngan  Gen Z sebagai kekuatan 
baru partai, karena regenerasi 
merupakan kunci dari perkem­
ba ngan zaman dan perubahan 
ka rakter pemilih 

“Kita harus merebut kembali 
kursi­kursi yang sempat hilang. 
Caranya dengan membuka partai 
seluas­luasnya, ti dak eksklusif, 
serta merangkul calon­calon 
potensial di wilayah masing­
masing, termasuk anak­anak 
muda dan tokoh masyarakat,” 
ujarnya di Surabaya, Jawa Timur 
(Jatim), Sabtu (31/1/2026).

Armuji menguraikan, PDI 
Per juangan memiliki 11 kursi 
di DPRD Kota Surabaya, yang 
pada periode sebelumnya mem­
punyai 15 kursi Dewan. Ka ­
renanya, lanjut dia, kola bo rasi 
antara kader senior dan  generasi 
muda penting dilaku kan, untuk 
memahami perkembangan tek­
nologi, media sosial, dan pola 
komunikasi kekinian.

“Harus ada regenerasi dan 
kolaborasi antara yang berpen­
galaman dengan generasi muda 

yang paham perkembangan 
zaman,” kata Wakil Wali Kota 
Surabaya itu.

Langkah tersebut, tambah 
Armuji, sejalan dengan ara­
han pe ngurus Dewan Pimpinan 
Daerah (DPD) Provinsi Jatim. 
Menurutnya, Surabaya meru­
pakan salah satu basis kekuatan 
PDI Perjuangan, yang harus 
dimaksimalkan pada Pemilu 
mendatang.

“Sawahan ini basisnya PDIP. 
Seharusnya bisa mendapatkan 
dua kursi. Karena itu konsoli­
dasi dan penguatan struktur di 
wilayah padat penduduk se­
perti  ini menjadi sangat pen­
tin g,” tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua Bi­
dang Politik dan Reformasi Hu­
kum DPC PDI Perjuangan Kota 
Surabaya, Aprizaldi menyata­
kan, sejumlah daerah pemili­
han (dapil) di Kota Surabaya, 
memiliki peran strategis dalam 
mendongkrak perolehan suara 
partai ke depan. Di antaranya, 
Dapil 4 Kota Surabaya.

“Dengan konsolidasi yang 
solid dari Pimpinan Anak Ca bang 
(PAC) hingga ranting, kami opti­
mistis wilayah ini akan memberi­
kan kontribusi sig nifikan bagi ke­
menangan PDI Perjuangan pada 
Pemilu mendatang,” katanya.

Wakil Sekretaris Bidang 
Program DPD PDI Perjuangan 
Surab aya, Yordan M Batara 
Goa meminta seluruh PAC 
aktif mencari kader muda baru. 
“Pertarungan 2029 ini di  tentukan 
oleh generasi muda. Ka rena itu 
partai harus terbuka da n mau 
melibatkan mereka sejak seka­
rang,” sebutnya. n OSP
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Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Dewan 
Pim pinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Sumatera 
Utara (Su mut) diwarnai aksi saling lem par bambu dan 
petasan. Ke ricuhan yang terjadi di luar aren a Musda 
itu, dipicu oleh sekolomok orang yang memaksa ma suk 
ke arena Musda di Hotel JW Marriott, Medan, Minggu 
(1/2/2026) sore.

Musda Golkar Sumut 
Berlangsung Aklamasi

Diwarnai Aksi Kericuhan

Rebut Kembali Kursi DPRD

PDIP Surabaya 
Bidik Suara Gen-Z

PoLeMIK Wali Kota Beng­
kulu, Dedy Wahyudi, dengan 
ratusan driver pengangkut 
sampah di Kota Bengkulu 
ber ujung damai. Kemarin, 
Dedy mengundang para 
driver pengangkut sampah 
ma kan bersama, menyam­
paikan permohonan maaf, 
dan memerintahkan tim 
kuasa hukum Pemerintah 
Kota (Pemkot) Bengkulu 
men cabut laporan polisi.

Silaturahmi Wali Kota 
Beng kulu bersama para 
driver pengangkut sampah 
ber langsung di Balai Kota 
Me rah Putih, Kota Bengkulu, 
Minggu (1/2/2026) pagi. 
Per temuan itu turut dihadiri 
Ke tua Dewan Perwakilan 
Rak yat Daerah (DPRD) Kota 
Bengkulu, Herimanto be­
serta anggota DPRD lain n ya; 
Sekretaris Daerah (Sekda) 
Kota Bengkulu, Medy Peb­
rian syah; serta sejumlah 
ke pala organisasi Perangkat 
Daerah (oPD) di lingkungan 
Pemkot Bengkulu.

Dalam sambutannya, Wali 
Kota Bengkulu, Dedy Wah­
yudi menyatakan, tidak ada 
manusia yang sempurna,  
termasuk Pemerintah. Me­
nu rutnya, kekhilafan dan 
kekurangan dalam pelayanan  
menjadi bahan evaluasi un­
tuk terus memperbaiki ki­
nerja  ke depan.

“Tidak ada manusia, yang 
ti dak bersalah. Saya juga 
tem pat salah, saya tidak 
gengsi meminta maaf,” kata 
Dedy disambut tepuk tangan 
riuh ratusan tukang sampah 
yang hadir.

Diketahui, polemik antara 
Pemkot Bengkulu de ngan 
para driver pengangkut  sam­
pah bermula dari kekacauan 
di Tempat Pemrosesan Akhir 

(TPA). Mereka membuang 
mua tan di halaman kantor  
Wali Kota dan DPRD, seba­
gai bentuk protes atas kon­
disi TPA.

Tim kuasa hukum Pemkot 
Bengkulu, merespons aksi 
ter sebut dengan membuat 
la poran polisi. Mereka me­
nilai, aksi para driver pe­
ngangkut sampah sudah 
melewati batas, dan layak 
di proses secara hukum.  

Melanjutkan keterangan­
nya , Dedy menegaskan, 
Pem kot Bengkulu akan terus 
berbenah agar kota teraebut 
menjadi lebih bersih dan 
ter tata. Sebab itu, pihanya 
me ngundang para driver pe­
ngangkut sampah untuk du­
duk bersama, berdialog, dan 
menyelesaikan peraoalan 
se cara kekeluargaan. 

“Yang sudah­sudah kita 
jadikan evaluasi. Ke depan, 
kita terus berbenah. Kota ini 
harus bersih dan tertata, dan  
semuanya sudah berada di 
jalur yang benar,” cetusnya.

Lebih lanjut, Dedy me­
ngaku  tak memiliki niat un tuk 
mengkriminalisasi war ga. Dia 
memastikan, lapo ran hukum 
yang sempat dibuat telah 
dicabut oleh tim hukum Pe­
merintah Kota Bengkulu.

“Mereka adalah warga 
saya,  tidak mungkin saya 
kor  bankan. Saya bekerja 
se pe nuh nya untuk masyara­
kat,” imbuhnya.

Politisi PAn itu menam­
bah kan, pelaporan dilakukan 
saat dirinya sedang berada di 
luar Bengkulu. Menurut dia, 
langkah tersebut merupakan 
inisiatif tim kuasa hukum 
Pemkot Bengkulu, yang 
ber tujuan menjaga marwah 
Pemerintah daerah.

Mendengar laporan itu, 
Dedy mengaku sempat me­
renung cukup lama. Dia tidak 
menginginkan rakyatnya har­
us berurusan dengan hukum 
apalagi sampai dipenjara.

“Tim hukum berpikir, itu 
bagian dari menjaga mar­
wah Pemerintah. Tapi, saya 
tidak ingin masyarakat saya 
dipenjara atau dikriminal­
isasi. Saya merenung cukup 
lama, memutuskan meminta 
maaf, dan memerintahkan 
tim hukum mencabut lapo­
ran,” terangnya. n OSP

Makan Bersama 
Driver Sampah

Dedy Wahyudi 
Wali Kota Bengkulu

Ahmad Doli Kurnia Tanjung

TUMPenG TeMPe: 
Foto udara suasana Ruwat 
Desa dengan Tumpeng Tempe 
setinggi 9 meter di lapangan 
Desa Sedenganmijen, krian, 
Sidoarjo, Jawa Timur, minggu 
(1/2/2026). Tradisi yang 
diselenggarakan setiap tahun 
menjelang bulan Ramadhan 
tersebut menjadi ajang sedekah 
dan bentuk rasa syukur para 
perajin tempe kepada Tuhan 
YmE atas limpahan rezeki 
serta promosi wisata di 
daerah itu.  
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PAnTAUAn Rakyat Merdeka di 
la pangan, keributan pecah pukul 
14.47 WIB. Sejumlah orang 
ber seragam ormas sayap partai 
me maksa masuk ke lantai dua 
hotel yang menjadi lokasi utama 
Musda XI DPD Golkar Sumut. 

Aksi saling dorong, berujung 
pada bentrokan fisik. Massa 
ter lihat saling serang dan keja­
ran menggunakan kayu, poto­
ngan bambu, hingga ledakan 
petasan.

Setelah 40 menit, aparat kepo­
li sian berhasil menertibkan ke­
adaan. Mereka juga meningkat­
kan pengawan di sekitar arena 
Musda, pasca insiden tersebut.

Sekretaris Steering Committee 
(SC) Musda XI DPD Golkar 
Su mut ,  Muhammad Asr i l 
menyata kan, kejadian itu dipicu 
oleh ketidakpuasan massa yang 
dilarang masuk ke area steril 
per sidangan.

“Saat masuk tahapan sidang 
dan paripurna, tamu di luar 
pes erta dan peninjau, diminta 
me nyesuaikan diri. Kami sudah 
sam paikan, hanya yang memiliki  
undangan khusus yang bisa masuk 
ke forum,” ujar Asril, di Medan, 
Sumut, Minggu (1/2/2026).

Meski sempat memicu kete­
gangan di ruas jalan sekitar 
hotel, lanjut dia, situasi berhasil 
dikendalikan setelah petugas ke­
polisian turun untuk menenang­
kan massa. Asril menegaskan, 

panitia tetap menginstruksikan  
seluruh kader untuk menjaga 
ke kompakan dan soliditas demi 
kelancaran pelaksanaan Musda.

Dia juga memberi apresiasi 
kepada masyarakat yang ikut 
mengawal dan memantau jalan­
nya Musda XI DPD Golkar 
Su mut. “Sudah ada pihak­pihak 
yang menginstruksikan kepada 
kawan­kawan, anggota­anggota 
su paya tetap menjaga kondusifi­
tas, soliditas, dan tetap kompak,” 
imbuhnya.

Sementara, Pelaksana Tugas 
(Plt) Ketua DPD Golkar Sumut, 
Ahmad Doli Kurnia Tanjung 
me nyatakan, Musda bukan se­
kadar ajang perebutan kursi 
Ke tua DPD Golkar Sumut, tapi 
momentum strategis untuk me­
nyatukan visi dan menyelaras­
kan arah perjuangan partai lima 
tahun ke depan.

“Musda bukan hanya soal 
siapa ketuanya. Yang lebih pent­
ing, menyamakan visi, menyatu­
kan pandangan, dan memastikan 
rod a organisasi bergerak ke arah 
yang sama,” tegas Doli dalam 
sambutannya di hadapan peserta 
Musda.

Lebih lanjut, dia menying­
gung fakta penting terkait kon­
testasi. Doli meminta, Musda 
XI Golkar Sumut tak mengu­
lang pengalaman lima tahun 
lalu yang harus digelar dua kali, 
atau men jadikan  trauma Musda 

Resmikan Kantor Baru

NasDem Kabupaten Bogor
Mendekat Ke Masyarakat
DeWAn Pimpinan Daerah 
(DPD) Partai nasDem Kabupaten 
Bo gor, meresmikan kantor baru 
di Jalan Tegar Beriman, Ci bi­
nong, Bogor, Jawa Barat (Jabar), 
Minggu (1/2/2026). Kegiatan 
itu dibarengi dengan pelantikan 
pengurus nasDem Kabupaten 
Bogor dan Rapat Kerja Daerah 
(Rakerda).

Ketua DPD nasDem Kabu­
paten Bogor Friedrich Rumintjap 
menuturkan, peresmian kantor, 
pelantikan pengurus, dan ra­
kerda  merupakan momentum 
untuk memperkuat soliditas 
dan arah perjuangan partai di 
daerah.

“Ini bukan sekadar agenda se­
remonial. Ini bagian dari upaya 

memperkuat struktur organisasi 
dan menyatukan visi perjuangan 
Partai nasDem di Kabupaten 
Bogor,” ujarnya.

Friedrich berharap, keberadaan 
kantor permanen di pusat pemer­
intahan Kabupaten Bogor dapat 
m eningkatkan efektivitas kerja 
organisasi, sekaligus menjadi 
ruang aspirasi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, 
Ketua Dewan Pimpinan Pu sat 
(DPP) nasDem, Asep Wah yu­
wijaya menyatakan, peresmian  
Gedung DPD nasDem Ka­
bu paten Bogor membuktikan 
bah wa partainya dan para kader 
yang ada di dalamnya, sudah se­
lesai dengan urusan dirinya.

“Dalam waktu hanya kurang 

dari 1,5 tahun sejak terbentuk­
nya Fraksi Partai nasDem di 
DPRD Kabupaten Bogor dengan 
ang gotanya yang hanya 4 orang, 
1 orang perwakilan di DPRD 
Pro vinsi Jawa Barat dan 1 orang 
per wakilan di DPR RI, gedung 
kantor partai politik yang megah 
sudah berdiri. Ini simbol dari 
kemegahan dan tingginya cita­
cita kita,” katanya.

Pria yang akrab disapa Kang 
AW ini mengatakan, Gedung 
DPD nasDem juga merupakan 
bagian dari perjuangan bagi 
para kader untuk membangun 
Ka bupaten Bogor, Jawa Barat, 
dan Indonesia.

Dia menegaskan, Gedung 
DPD nasDem Kabupaten Bogor 

juga wujud komitmen para kader 
untuk membangun gedung yang 
representatif. Artinya, pemba­
ngu nan dilakukan tanpa harus 
menunggu partai untuk unggul 
de ngan raihan 14 kursi di DPRD 
Ka bupaten Bogor, ataupun men­
jadi pucuk pimpinan di Bumi 
Tegar Beriman.

“Kami menyadari masalahnya  
bukan pada kuantitas, tapi pada 
besarnya komitmen dan kuali­
tas kader, dalam menjaga so­
liditas dan kekompakan untuk 
mewujudkan cita­cita besar ini,” 
cetusnya. 

Anggota Komisi VI DPR itu 
menambahkan, nasDem memi­
liki budaya politik yang spiritnya 
restoratif, untuk kemajuan yang 

dibungkus semangat egalitarian, 
kesetaraan dan tidak berjarak. 

Kang AW juga memberikan 
apresiasi kepada Bupati dan 
Wa kil Bupati Bogor, beserta 
ja ja ran Forum Komunikasi Pim­
pinan Daerah (Forkopimda) Ka­
bupaten Bogor, yang telah hadir 
dan mendukung terbangunnya 
Gedung DPD Partai nasDem 
Kabupaten Bogor.

“InsyaAllah, semuanya akan 
terpatri dalam ingatan kami dan 
memberikan motivasi tersendiri 
bagi seluruh jajaran pengurus 
dan kader nasDem di Kabupaten 
Bogor, dalam memaknai urgensi 
dari kolaborasi demi kemajuan 
rakyat di Kabupaten Bogor,” 
pungkasnya. n OSP
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WAKIL Ketua Umum (Wake-
tum) PAN, Viva Yoga Mauladi 
menyambut baik semangat Par-
tai Solidaritas Indonesia (PSI) 
untuk masuk ke Senayan pada 
Pemilu 2029. Viva mengatakan, 
setiap partai politik (parpol) 
yang berkontestasi di pesta 
demokrasi lima tahunan, memi-
liki semangat yang sama dalam 
membangun Indonesia. 

“PSI tidak akan menjadi lawan 
politik bagi PAN, tetapi akan 
menjadi kawan politik dalam 
membangun kualitas demokrasi 
di Indonesia,” kata Yoga, ke-
pada Rakyat Merdeka, Minggu 
(1/2/2026).

Wakil Menteri Transmigrasi 
(Wamentrans) ini mengatakan, 
untuk meningkatkan kualitas 
demokrasi, tentu harus memi-
liki partai-partai politik yang 
berkualitas dan memiliki le-
gitimasi tinggi dari masyarakat. 
Legitimasi, kata dia, didapat dari 
keterpilihan wakil partai politik 
untuk duduk di kursi legislatif.

“PAN turut men-support PSI 
dapat lolos di DPR pada Pemilu 

2029 nanti,” ungkapnya.
Viva berharap, pesta demokra-

si lima tahunan mendatang 
semakin meningkatkan kualitas 
politik dan menghasilkan produk 
politik berupa kesejahteraan 
rakyat. PAN, kata dia, konsisten 
memiliki semangat untuk mem-
bantu rakyat dan menjadi pedo-
man PAN sedari dulu. 

"Sejak Pemilu 1999 sampai 
sekarang, PAN selalu lolos par-
liamentary threshold. Sekarang 
PAN memiliki 48 kursi DPR. 
PAN akan terus berjuang untuk 
terus masuk di DPR,” kata kader 
Partai berlambang Matahari ini.

Sebelumnya, Presiden RI ke-7 
Jokowi menyatakan siap mati-
matian menjadikan PSI sebagai 
partai besar pada 2029. Tak 
tanggung-tanggung, Jokowi siap 
turun langsung hingga ke tingkat 
kecamatan demi memenangkan 
partai berlambang Gajah Belalai 
Merah tersebut.

Pernyataan itu disampaikan 
Jokowi saat menyampaikan 
sambutan pada penutupan Rapat 
Kerja Nasional (Rakernas) PSI 

2026 di Hotel Claro, Makassar, 
Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu 
(31/1/2026). Kehadiran Jokowi 
menyulut semangat ribuan kader 
yang memadati arena Rakernas. 

Kehadiran Jokowi di Rakernas 
disambut meriah Ketua DPW 
PSI Sulsel, Muammar Ferirae 
Gandi Rusdi, jajaran pengurus 
DPP PSI, serta ribuan kader yang 
meneriakkan yel-yel, “Selamat 
datang Jokowi di PSI”.

Mengenakan kemeja putih 

lengan panjang, celana hitam, 
dan penutup kepala passapu khas 
Makassar, Jokowi melangkah 
masuk ke arena Rakernas diiringi 
tarian dan musik kecapi Bugis-
Makassar. Setelahnya, Jokowi 
langsung menuju ke panggung. 

Dalam arahannya, Jokowi 
menegaskan, target PSI tidak 
main-main, untuk menjadi par-
tai besar, mesin partai wajib 
dibangun hingga ke level paling 
bawah. 

“Target PSI ini jadi partai 
besar. Kalau targetnya tinggi, 
mesinnya juga harus besar. Ti-
dak bisa struktur cuma sampai 
DPD. Harus sampai RT/RW. 
Harus kita selesaikan akhir 
2026,” tegasnya.

 Jokowi mengingatkan, ke-
menangan Pemilu tidak mung-
kin diraih tanpa struktur partai 
yang hidup dan bekerja nyata 
di lapangan. Dia mengaku ma-
sih sanggup mendatangi 38 
provinsi, 514 kabupaten/kota, 
dan sekitar 7.000 kecamatan. 

“Kalau perlu sampai ke keca-
matan, saya masih sanggup,” pe-
kik Jokowi disambut tepuk tangan 
dan teriakan “Hidup Jokowi!”.

Ayah kandung Ketua Umum 
(Ketum) PSI, Kaesang Pangarep 

itu menegaskan komitmennya 
mengawal PSI secara total. Mili-
tansi kader, kata Jokowi, harus 
digenjot sejak sekarang untuk 
menghadapi Pemilu 2029. 

“Saudara-saudara bekerja keras 
untuk PSI. Saya juga akan bekerja 
keras untuk PSI. Mati-matian un-
tuk PSI,” ujarnya lantang. 

Jokowi juga menyebut PSI ki-
ni telah bertransformasi menjadi 
partai super Tbk yang semakin 
inklusif. Dia mengungkapkan, 
banyak tokoh nasional dan dae-
rah akan bergabung dengan PSI. 

“Semakin banyak yang ber-
gabung, pasti semakin beragam. 
Karena itu jaga toleransi, satu 
visi, jaga kesolidan dan per-
satuan,” pesan Jokowi.

 Selain penguatan jaringan 
lapangan, Jokowi meminta kader 
PSI menguasai ruang digital dan 
media sosial. Menurutnya, perang 
politik ke depan tidak hanya di 
darat, tetapi juga di jagat maya. 

“Negara ini perlu partai politik 
yang mengusung kebaikan. Poli-
tik untuk kebaikan,” tandasnya.

Menutup arahan, Jokowi kem-
bali beruara lantang, “PSI mana 
solidaritasmu?” yang dijawab 
serentak kader, “Kuat, Cerdas, 
Setia!”. n BsH

WAKIL Menteri Haji dan Umrah 
(Wamenhaj), Dahnil Anzar Siman-
juntak mendorong Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) dapat mengeluar-
kan fatwa yang menyatakan bahwa 
berhaji dengan cara ilegal, seperti 
tidak menggunakan visa resmi haji 
adalah haram.

"Visa resmi haji itu dikeluar-
kan secara resmi, ada juga visa 
yang non-haji. Jadi, kalau naik 
haji dengan cara ilegal itu haram. 
Kami harap ada panduan seperti 
itu untuk seluruh umat Islam di 
Indonesia," ujarnya di Jakarta, 
Senin (26/1/2026).

Penegasan tersebut dinilai 
penting untuk mencegah pe-
nipuan travel dan risiko de-
portasi yang kerap menimpa 
jemaah Indonesia. Dahnil terus 
mengingatkan masyarakat agar 
tidak menunaikan ibadah haji 
melalui jalur ilegal.

"Tidak ada itu haji yang tidak 
antre. Ya. Tidak ada itu haji yang 
hari ini bayar, besok berangkat. 
Itu nggak ada. Jadi kalau ada 
yang menjanjikan haji langsung 
berangkat, itu pasti penipuan. 
Pasti itu ilegal,” jelasnya.

Menurut Dahnil, satu-satunya 
jalur haji yang tidak memerlukan 
antrian adalah melalui visa muja-
malah. Visa ini merupakan visa haji 
non kuota yang dikeluarkan lang-
sung oleh Pemerintah Arab Saudi 
sebagai undangan kehormatan. Na-
mun, kata dia, tetap wajib melalui 
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus 
(PIHK) resmi di Indonesia.

"Jadi, saya ingatkan kepada 

publik, jangan mau ada yang 
dirayu-rayu langsung naik haji 
tanpa antre. Itu semuanya ile-
gal,” tandasnya.

Anggota Komisi VIII DPR, 
Maman Imanul Haq juga meng-
ingatkan masyarakat agar tidak ter-
giur tawaran berhaji menggunakan 
visa tidak resmi. Dia menegaskan, 
jalur ilegal bukan hanya melanggar 
aturan, tetapi juga membahayakan 
keselamatan jemaah.

"Berangkat haji harus diniat-
kan dengan baik dan dilakukan 
sesuai aturan agar tidak berujung 
mudarat,” ujarnya di Jakarta, 
Jumat (30/1/2026).

Politisi Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) itu menegaskan, 
jemaah haji ilegal tidak tercatat 
dalam sistem resmi. Sehingga, ka-
ta dia, tidak mendapatkan layanan 
kesehatan, perlindungan, maupun 
akomodasi yang layak. Risiko 
hukum pun mengintai, mulai 
dari deportasi, denda ratusan juta 
rupiah, hingga ancaman penjara.

"Jemaah haji ilegal tidak terdata 
sehingga sulit mendapat pertolong-
an medis cepat. Kasus jemaah yang 
meninggal di Gurun (Tan'im) tahun 
lalu harus menjadi pelajaran pahit 
bagi kita bersama agar tidak ada 
lagi yang menempuh jalur berba-
haya ini,” ujarnya..

Dia juga mendorong Peme-
rintah memperkuat sosialisasi 
bahaya haji non-prosedural 
agar niat ibadah tidak berubah 
menjadi petaka. Kata dia, jangan 
sampai niat ibadah yang mulia 
justru berakhir pada kerugian 

materi dan hilangnya nyawa 
hanya karena ingin menempuh 
jalur singkat yang tidak resmi.

“Edukasi kepada masyarakat 
harus diperkuat,” tandas Maman.

Staf Teknis Konsulat Jenderal 
Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, 
Hasyim Hilaby mengungkap-
kan, kartu nusuk akan dibagikan 
kepada calon jemaah haji sejak 
masih berada di Tanah Air. Dia 
menjelaskan, kebijakan ini diambil 
bukan sekadar teknis administratif, 
melainkan sebagai upaya negara 
untuk menghadirkan ketenangan 
psikologis bagi jemaah haji. 

"Terlebih, sistem digital haji 
Arab Saudi kini semakin ketat 
dan terintegrasi. Dengan demiki-
an, seluruh akses ibadah mereka 
telah terjamin secara resmi,” 
katanya.

Dengan memegang kartu 
nusuk sejak di Tanah Air, jamaah 
dipastikan memiliki legalitas 
penuh untuk memasuki wilayah-
wilayah krusial ibadah haji. Area 
tersebut mencakup Makkah, 
Madinah, hingga Arafah, Muz-
dalifah dan Mina (Armuzna) saat 
puncak musim haji.

“Nusuk ini bukan sekadar iden-
titas. Ini adalah akses legal jamaah 
Indonesia. Kartu ini menjadi filter 
agar tidak ada orang-orang ilegal 
yang masuk dan mengganggu ro-
tasi perjalanan jamaah haji resmi,” 
tandas Hasyim,.

Di media sosial X, warganet 
ramai menanggapi imbauan 
Pemerintah yang melarang ma-
syarakat naik haji selain lewat 

jalur resmi. Selama ini banyak 
berseliweran penawaran naik 
haji lewat jalur ilegal. Akibatnya 
masyarakat yang tidak sabar 
menunggu antrean haji banyak 
yang menjadi korban.

Akun @nununusantarax men-
dorong agar Pemerintah menin-
dak tegas oknum-oknum yang 
menawarkan naik haji lewat 
jalur ilegal. “Tanpa fatwa MUI 
pun naik haji secara ilegal me-
mang haram bang. Haji ilegal ya 
haram, haji pakai uang korupsi 
ya haram. Kalau ditemukan 
orang yang menawarkan perjala-
nan haji secara ilegal seharusnya 
langsung ditangkap saja sama 
aparat,” katanya.

Akun @humanauto menyebut-
kan, banyak orang yang masih 
berharap segera berangkat haji 
tanpa menunggu bertahun-tahun. 
“Haji reguler antrenya lama, kalau 
furoda harus siap bayar lebih. 
Ada lagi nih jalur naik haji, cuma 
visanya bukan visa haji alias jalur 
ilegal, nanti resikonya kejar-keja-
ran sama petugas, syukur-syukur 
nggak ketangkap,” tulisnya.

Akun @missVra menuturkan, 
lantaran banyak orang yang punya 
pengalaman umroh secara mandiri, 
beberapa dari mereka memanfaat-
kan pengalaman itu untuk berang-
kat haji secara ilegal. “Karena 
sekarang umroh bisa mandiri, eh 
pada merasa mampu untuk naik 
haji tanpa jalur resmi. Makanya 
jangan kaget banyak orang Indone-
sia yang berhaji secara ilegal alias 
dengan visa wisata religi, eh pas 

disana kena sweeping alias kena 
ciduk,” terangnya.

 Akun @g3ndh3ng menekan-
kan, Pemerintah seharusnya me-
nutup celah bagi orang-orang 
yang ingin naik haji secara ilegal. 
“Jika dinyatakan ilegal, harus-
nya dilarang dong, itu iklan haji 
tanpa antri ada banyak dimana-
mana, disebarkan secara terbuka, 
nama ustad2nya ada, termasuk 
kelompok bimbingan. Aparat 
berwenang harus turun tangan 
menindak masalah ini,” sarannya.

Sementara, @lutfiana_ot 
menerangkan, pada tahun-tahun 
sebelumnya banyak orang Indo-
nesia yang bisa naik haji lewat 
jalur ilegal, dan dampaknya dira-
sakan seluruh jamaah. “Jemaah 
haji Indonesia tahun 2024 itu 
jumlahnya terbanyak sepanjang 
masa. Belum lagi yang ilegal, 
mereka biasanya tidur di dekat 
jamarat. Zona VIP aja full padat 
sampai banyak yang tidur di 
lorong-lorong,” paparnya.

Akun @SholehaNur1 meng-
ingatkan, orang Indonesia yang 
naik haji secara ilegal kini men-
jadi atensi khusus dari pihak 
berwenang Arab Saudi. “Arab 
Saudi membolehkan jamaah naik 
haji secara mandiri asal visanya 
haji. Sementara banyak orang 
Indonesia yang naik haji secara 
nyelonong alias ilegal. Sekarang 
di Arab Saudi pengawasannya 
ketat banget, ketauan naik haji 
secara ilegal bisa ditangkap dan 
ditahan, mana dendanya juga gak 
main-main,” bebernya. n OsP

PARTAI Golkar menolak 
wacana penghapusan ambang 
batas parlemen atau parlia-
mentary threshold. Pember-
lakuan ambang batas untuk 
menopang sistem presidensi-
alisme yang dianut Indonesia. 
Yaitu, hanya menempatkan 
sedikit partai politik (parpol) 
di parlemen nasional.

“Sistem politik yang berke-
sesuaian dengan presidensia-
lisme adalah sistem multipartai 
sederhana,” jelas Sekretaris 
Jenderal (Sekjen) Partai Gol-
kar Muhammad Sarmuji, di 
Jakarta, Minggu (1/2/2026).

Diketahui, sistem multipartai 
sederhana merupakan sistem 
kepartaian yang memiliki se-
dikit partai politik di parlemen. 
Untuk itu, sistem ini sering kali 
diterapkan dengan mekanisme 
ambang batas. Tujuannya, 
menstabilkan pemerintahan 
koalisi dengan mencegah frag-
mentasi suara ekstrem.

“Kita mesti konsisten dalam 
pembangunan sistem politik 
Indonesia. Sistem politik, 
termasuk sistem kepartaian, 
harus sesuai dan selaras de-
ngan sistem pemerintahan 
presidensial sebagaimana di-
amanahkan Undang-Undang 
Negara (UUD NRI) Tahun 
1945,” katanya.

Menurut Sarmuji, sistem 
politik, termasuk sistem kepar-
taian, tidak boleh dibangun ter-
pisah dari desain dasar sistem 
pemerintahan. Dalam konteks 
presidensialisme, kata dia, In-
donesia membutuhkan sistem 
multipartai sederhana agar 
pemerintahan berjalan efektif, 
stabil, dan akuntabel.

“Presidensialisme tidak 
akan pernah bekerja optimal 
jika ditopang sistem kepar-
taian yang terlalu terfragmen-
tasi. Pemerintah akan terus 
tersandera tarik-menarik ke-
pentingan politik, dan rakyat 
yang pada akhirnya menang-
gung biaya dari ketidakefek-
tifan itu,” tegasnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar 
DPR itu menilai, ambang 
batas parlemen adalah resep 
jitu menjaga stabilitas politik. 
Termasuk, kata dia, sebagai 
instrumen yang konstitusional 
dan demokratis untuk mendo-
rong penyederhanaan sistem 

kepartaian secara alamiah.
“Penolakan terhadap par-

liamentary threshold pada 
dasarnya adalah penolakan 
terhadap sistem multipartai 
sederhana,” katanya.

Sarmuji mengingatkan, 
penolakan terhadap upaya 
penyederhanaan sistem kepar-
taian sama saja dengan mendo-
rong lahirnya sistem multipar-
tai ekstrem yang tidak sejalan 
dengan karakter presidensial-
isme. Partai Golkar, kata dia, 
akan terus berkomitmen me-
ngawal pembangunan sistem 
politik nasional yang rasional, 
konstitusional, dan berorien-
tasi pada penguatan tata kelola 
pemerintahan demi kepenting-
an bangsa dan negara.

“Sistem multipartai eks-
trem bukan hanya tidak rele-
van dengan presidensialisme, 
tetapi juga berisiko melum-
puhkan kemampuan negara 
dalam mengambil keputusan 
strategis,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua 
Umum PAN, Eddy Soeparno 
mengusulkan penghapusan 
ambang batas pencalonan 
presiden (presidential thres-
hold) dan ambang batas par-
lemen (parliamentary thres-
hold) dalam revisi Undang-
Undang Pemilu. Dia menilai, 
keberadaan ambang batas 
selama ini justru menyia-ny-
iakan aspirasi jutaan pemilih. 

"Dalam Pemilu Legislatif 
(Pileg), suara partai yang gagal 
melampaui ambang batas tidak 
terkonversi menjadi kursi di 
DPR," Eddy di Gedung DPR, 
Jakarta, Kamis (29/1/2026).

PAN, lanjut Eddy, sejak 
awal menginginkan penghapu-
san ambang batas, baik untuk 
Pilpres maupun Pileg. Peng-
hapusan ambang batas parle-
men, kata dia, dapat mengikuti 
mekanisme yang berlaku dalam 
Pileg DPRD provinsi serta 
kabupaten/kota sehingga partai 
politik lebih beragam.

“Oleh karena itu, PAN ber-
pandangan penghapusan am-
bang batas parlemen sebaiknya 
diimplementasikan seperti di 
DPRD kabupaten/kota dan 
provinsi. Partai yang kursinya 
belum mencukupi dapat ber-
gabung membentuk fraksi 
gabungan,” jelasnya.n BsH

KETUA Umum Pimpinan 
Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 
1957, Dave Akbarshah Fikarno 
Laksono mengaku ingin kem-
bali melanjutkan kepemimpi-
nannya untuk periode 2026-
2031. Anak kandung politikus 
Partai Golkar, Agung Laksono 
itu mengaku bakal maju di 
Musyawarah Besar (Mubes) 
Kosgoro tahun ini.

“Dengan segala kerendahan 
hati, saya menyampaikan niat 
untuk kembali mencalonkan 
diri sebagai Ketua Umum PPK 
Kosgoro 1957,” kata Dave di 
acara Silaturahmi Para Senior 
Kosgoro 1957 di Hotel Lo-
rin Sentul, Jawa Barat, Sabtu 
(31/2/2026) malam.

Di forum politikus senior 
Beringin itu, Dave mengung-
kapkan, masa kepemimpi-
nannya di Kosgoro 1957 
untuk periode 2021-2026 
akan segera berakhir. Dalam 
waktu dekat, kata dia, akan 
digelar Mubes untuk memilih 
Ketum PPK Kosgoro 1957 
untuk periode selanjutnya.

“Oleh karena itu, saya 
memohon doa restu, arahan, 
dan dukungan agar Kosgoro 
1957 terus dapat kita jaga, 
kita besarkan, dan kita arah-

kan menuju masa depan yang 
lebih baik,” katanya.

Dave berharap, silaturahmi 
ini semakin memperkuat per-
saudaraan dan sinergi antarka-
der. Dia mengatakan, sinergi 
ini akan memperkokoh keber-
samaan dan menjadi langkah 
awal menuju perjalanan Kos-
goro 1957 yang lebih gemilang.

“Saya menyampaikan rasa 
syukur dan terima kasih yang 
setulus-tulusnya atas kehadi-
ran para sesepuh dan senior 
yang terus menjadi sumber 
kekuatan dan penuntun per-
jalanan Kosgoro 1957,” ujar 
anggota DPR ini.

Dave menegaskan, Kos-
goro 1957 tidak akan berada 
pada posisi seperti saat ini tan-
pa kontribusi, dedikasi, dan 
loyalitas para sesepuh serta 
senior. Dia mengatakan, fon-
dasi yang dibangun dengan 
keikhlasan dan pengabdian 
telah menjadikan Kosgoro 
1957 bukan sekadar organi-
sasi, melainkan keluarga be-
sar yang kokoh dan kuat.

“Tanpa nilai-nilai yang di-
wariskan para sesepuh dan 
senior, mustahil Kosgoro 1957 
dapat bertahan dan berkem-
bang hingga hari ini,” tegasnya.

Diketahui, acara tersebut 
dihadiri sejumlah tokoh se-
nior Kosgoro 1957. Antara 
lain, mantan Ketua Umum 
DPP Partai Golkar Setya No-
vanto, Ridwan Hisjam (Jawa 
Timur), Ikbal Wibisono (Jawa 
Tengah), Mustar Muslim, Er-
wan Soekardja, Harry Sohar, 
Bona Tobing, Islan Hanura 
(Sumatera Selatan).

Lalu, Panggah Susanto 
(Jawa Tengah), Deli Singgih 
Iswara (Jawa Barat), Ichak 
Phinera Wijaya, Rambe K. 
Zaman, Oman Raflies, Irma 
Alamsyah, Yan Pieter Pa-
ngaribuan, serta Yasril Ananta 
Badaruddin. n BsH

Permintaan Warganet

Tutup Rapat Jalur Haji Ilegal

Dianggap Sebagai Kawan Politik

PAN Siap Sambut PSI 
Masuk Senayan 2029
Partai Amanat nasional (PAn) menyambut baik 
tekad Partai solidaritas indonesia (Psi) untuk masuk 
ke senayan di Pemilu 2029.

Alasan Presidensialisme

Golkar Mau Parpol Di 
Senayan Sedikit Saja

Kosgoro 1957 Segera Mubes

Dave Mau Maju Lagi 
Jadi Ketua Umum

ReLAWAn nU:
Relawan nahdlatul Ulama 
(nU) peduli kebencanaan 
mengikuti serangkaian Apel 
Kemanusiaan di Alun-alun 
Kabupaten Batang, Jawa 
Tengah, Minggu (1/2/2026). 
Pengurus wilayah nahdlatul 
Ulama (PwnU) Jawa 
Tengah menggelar Apel 
Kemanusiaan yang dihadiri 
oleh sekitar 4.000 relawan 
nahdlatul Ulama (nU) peduli 
kebencanaan dari berbagai 
wilayah Jateng dalam 
rangka memperingati hari 
lahir ke-100 tahun nU. 

AnTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/agr

Viva Yoga Mauladi

Dave Akbarshah 
Fikarno Laksono



Miliki Ide Segar Gerakkan Ekosistem Perumahan

BTN Expo Lahirkan
58 Inovator Visioner 

BSI & Kadin Sinergi Dukung 
Pebisnis Terus Berkembang

PT Bank Syariah Indonesia 
(Persero) Tbk atau BSI meng­
gandeng Kamar Dagang dan 
Industri Indonesia (Kadin), 
menyepakati berbagai poin kerja 
sama. Di antaranya pemanfaatan 
jasa layanan keuangan syariah 
untuk lebih dari 15 ribu anggota 
Kadin di seluruh Indonesia. 

Kerja sama ini diharapkan 
mampu memperluas akses 
bagi segmen Usaha Mikro Ke­
cil dan Menengah (UMKM) 
lokal untuk bisa menjadi 
peng gerak ekonomi grass­
roots berbasis kerakyatan.

Direktur Retail Banking 
BSI Kemas Erwan Husainy 
menegaskan, pihaknya akan 
terus membuka ruang sinergi 
dan kolaborasi yang lebih luas 
kepada pelaku usaha, asosiasi, 
maupun Pemerintah Daerah 
untuk bersama mendorong 
UMKM naik kelas. 

“Harapannya, sinergi de­
ngan Kadin menjadi peluang 
untuk mewujudkan ekosistem 
UMKM yang berkelanjutan,” 
jelas Kemas dalam keterangan 
resmi, Jumat (30/1/2026).

Agenda penandatanganan 
nota kesepahaman antara BSI 
dengan Kadin merupakan ba­
gian dari kegiatan Kadin Sha­
ria Economic Outlook 2026.

Sebagaimana diketahui, 
Indonesia memiliki jumlah 
UMKM yang besar, di mana 
berdasarkan data Kementerian 
UMKM, per Desember 2024 
tercatat ada lebih dari 30 juta 
UMKM dengan sekitar 29 
juta individu pengusaha yang 
mampu menyerap lebih dari 

45 juta tenaga kerja. 
Hal ini menjadi potensi 

besar jika dikelola dan didam­
pingi secara lebih optimal. 
Harapannya, dengan adanya 
kerja sama antara BSI dan 
Kadin, kedua belah pihak 
akan menjadi entry gate dalam 
meningkatkan pemerataan 
ekonomi lintas sektor di ber­
bagai wilayah.

“Nasabah UMKM BSI 
mencapai lebih dari 345 ribu 
orang. Di mana sekitar 5 ribu 
orang merupakan UMKM bi­
naan dari berbagai lintas usa­
ha, mulai dari sektor makanan 
minuman, fashion, hingga 
industri kreatif,” sebutnya.

Menurut Kemas, jumlah 
ini terus meningkat seiring 
dengan pembinaan yang dila­
kukan, serta literasi kepada 
komunitas UMKM dan eko­
sistem pengusaha di dalamnya. 

Langkah tersebut menjadi 
komitmen dan keseriusan BSI 
dalam mewujudkan UMKM 
Indonesia agar menjadi tuan 
rumah di negeri sendiri. 

“Kadin memiliki kapasitas 
dan kapabilitas, serta misi yang 
sama dengan BSI, untuk men­
dorong UMKM lebih terarah, 
sehingga mampu menciptakan 
lapangan kerja yang luas bagi 
masyarakat,” ucapnya.

Sementara, Kepala Badan 
Pengembangan Ekonomi dan 
Keuangan Syariah (BES) Ka­
din Titi Khoiriah menyampai­
kan komitmen pihaknya, untuk 
menjadikan UMKM tangguh 
dan adaptif di tengah tantangan 
persaingan usaha yang ketat. 

Dia menekankan, sinergi 
Kadin dan BSI ini menjadi 
langkah untuk penguatan sek­
tor UMKM sebagai fondasi 
utama perekonomian nasional. 

Apalagi, sebut Titi, lebih 
dari 97 persen lapangan kerja 
diciptakan oleh UMKM dan 
sektor ini menyumbang lebih 
dari 60 persen Produk Domes­
tik Bruto (PDB) nasional. 

“Artinya, kalau UMKM 
kuat, ekonomi Indonesia pasti 
tangguh,” ujarnya. ■ DWI

Selama 2025

PTPN IV PalmCo Salurkan 
Dana TJSL Rp 65 Miliar
SUBHOLDING Holding Per­
ke  bunan PTPN III (Persero), 
PTPN IV PalmCo, kembali me­
ne gaskan perannya sebagai agen 
pembangunan berkelanjutan. 

Sepanjang 2025, perusa­
haan tercatat telah menyalur­
kan dana Tanggung Jawab 
So sial dan Lingkungan (TJSL) 
senilai lebih dari Rp 65 miliar 
yang tersebar di 94 kabupaten/
kota di seluruh Indonesia.

Bukan sekadar bantuan 
so sial biasa, penyaluran ini 
menandai pergeseran strategi 
perusahaan dari sekadar filan­
tropi, menjadi penciptaan nilai 
bersama atau Creating Shared 
Value (CSV).

Direktur Utama PTPN IV 
PalmCo, Jatmiko K. Santosa 
menjelaskan, bahwa peru­
sahaan kini mengalokasikan 
70 persen dana TJSL untuk 
program CSV yang berdampak 
langsung pada bisnis dan sosial, 
sementara 30 persen sisanya di­
alokasikan untuk aksi filantropi.

“Alokasi ini bertujuan men­
ciptakan kondisi di mana 
pe rusahaan dan masyarakat 
sama­sama menjadi pemenang 
(winning a lot),” ujar Jatmiko 
dalam keterangan tertulisnya, 
Rabu (28/1/2026).

Salah satu sorotan utama 
penyaluran TJSL 2025 ada­
lah keberhasilan perusahaan 
dalam mengintegrasikan 
UMKM (Usaha Mikro, Kecil 
Menengah) lokal ke dalam 
ran tai pasok perusahaan. 

Jatmiko mencontohkan ke­
suksesan pembinaan UMKM 
pandai besi di Desa Teratak, 
Riau, yang kini tergabung dalam 
Koperasi Desa Merah Putih.

Dia menegaskan, memba ngun 
ekonomi masyarakat ada lah 
investasi untuk memper kokoh 
korporasi. Untuk itu pi haknya 
memberikan modal, sertifikasi 
SNI, hingga akses pasar bagi 
para pandai besi ini. Hasilnya, 
mereka kini menjadi pemasok 
resmi alat panen yang mendu­
kung operasi inti perusahaan. 

“Ini adalah bukti nyata ba­
gaimana kemitraan dengan 
petani dan UMKM mencip­
takan kemandirian ekonomi, 
sekaligus mendukung kelan­
caran bisnis,” jelas Jatmiko.

Secara total, PTPN IV Palm­
Co telah membina lebih dari 

8.500 Usaha Mikro dan Kecil 
(UMK) yang mendapatkan 
pendampingan, peningkatan 
kapasitas (capacity building), 
serta pengembangan pasar.

Selain ekonomi, dana TJSL 
juga dialokasikan secara masif 
untuk sektor pendidikan dan 
kesehatan, sebagai fondasi 
membangun SDM (Sumber 
Daya Manusia). 

Melalui PalmCo Scholarship 
Program, perusahaan mem­
berikan beasiswa penuh se­
lama 4 tahun masa pendidikan 
perguruan tinggi bagi siswa 
berprestasi di sekitar unit usaha.

Pihaknya juga memberikan 
kursus gratis bagi siswa SMA 
di sekitar kebun, yang mana 
90 persen pesertanya berhasil 
lulus masuk Perguruan Tinggi 
Negeri (PTN).

Dari sisi lingkungan, PalmCo 
mengusung semangat Green 
Harmony dengan menanam 
lebih dari 30.000 pohon untuk 
penghijauan Daerah Aliran 
Sungai (DAS) dan menyebar 
lebih dari 40.000 bibit ikan. 

Jatmiko juga menyoroti peran 
perusahaan dalam tanggap daru­
rat bencana, khususnya bencana 
hidrometeorologi yang kerap 
melanda wilayah Sumatera. 

PTPN IV PalmCo mempo­
sisikan diri untuk hadir pa­
ling awal dalam memberikan 
bantuan evakuasi, posko, dan 
logistik dasar.

Pihaknya tidak hanya ber­
henti di masa tanggap darurat, 
melainkan juga terlibat aktif 
dalam pemulihan, termasuk 
membantu pengawasan pem­
bangunan dan relokasi 2.000 
hunian tetap bagi korban 
bencana. 

“Ini adalah bagian dari 
komitmen kami untuk menjadi 
agen pembangunan yang re­
sponsif,” tutup Jatmiko. ■ IMA

DIREKTUR Utama BTN Nixon 
LP Napitupulu menjelaskan, ajang 
Awarding BTN Housingpreneur 
2025 bagian dari BTN Expo 
2026. Ajang ini digelar di tengah 
kebutuhan untuk mendorong per­
tumbuhan sektor perumahan dan 
ekosistem pendukungnya.

Nixon menekankan, sebagai 
bagian dari rangkaian peringa­
tan Hari Ulang Tahun (HUT) 
BTN ke­76, BTN Expo 2026 
tidak hanya menjadi pameran 
pro perti, tetapi berperan seba gai 
platform ekosistem yang me­
nya tukan akses peluang usaha, 
pengembangan karier, hingga 
so lusi finansial bagi masyarakat.

Hasil BTN Housingpreneur 
2025, lanjut Nixon, sangat 
meng gembirakan. Program ini 
mencatat 1.170 submission dan 
melahirkan 58 innovator baru 
yang kreatif, visioner, dan solutif 
di sektor perumahan.

“Ini luar biasa, artinya ada 

1.170 ide yang mereka salurkan. 
Ini penting untuk ekosistem bis­
nis perumahan berkelanjutan,” 
tutur Nixon.

Mayoritas peserta berasal 
da ri startup anak muda dengan 
ide­ide segar, terutama dalam 
pemanfaatan teknologi untuk 
menjawab tantangan perumahan.

“Sàya melihat banyak sekali 
inovasi yang dipamerkan. Yakni 
teknologi­teknologi penting 
yang akan diterapkan di sektor 
perumahan,” ujar Nixon dalam 
Awarding BTN Housingpreneur 
2025 dan Closing Ceremo­
ny BTN Expo 2026 di Jakarta, 
Sabtu (31/1/2026).

Menurutnya, startup­startup 
tersebut perlu diberi ruang agar 
inovasinya dapat dikenal lebih 
luas oleh masyarakat, sehingga 
mendorong efektivitas dan efisien­
si dalam ekosistem perumahan.

Selain mendorong inovasi, BTN 
Expo 2026 menegaskan komit­

men perseroan dalam penguatan 
UMKM dan ekonomi kreatif. 

Sebanyak 30 tenant UMKM 
(Usaha Mikro, Kecil, Mene­
ngah) fashion dihadirkan di Bale 
Ayu, serta 23 merchant UMKM 
kuliner di Bale Santap.

BTN juga turut menghadir­
kan Road to Indonesia Fashion 
Week sebagai bagian dari du­
kungan terhadap pengembangan 
industri kreatif nasional.

Di sisi pengembangan Sumber 
Daya Manusia (SDM), BTN 
Expo 2026 menggelar program 
BTN Hiring untuk menjaring 
talenta­talenta baru menjadi 
pegawai BTN. 

Selain itu, hadir pula BTN 
Champions Arena by Ruang­
guru sebagai bentuk investasi 
BTN dalam menyiapkan talenta 
masa depan.

“Kami percaya investasi ter­
baik adalah investasi pada ta­
lenta dan sumber daya manusia,” 
ucap Nixon.

Pada sektor perumahan, BTN 
Expo 2026 menghadirkan mitra 
developer BTN, baik perumahan 
subsidi maupun non­subsidi. 

Nixon menegaskan, BTN se­
lektif dalam memilih developer 
sebagai bentuk komitmen me­
nyediakan hunian yang layak, 
terjangkau, dan berkelanjutan 
bagi masyarakat.

BTN Expo 2026 juga mem­
berikan dampak sosial. Melalui 
partisipasi pengunjung, hingga 
Jumat (30/1/2026), total dana 
yang terkumpul mencapai Rp 
43,31 juta disalurkan untuk ko­
rban bencana di Indonesia. 

Pada kesempatan yang sama, 
Wakil Menteri Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (PKP) 
Fahri Hamzah menyebut, BTN 
Housingpreneur 2025 adalah wu­
jud komitmen dalam mengem­
bangkan ekosistem perumahan 
nasional melalui penjaringan 
ino vasi dari akar rumput.

Ia menilai, ajang ini menjadi 
wadah pengembangan kapasitas 
generasi muda untuk menjawab 
tantangan sektor perumahan, 
khususnya masih adanya keti­
daksesuaian antara pasokan dan 
kebutuhan hunian layak.

“Sejak awal, Pemerintah me­
miliki tekad kuat membangun 

dan mengembangkan ekosistem 
perumahan. Bangsa ini memiliki 
energi besar, dan tidak ada yang 
dapat mengubah masa depan 
itu kecuali anak­anak muda,” 
ujar Fahri.

Ia pun mendorong generasi 
muda Indonesia untuk berani ber­
mimpi dan mewujudkan ide­ide­
nya demi membawa perubahan.

“Jangan pernah takut bermim­
pi, karena kita hidup di negara 
de mokrasi,” tegas Fahri.

Pada kesempatan yang sama, 
para direksi BTN bersama Wa­
men PKP Fahri Hamzah menye­
rahkan trofi dan hadiah dengan 
total nilai Rp 1,5 miliar kepada 
para juara BTN Housingpreneur 
2025 kepada 58 finalis yang ter­
jaring dari sebanyak 1.170 sub­
mission sejak 22 Oktober 2025.

Selama empat hari penyeleng­
garaan (28­31 Januari 2026), 
antusiasme masyarakat cukup 
tinggi dengan jumlah pengun­
jung mencapai 6.000 orang. 
Acara ini turut dimeriahkan 
musisi Tanah Air, seperti Maliq 
& D’ Essentials dan Bunga Citra 
Lestari. ■ IMA

Dukung Pembiayaan Pembangunan Daerah

Askrindo Sinergi Dengan Bank Kalsel 
PT Asuransi Kredit Indonesia 
(Askrindo) memperkuat peran­
nya dalam mendukung pem­
biayaan pembangunan daerah, 
melalui kerja sama strategis 
dengan PT Bank Pembangunan 
Daerah Kalimantan Selatan 
(Bank Kalsel). 

Kolaborasi ini ditandai de­
ngan penandatanganan Perjan­
jian Kerja Sama Asuransi Kredit 
Konstruksi dan Non­Konstruksi 
oleh Direktur Bisnis Askrindo 
Budhi Novianto dan Direktur 
Bisnis Bank Kalsel Akhmad 
Fauzi Noor di Jakarta, Sabtu 
(31/1/2026).

Direktur Bisnis Askrindo 
Bu dhi Novianto mengatakan, 
kerja sama dengan Bank Kalsel 
merupakan bagian dari strategi 
pertumbuhan perusahaan, seka­
ligus penguatan peran Askrindo 
dalam mendukung pembangun­
an nasional daerah, khususnya 
Kalimantan Selatan.

Melalui kerja sama ini, pi­
haknya memberikan pelindu­
ngan menyeluruh atas portofolio 
kredit Bank Kalsel, baik pada 
sektor konstruksi, maupun non­
konstruksi, seperti pengadaan 
barang dan atau jasa, guna 
men dukung penyaluran pem­
biayaan yang lebih aman dan 
berkelanjutan.

Dengan dukungan underwrit­
ing dan ketentuan tarif yang 
kompetitif, pihaknya memastikan 
mitra BPD menda patkan solusi 
proteksi yang optimal.

“Hal ini guna mendukung 
pem bangunan infrastruktur na­
sional,” ujar Budhi dalam kete­

rangannya, Minggu (1/2/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS), sektor kons­
truksi di Kalimantan Selatan 
tumbuh 7,52 persen dibanding­
kan triwulan sebelumnya (q to q/
quartal to quartal) pada triwulan 
III­2025, menjadikannya salah 

satu motor pendorong utama 
pertumbuhan ekonomi daerah. 

Bahkan, pada triwulan IV­
2024, sektor konstruksi juga ter­
catat menyumbang pertumbuhan 
hingga 11,69 persen.

Hal ini mencerminkan kuat­
nya aktivitas investasi dan pem­

bangunan di wilayah tersebut, 
terlebih dengan posisi strate­
gisnya sebagai Gerbang Ibu 
Kota Nusantara (IKN) yang 
progresnya semakin masif pada 
tahun ini.

Di kesempatan yang sama, 
Direktur Bisnis Bank Kalsel 

Akhmad Fauzi Noor menilai, 
Askrindo adalah mitra strategis 
yang memiliki peran penting 
dalam mendukung pengemba­
ngan bisnis pembiayaan Bank 
Kalsel.

Alhasil, imbuh Akhmad, se­
tiap kali kami mengembangkan 
produk pembiayaan, Askrindo 
selalu siap mendukung sejak 
awal. 

“Sinergi ini memberi kami 
kepercayaan diri untuk terus 
menyalurkan pembiayaan secara 
sehat dan berkelanjutan,” kata 
Akhmad.

Ia menegaskan, kerja sama ini 
juga menjadi tonggak penting 
bagi Askrindo dalam mendorong 
standarisasi layanan asuransi 
kredit bagi BPD.

Untuk itu, lewat kerja sama 
ini, pihaknya ingin layanan 
asuransi kredit Askrindo makin 
praktis dan mudah diakses oleh 
mitra perbankan. 

“Kami benahi dari hulu ke hi­
lir, mulai dari perizinan produk, 
struktur tarif, sampai proses 
klaim dan subrogasi, supaya 
se muanya bisa berjalan lebih 
simpel, transparan dan cepat 
merespons kebutuhan di lapa­
ngan,” bebernya.

Dengan adanya pelindungan 
risiko yang komprehensif dari 
Askrindo, serta sinergi yang kuat 
dengan Bank Kalsel, ia berharap, 
pembiayaan sektor produktif di 
Kalimantan Selatan dapat terus 
tumbuh secara berkelanjutan.

“Tentunya, hal ini juga ber­
kontribusi positif terhadap pereko­
nomian daerah,” tutupnya. ■ IMA

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk puas dengan 
hasil rangkaian kegiatan BTN Expo 2026. Salah 
satunya sukses melahirkan puluhan inovator muda 
sebagai penggerak baru ekosistem perumahan nasional.

TUTUP BTN EXPO 2026:
Direktur Utama PT Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk 
Nixon LP Napitupulu (keempat 
dari kiri) bersama Wakil Menteri 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (PKP) Fahri 
Hamzah (keempat dari kanan)  
berfoto bersama para pemenang 
BTN Housingpreneur 2025 
dalam acara Awarding BTN 
Housingpreneur 2025 sekaligus 
Closing Ceremony BTN Expo 
2026 di Jakarta International 
Convention Center (JICC), Sabtu 
(31/1/2026). BTN Expo 2026 
menjadi penutup rangkaian BTN 
Housingpreneur 2025 dengan 
mencatat 1.170 submission dan 
melahirkan 58 inovator muda di 
sektor perumahan.

FOTO: DOK BTN
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TUNJUKKAN DOKUMEN KERJA SAMA: Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto (kiri) dan Direktur 
Bisnis Bank Kalimantan Selatan (Kalsel), Akhmad Fauzi Noor berfoto bersama usai melakukan  
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Asuransi Kredit Konstruksi dan Non-Konstruksi, di Graha 
Askrindo, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

FOTO: INSTAGRAM KEMAS ERWAN HUSAINY 

Kemas Erwan Husainy

FOTO: IG PTSPNSULTENG 

Jatmiko K Santosa
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Harta Karun
Maluku Ekspor Ikan 
Beku Capai 90 Miliar 
PROVINSI Maluku mencatat ekspor ikan beku mencapai 
1.137.126 kilogram (kg) dengan nilai Rp 90,56 miliar pada 
periode Januari hingga September 2025. Adapun jenis 
ikan beku diekspor tersebut didominasi oleh jenis ikan 
tuna dan udang vaname yang memiliki nilai jual tinggi di 
pasar internasional.

Adapun negara importir produk ikan beku Maluku 
antara lain Vietnam, Jepang dan Amerika Serikat.  

TEKANAN pada aliran modal 
asing kembali meningkat pada 
pekan keempat Januari 2026, 
seiring naiknya persepsi risiko 
global yang tercermin dari 
kenaikan premi Credit Default 
Swap (CDS) Indonesia tenor 
lima tahun menjadi 75,31 ba-
sis poin (bps) pada 29 Januari 
2026.

Posisi premi CDS tersebut 
lebih tinggi dibandingkan po-
sisi 73,05 basis poin pada 23 
Januari 2026. 

“Kondisi tersebut beriringan 
dengan aksi jual bersih investor 
nonresiden di pasar keuangan 
domestik dalam periode 26–29 
Januari 2026,” ungkap Di-
rektur Eksekutif Departemen 
Komunikasi Bank Indonesia 
(BI) Ramdan Denny Prakoso 
dalam keterangan resmi BI, 
Minggu (1/2/2026). 

CDS merupakan instru-
men derivatif keuangan yang 
 berfungsi sebagai kontrak 
asuransi atau proteksi terha-
dap risiko gagal bayar (credit 
event) atas suatu obligasi atau 
utang. 

Ramdan menyampaikan 
bahwa BI terus men cermati 
dinamika aliran  modal  asing 
dan perkembangan  pasar 
keuangan g lobal  secara 
 seksama. 

Menurutnya, penguatan 
koordinasi kebijakan dengan 
Pemerintah dan otoritas terkait 
menjadi langkah utama untuk 
menjaga stabilitas eksternal. 

“Langkah tersebut juga 
 untuk memperkuat keper-
cayaan investor terhadap fun-
damental perekonomian nasio-

nal,” ujar Ramdan. 
Berdasarkan data transaksi 

selama 26–29 Januari 2026, 
investor non residen tercatat 
melakukan jual neto sebesar 
Rp 12,55 triliun. 

Investor non-residen (bukan 
penduduk) adalah individu, 
perusahaan, atau entitas  asing 
yang berdomisili di luar negeri 
namun menanamkan modal 
di suatu negara (seperti Indo-
nesia) untuk mencari keun-
tungan. 

Aksi tersebut terutama ter-
jadi di pasar saham dengan 
nilai jual neto Rp 12,40 triliun 
serta di pasar Surat Berharga 
Negara sebesar Rp 2,77 triliun, 
sementara pada instrumen 
Sekuritas Rupiah Bank Indo-
nesia tercatat beli neto sebesar 
Rp 2,61 triliun.

“Secara kumulatif sepan-
jang tahun 2026 hingga 29 
Januari 2026, aliran modal 
asing masih menunjukkan 
kinerja yang relatif terjaga,” 
ujar Ramdan. 

Data setelmen (proses akhir 
dalam transaksi keuangan 
atau pembayaran) mencatat 
non residen membukukan beli 
neto sebesar Rp 4,84 triliun 
di pasar saham dan Rp 6,18 
triliun di Sekuritas Rupiah 
Bank  Indonesia (SRBI), meski-
pun masih terdapat jual neto 
sebesar Rp 0,10 triliun di pasar 
Surat Berharga Negara (SBN).

Dikatakan Ramdan, ke de-
pan, BI menegaskan akan 
terus mengoptimalkan strategi 
 bauran kebijakan yang ditem-
puh secara terukur dan kon-
sisten.  NOV

BI Perkuat Ketahanan Eksternal

Aliran Modal Asing 
Ke RI Kembali Naik 

PENTINGNYA koordinasi dan 
sinergi antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah menjelang Hari 
Besar Keagamaan Nasio nal 
(HBKN) seperti Ramadan, Idul 
Fitri, dan Imlek disampai kan 
Menteri Koordinator  Bidang 
Pe rekonomian  Ai r l angga 
 Hartarto saat memimpin High 
Level Meeting Tim Pengen-
dalian Inflasi Pusat (HLM 
TPIP). 

Rapat tersebut digelar sebagai 
upaya pemantapan kesiapan 
menjelang HBKN sekaligus 
 bentuk komitmen bersama men-
jaga stabilitas dalam rangka 
mendukung akselerasi pertum-
buhan ekonomi nasional dan 
penca paian Asta Cita.

Airlangga mengatakan, Peme-
rintah bersama Bank Indonesia 
(BI) terus memperkuat sinergi 
dan koordinasi guna menjaga 
infl asi Indeks Harga Konsumen 
(IHK) tetap berada dalam 
 rentang sasaran 2,5±1 persen 
pada 2026.

Menurutnya, pengendalian 
infl asi pangan bergejolak (vola-
tile food) menjadi fokus utama, 
terutama pada komoditas bahan 
makanan pokok.

“Terka i t  vo la t i l e  food , 
 terutama makanan, terus kita 
jaga di kisaran 3 sampai  dengan 
5 persen,” kata Airlangga 
dalam keterangan resmi, Sabtu 
(31/1/2026).

Ia menyebut, Pemerintah juga 
mendorong agar koordinasi 
antara pusat dan daerah terus 
dijaga, khususnya dalam penga-
daan pasokan pangan antar 
waktu dan antar wilayah melalui 
peningkatan produktivitas dan 
pembiayaan. Serta peningka-
tan kelancaran logistik untuk 
se jumlah komoditas seperti 
bawang merah, bawang putih, 
dan terutama beras.

“Pemerintah menekankan 
pentingnya penguatan koor-
dinasi pusat dan daerah dalam 
menjaga pasokan serta kelan-
caran distribusi pangan agar 

tekanan harga dapat ditekan 
lebih dini,” ujarnya.

Selain pasokan pangan, 
Pemerintah dan BI turut mem-
perkuat koordinasi kebijakan 
harga yang diatur Pemerintah 
(administered prices). 

Penetapan kebijakan terse-
but akan mempertimbangkan 
waktu penerapan, tahapan, serta 
besaran penyesuaian agar tidak 
menekan daya beli masyarakat.

Koordinasi komunikasi ke-
bijakan juga terus diperkuat 
untuk menjaga ekspektasi infl asi 

 publik tetap terkendali.
Airlangga menjelaskan, infl asi 

pada kuartal I-2026 berpotensi 
menghadapi tekanan dari ber-
bagai faktor, mulai dari ketidak-
pastian global yang memicu 
imported infl ation, faktor iklim 
dan cuaca, hingga pola musiman 
selama HBKN seperti Ramadan 
dan Idul Fitri.

Pemerintah telah menyiapkan 
sejumlah stimulus untuk mere-
dam dampak tersebut, antara 
lain diskon tarif transportasi dan 
tarif tol, serta bantuan pangan 
bagi Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) desil 1 hingga 4 pada 
Februari dan Maret 2026.

Airlangga menambahkan, 
 dukungan infrastruktur dan 
logistik juga difokuskan pada 
daerah  terdampak bencana agar 
distribusi pangan tetap lancar 
dan tekanan inflasi dapat di-
tekan.

Mantan Ketua Umum Partai 
Golkar itu memastikan Peme-
rintah terus mendorong du-
kungan infrastruktur dan logistik 
di daerah bencana. 

Ia menyebutkan, tekanan in-
fl asi di sejumlah wilayah terse-
but mulai menunjukkan tren 
penurunan.

“Menjelang Hari Raya Leba-

ran, sejumlah program telah 
dipersiapkan, termasuk dis-
kon transportasi, baik pesa-
wat,  kereta api, angkutan laut, 
 angkutan  darat, maupun jalan 
tol. Demikian pula bantuan 
 sosial, baik berupa beras maupun 
 minyak goreng, sedang kami 
siapkan,” ujarnya.

Upaya pengendalian inflasi 
turut diperkuat melalui program 
Gerakan Pengendalian Inflasi 
dan Pangan Sejahtera sebagai 
pengembangan dari Gerakan 
Nasional Pengendalian Infl asi 
Pangan (GNPIP). 

Hal senada disampaikan Men-
teri Dalam Negeri Muhammad 
Tito Karnavian. Dia memasti-
kan, Pemerintah fokus mengen-
dalikan harga komoditas pangan 
sebagai langkah utama menjaga 
stabilitas infl asi nasional agar 
tidak berdampak pada daya beli 
masyarakat.

Menurutnya, infl asi sejauh ini 
masih relatif terkendali berkat 
koordinasi rutin antara Peme-
rintah Pusat dan Daerah.

“Meski demikian, Pemerintah 
tetap menaruh perhatian besar 
pada arah pergerakan inflasi, 
terutama pada komoditas yang 
paling dirasakan langsung oleh 
masyarakat,” ujarnya.  DIR 

Cegah Harga Pangan Bergejolak

Pemerintah Perkuat Sinergi
Jelang Imlek & Bulan Puasa 
Pemerintah Pusat memperkuat sinergi dengan 
Pemerintah Daerah di dalam mencegah harga pangan 
bergejolak menjelang perayaan Imlek, bulan suci 
Ramadan dan perayaan Idul Fitri. Upaya itu ditargetkan 
dapat mengedalikan inflasi pada momen tersebut. 

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI
Nomor 15/Eks.SHT/2023/PN Jkt.Utr
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Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 15/Eks.SHT/2023/PN 
Jkt.Utr, tanggal  16 Agustus 2023,  saya:  H. Edy Rahmansyah, S,H.,  Panitera  Pengadilan 
Negeri Jakarta Utara,  memberitahukan dengan resmi  pelaksanaan  lelang eksekusi  dalam 
perkara  antara  PT. Bank Pan Indonesia, Tbk  atau  disingkat PT. Bank Panin Tbk  Lawan 
PT. Berkah Sentosa Garmindo  dan  Nyonya Ngui Fui Sian, dengan objek sebagai berikut:

-      2 (dua) bidang tanah  Sertifikat Hak Milik  No. 5494/ Kamal Muara  tanggal 12 Juni 2007,
luas 792 M2, tercatat atas nama Nyonya (Janda) Ngui Fui Sian, Surat Ukur Nomor: 
06736/Kamal Muara/ 2007,  tanggal 4 Mei 2007, terletak di Jalan Ebony Golf VIl No. 33, 
Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Administratif Jakarta Utara,  dan  Sertifikat Hak 
Milik No. 5495/ Kamal Muara  tanggal 12 Juni 2002,  luas 887 m2,  tercatat atas nama 
Nyonya (Janda) Ngui Fui Sian,  Surat Ukur Nomor: 06737/Kamal Muara/2007, tanggal 4 
Mei 2007, terletak dan dikenal umum di Jalan Ebony Golf VII No. 31, Kel. Kamal Muara, 
Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, menjadi satu kesatuan yang diatasnya berdiri bangunan 
rumah tinggal permanen berlantai 3 terdiri dari dinding tembok, lantai granit, atap dak cor;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
-   Sebelah Depan/Timur        : JI. Ebony Golf VIl;
-   Sebelah Belakang/Barat    : Danau Ebony;
-   Sebelah Kanan/Selatan     : Rumah No. 31 A;
-   Sebelah Kiri/Utara              : Fasilitas umum JI. Ebony;

Nilai Limit : Rp. 80.172.000.000,00
Uang Jaminan : Rp. 24.051.600.000,00

Pelaksanaan Lelang :
Hari  : Rabu
Tanggal  : 04 Maret 2026
Jenis Penawaran : terbuka (open bidding)
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 04 Maret 2026 pukul 09:15 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II,
    Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Senen, Jakarta Pusat
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat-syarat dan Ketentuan Eksekusi Lelang sebagai berikut :
1.   Calon   peserta   lelang    mendaftarkan  diri    dan    mengaktifkan   akun    pada    website:

www.portal.lelang.go.id dan/atau www.lelang.go.id dengan merekam dan mengunggah 
softcopy KTP,  NPWP dan Nomor Rekening atas nama sendiri (uang jaminan dikembalikan 
ke nomor tersebut jika peserta tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang);

2.   Setiap  peserta lelang  diwajibkan menyetor uang jaminan  ke nomor Virtual Account (VA)
dengan ketentuan disetorkan sekaligus (bukan dicicil) serta harus sudah efektif diterima 
KPKNL selambat lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang:

3.   Pemenang lelang  harus melunasi kewajibannya dan  bea lelang pembeli 2% paling lambat
5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dilunasi uang jaminan akan 
disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa Lainnya:

4.   Objek dilelang dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (as is);
5.   Bagi  peminat lelang  apabila  hendak  melihat  objek lelang  dipersilahkan  untuk  melihat

langsung ke lokasi dan jika perlu dapat menanyakan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri 
Jakarta Utara;

Jakarta, 2 Februari 2026
Panitera

T.T.D

H. Edy Rahmansyah, S.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL. R.E. Martadinata No. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
Website : www.pn-jakartautara.go.id, Email : pengadilannegerijakartautara@gmail.com

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KELAS 1A KHUSUS

JL. R.E. Martadinata No. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
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RELAAS PANGGILAN SIDANG 
Nomor : 798/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr

Pada hari ini    Senin,   tanggal    02  Februari  2026,   saya Sartono, selaku Jurusita Pengganti 
pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Hakim/Panitera Pengadilan 
Negeri tersebut, untuk melaksanakan pekerjaan ini:

--------------------------- MEMANGGIL SECARA SAH DAN RESMI KEPADA: ---------------------------

JENNY ANISYAH PUTRI,  yang dahulu diketahui beralamat di Jl. Lodan Raya KP Bandan No. 47 A,
RT/RW 008/002, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, Namun 
sekarang tidak diketahui alamatnya, Selanjutnya disebut sebagai….......................TERGUGAT;

Supaya ia datang menghadap pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA 
Khusus, Jalan Laksamana R.E. Martadinata No. 4 Ancol Selatan Tanjung Priok Jakarta Utara, pada:

Hari            : RABU
Tanggal         : 04 MARET 2026
Pukul             : 10:00 WIB

Dalam perkara perdata gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta 
Utara  tanggal 27-11-2025, register Nomor : 798Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr, antara:

PT HARDCORINDO SEMESTA JAYA, sebagai ....................................................PENGGUGAT;
Melawan

JENNY ANISYAH PUTRI, sebagai ..........................................................................  TERGUGAT;

Demikianlah relaas panggilan sidang ini saya laksanakan melalui Surat Kabar Harian Rakyat 
Merdeka, dan kepada khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohon supaya 
memberitahukan kepada yang bersangkutan tersebut;

yang memanggil,
Jurusita Pengganti tersebut

ttd.
SARTONO

Nip. 197506172014081001

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KELAS 1A KHUSUS

JL. R.E. Martadinata No. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
Website : www.pn-jakartautara.go.id, Email : pengadilannegerijakartautara@gmail.com
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RELAAS PANGGILAN SIDANG 
Nomor : 824/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr

Pada hari ini    Senin,   tanggal    02  Februari  2026,   saya   Sartono,  selaku Jurusita Pengganti 
pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Hakim/Panitera Pengadilan 
Negeri tersebut, untuk melaksanakan pekerjaan ini:

------------------------- MEMANGGIL SECARA SAH DAN RESMI KEPADA: -------------------------

Sdr. WIBISONO,  dahulu tercatat beralamat  di  Jalan Petogogan II  No.57  RT.01/RW.07,  
Kelurahan Pulo,  Kecamatan Kebayoran Baru,  Jakarta Selatan,  Sekarang tidak diketahui 
alamat dan tempat tinggalnya, Selanjutnya disebut sebagai….................................TERGUGAT;

Supaya ia datang menghadap pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA 
Khusus, Jalan Laksamana R.E. Martadinata No. 4 Ancol Selatan Tanjung Priok Jakarta Utara, pada:

Hari            : SENIN
Tanggal         : 02 MARET 2026
Pukul             : 10:00 WIB

Dalam perkara perdata gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta 
Utara  tanggal 08-12-2025, register Nomor : 824Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr, antara:

Sdr. YOHANES SETIAWAN, DKK, sebagai ...............................................PARA PENGGUGAT;
MelawanSdr. WIBISONO, sebagai ........................................................................................  TERGUGAT;

Dan
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL  Cq.  
KANTOR BADAN PERTANAHAN/BPN KOTAMADYA JAKARTA UTARA, DKK,  sebagai……..
……...........................................................................................……..PARA TURUT TERGUGAT;

Demikianlah relaas panggilan sidang ini saya laksanakan melalui Surat Kabar Harian Rakyat 
Merdeka, dan kepada khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohon supaya 
memberitahukan kepada yang bersangkutan tersebut;

yang memanggil,
Jurusita Pengganti tersebut

ttd.
SARTONO

Nip. 197506172014081001

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai Pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 Ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

PENGUMUMAN
(Tentang Sertipikat Hilang)
Nomor : 3/DI304-09.03/I/2026

No Nama
Pemohon KETERANGAN

1 Hak Guna
Bangunan
No.1555/

Keagungan

- 00570/
  Keagungan/
2018

- 26-12-2018
- 8 M2

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pengumuman ini dimuat dalam Surat Kabar,
bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami
dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.
Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian
Sertipikat tersebut diatas, maka Sertipikat Pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut
hukum, dan Sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Hak Atas
Tanah Jenis
dan No. Hak

Yaya Indriyati

Terdaftar Atas
Nama

Yaya
Indriyati

Tanggal
Pembukuan

a. Jalan
b. Kelurahan
c. Kecamatan

Letak Tanah

a. Kemanan II
    RT.12 RW.06
b. Kelurahan
    Keagungan
c. Kecamatan
    Tamansari

Asl i  Dokumen sebagaimana
dimaksud kolom 3 TELAH HILANG
sesuai Surat Kehilangan dari
Kepol is ian Negara Republ ik
Indonesia Daerah Metro Jaya Resor
Metropolitan Jakarta Barat Nomor :
Sket/72/VII/2025/Sat Reskrim/Restro
JB Tanggal 17 Juli 2025.

26-12-2018

- Surat Ukur
- Tanggal
- Luas

1 2 3 4 5 6 7 8

-

Jakarta, 19 Januari 2026
A.n Kepala Kantor Pertanahan
Kota Administrasi Jakarta Barat

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
ttd

DRS. BAMBANG PAMUNGKAS, A.Ptnh., M.H
NIP. 19681209 198803 1 001

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jalan Kembangan Utama, Komplek Perumahan Taman Permata Buana
Jakarta Barat, Telp.021-5825868-69

Nomor Berkas
Nama Pemohon
DI 301

: 85201/2025
: Yaya Indriyati
: 42295/2025

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan  pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997  tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:

PENGUMUMAN
TENTANG SERTIPIKAT HILANG

Nomor : 12 / 2026

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pengumuman ini, bagi mereka yang merasa
keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan
bukti yang kuat.
Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian
Sertipikat tersebut diatas, maka Sertipikat Pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut
hukum, dan Sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DKI JAKARTA

Jalan Raya Tj. Barat No.1, RW.1 Tj. Barat, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan
Telp. (021) 7884 766, Email : kot-jaksel@atrbpn.go.id

Nomor Berkas
Nama Pemohon
DI 301

: 87743/2025
: PT. Jever Trading, berkedudukan di Jakarta Selatan
: 37329/2025

No. Nama/Alamat
Pemohon

1. Achmad Syarif selaku
kuasa dari Young Ik Chang qq.
PT. Jever Trading,
berkedudukan di Jakarta
Selatan

Jl.Damai II No 38 RT 006
RW 002, Kelurahan Ciganjur,
Kecamatan Jagakarsa, Kota
Administrasi Jakarta Selatan

Hak Atas Tanah
Jenis dan

Nomor Hak

Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun
NIB.09.02.000021090.3
Kelurahan Pela
Mampang

NIB
Terdaftar

Atas
Nama

PT. Jever
Trading,

berkedudukan
di Jakarta
Selatan

Keterangan

09.02.
00002
1090.3

Tanggal
Pembukuan

05 Februari
2025

Letak Tanah :
a. Jalan
b. Desa/Kel.
c. kec.

a. Gedung Rusun
    Hunian Kondominium
    Kintamani Jl.Pela
    Mampang Rt.006
    Rw.08 Lantai 15-D/15/6
    Blok D
b. Pela Mampang
c. Mampang Prapatan

Surat Tanda Penerimaan Laporan
Kehilangan Barang/Surat-Surat
dari Kapolres Metro Jaksel Kanit
I I I  S P K T  N o . P o l :
4573/B/X/2025/Res Jaksel
tanggal  2 Oktober 2025.

Surat Pengantar Laporan
Kehilangan dari Kapolres Metro
Jakarta Selatan polda Metro Jaya
Nomor: B/2098/ XI/RES.1.2/2025
tanggal 30 November 2025.
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Jakarta, 26  Januari 2026
a.n. Kepala Kantor Pertanahan

Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

Ttd

Marcellinus Wiendarto, S.H., M.H.
NIP. 19860426 2011011008

-

-

Airlangga  Hartarto

INSTAGRAM @airlanggahartarto_offi  cial

DIALOG DENGAN 
PELAKU PASAR MODAL: 
Menteri Investasi dan Hilirisasi 
sekaligus Chief Executive 
Offi  cer (CEO) Danantara 
Rosan Roeslani 
(kedua kanan) didampingi 
Chief Investment Offi  cer 
(CIO) Danantara Pandu 
Sjahrir (kanan), saat berjabat 
tangan dengan Pejabat 
pengganti Ketua dan Wakil 
Ketua Dewan Komisioner 
Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) Friderica Widyasari 
Dewi (kedua kiri) dan Anggota 
Dewan Komisioner Pengganti 
Kepala Eksekutif Pengawas 
Pasar Modal, Keuangan 
Derivatif, dan Bursa Karbon 
Hasan Fawzi (kiri) usai dialog 
bersama pelaku pasar modal 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
di Jakarta, Minggu (1/2/2026).

 ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA/AGR



Cegah Banjir Terus Berulang Setiap Tahun

Amdal & Tata Ruang DKI
Saatnya Dibenahi Serius

Emak-emak Tidak
Setuju Sering PJJ
SELAMAT pagi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Izin 
menyampaikan unek-unek sebagai emak-emak yang anaknya 
masih sekolah dan sering kena Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). 

Terus terang, anak-anak Jakarta nggak usah terlalu 
dimanja dengan PJJ. Biarkan mereka tetap berangkat ke 
sekolah walaupun hujan. Hujannya juga bukan hujan badai, 
cuma hujan biasa. 

Masa hujan sedikit langsung PJJ? Coba lihat anak-anak 
di pelosok daerah, Pak. Mereka harus menyeberangi sungai 
karena nggak ada jembatan, naik turun bukit, jalan kaki jauh, 
tapi tetap semangat sekolah. Lah kita di Jakarta, fasilitas 
lengkap, sekolah dekat rumah, kok malah sedikit-sedikit PJJ. 

PJJ itu seharusnya nggak dipukul rata. Silakan PJJ khusus 
untuk anak-anak yang rumahnya terdampak banjir, atau akses 
jalannya benar-benar terputus. Tapi kalau cuma hujan biasa 
dan jalur aman, ya tetap sekolah dong. Apalagi anak kelas 6, 
9, dan 12 yang sebentar lagi mau ujian. Persiapan penting 
malah dihabiskan dengan PJJ yang seringkali tidak efektif.

Tolong Pak, PJJ jangan dijadikan solusi instan setiap 
hujan. Harapan kami sederhana: sekolah tetap jalan normal, 
PJJ dipakai khusus kondisi darurat, bukan kebiasaan. Terima 
kasih Pak, sudah mau mendengar curhatan emak-emak.

IG: @fajaranidiah

ANGGOTA Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) DKI Ja-
karta Lukmanul Hakim menilai, 
AMDAL dan tata ruang yang 
semrawut, merupakan salah satu 
biang kerok banjir di Jakarta. 

“Banjir yang terus berulang 
di Jakarta, perlu juga dilihat dari 
perspektif kesalahan AMDAL 
dan tata ruang,” tandasnya, di Ge-
dung DPRD DKI, Kebon Sirih, 
Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Langkah konkretnya, menurut 
Lukmanul, penerbitan AMDAL 
dan tata ruang terkait pembangunan 
gedung-gedung atau hunian berting-
kat, ke depannya harus lebih teliti.

Karena, menurutnya, pemba-
ngunan hunian bertingkat di 
Jakarta, tidak diimbangi dengan 
pembangunan drainase yang 
laik. Sehingga, air meluber ke 
jalan dan menyebabkan banjir 
di sejumlah wilayah.

“Setiap tahun dan setiap perio-

de, persoalannya adalah banjir 
dan macet. Itu karena ruwetnya 
tata ruang dan AMDAL, se-
hingga banjir dan macet belum 
terselesaikan,” katanya. 

Untuk itu, Lukmanul mene-
gaskan bahwa Pemprov DKI 
sebaiknya menangani banjir den-
gan sudut pandang pencegahan, 
berupa AMDAL dan penataan 
ruang yang lebih teliti. “Supaya, 
penyelesaiannya lebih efektif 
dan efisien,” tandas politisi Par-
tai Amanat Nasional (PAN) ini. 

Menurut Gubernur DKI Ja-
karta Pramono Anung, tata ruang 
di Jakarta sudah sangat sulit 
diubah. “Jangan sampai dalam 
tata ruang yang sudah padat ini, 
masyarakat masih membuang 
sampah sembarangan,” katanya, 
saat meninjau pengerukan Kali 
Sepak, di Kembangan, Jakarta 
Barat, Senin (26/1/2026).

Pram mengingatkan, kebiasaan 

membuang sampah sembarangan, 
mengganggu fungsi infrastruk-
tur pengendalian banjir. “Akan 
mengganggu Cengkareng Drain 
dan pintu-pintu air yang selama 
ini kita kelola,” tandasnya.

Pram menyampaikan hal ter-
sebut, setelah melihat tumpukan 
sampah di sekitar permukiman 
warga yang terdampak banjir di 
Jakarta Barat.

Sebelumnya, di Balai Kota 
Ja karta, Pram juga menyoroti 
faktor yang memperparah banjir 

selain cuaca ekstrem, seperti 
ke biasaan membuang sampah 
sembarangan dan mendirikan 
bangunan di bantaran sungai.

“Orang masih buang sampah 
sembarangan, masih memba-
ngun di atas bantaran sungai, 
itu yang sebenarnya sudah tidak 
boleh lagi,” tegas mantan ang-
gota DPR ini.

Pram menjelaskan, banjir yang 
terjadi di Jakarta juga dipicu 
curah hujan ekstrem. Misalnya 
pada 18 Januari 2026, intensitas 

hujan 267 milimeter per hari.

OMC Boros Anggaran
Menurut Anggota DPRD DKI 

Lukmanul Hakim, Pemprov 
DKI menganggarkan uang un-
tuk penanganan banjir terlalu 
banyak, tapi penyelesaiannya 
tidak tuntas.

Lukmanul juga mengkritisi 
langkah Pemprov DKI dalam 
penangan banjir dengan sering 
melakukan Operasi Modifikasi 
Cuaca (OMC). 

Menurut dia, OMC mengham-
bur-hamburkan uang, karena bu-
kan solusi mengatasi banjir. “Itu 
buang-buang duit saja,” ucapnya.

Apalagi, kata Lukmanul, bia-
ya untuk OMC tidak sedikit. 
Berdasarkan keterangan Badan 
Meteorologi, Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG), lanjut Luk-
manul, sekali OMC biayanya 
Rp 300 juta. 

Karena itulah, ke depannya, 
Lukmanul menyarankan agar 
Pemprov DKI tidak terlalu ba-
nyak melakukan OMC. 

Anggaran untuk OMC, sara-
nnya, bisa digunakan untuk lang-
kah pencegahan banjir. ■ DRS/RAA

Banjir Di Kramat Jati 
Kapan Tertangani? 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didorong 
membenahi dengan serius Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (AMDAL) dan tata ruang. Sebab, buruknya 
pengelolaan dua hal tersebut disinyalir penyebab 
utama banjir terus berulang di Ibu Kota setiap tahun. 

KEPADA Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta. Ayo 
dong tangani banjir di wilayah Kramat Jati, Jakarta Timur. 
Dari tahun 80-an sampai sekarang rasanya nggak pernah 
berubah. Bahkan sejak akhir tahun 2000-an, air dari Kali 
HEK sudah sering meluap sampai ke jalan raya. 

Sampai sekarang kondisi masih seperti itu, seolah-olah 
wilayah Kramat Jati nggak pernah benar-benar dilihat dan 
diprioritaskan. Di bantaran kali juga masih banyak bangunan liar. 

Mohon Pak, sudah waktunya penertiban bangunan dan 
pelebaran sungai, supaya masalah banjir ini nggak terus 
berulang setiap tahun.

085672394XXX

Untuk Dinas Bina Marga DKI Jakarta, mohon perbaiki 
jalan berlubang dengan serius. Malam Senin kemarin, saya 
jatuh karena terperosok lubang, di wilayah Gading Nias, 
Pengangsaan, Jakarta Utara. Handphone (HP) saya sampai 
jatuh dari holder dan masuk ke lubang yang tergenang air. 

Kondisi jalan gelap, penerangan minim, jadi lubangnya 
sama sekali tidak terlihat. Mohon atensinya, sebelum makin 
banyak korban lain.

081330587XXX

Assalamualaikum Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. 
Mohon tertibkan pedagang yang berjualan menggunakan 
mobil di Rawa Cipondoh arah Sipon. 

Mobil menutup trotoar dan membuat jalan jadi sempit serta 
semrawut. Selain menyulitkan pejalan kaki, keberadaan 
mobil mereka kerap menyebabkan kemacetan.

087876943XXX

Halo Wali Kota Depok, di Sekolah Baktijaya 4, Depok 
Timur, jalan di depannya sangat ramai kendaraan lalu lalang. 
Tolong buatkan Zona Selamat Sekolah (ZOSS), karena 
sangat rawan dan membahayakan keselamatan anak-anak, 
saat jam masuk dan pulang sekolah.

081184158XXX

KERAHKAN ALAT 
BERAT KERUK KALI: 
Petugas kebersihan 
sedang mengeruk lumpur 
menggunakan alat berat 
di Kali Cideng, Kuningan, 
Jakarta Selatan, Sabtu 
(31/1/2026). Pengerukan 
lumpur dan sampah di Kali 
Cideng segmen Kuningan 
dilaksanakan secara bertahap 
sepanjang tahun. Langkah ini 
dilakukan untuk mencegah 
pendangkalan sehingga kali 
optimal menampung air hujan.
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MEGAPOLITAN 11
SENIN KLIWON

• 2 FEBRUARI 2026  
• 14 SYABAN 1447 H

• 14 RUWAH 1959

Pembaca diundang menyampaikan informasi, keluhan 
dan komentar tentang kepentingan umum ke email: 

rakyatmerdeka12@gmail.com dan WA ke nomor: 085770411900

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI BOGOR

Jalan PengadilanNomor10, RT.03/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor,
Jawa Barat 16121Website :www.pn-bogor.go.id, Email : surat@pn-bogor.go.id

RELAAS PANGGILAN SIDANG SECARA UMUM
Perkara Nomor 10/Pdt.G/2026/PN Bgr

Pada hari : Senin, tanggal : 02 Februari 2026, Saya Eko Mardiyanto Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bogor, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, ditunjuk melaksanakan
pekerjaan ini;

TELAH MEMANGGIL

Mas Djaja Djapa, Dahulu bertempat tinggal di Jalan Suryakencana No.142, Kelurahan Gudang, Kecamatan
Bogor Tengah, Kota Bogor, dan saat Ini Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia, sebagai  Tergugat ;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor yang diselenggarakan di:

Jalan :  Jl. Pengadilan No.10 Bogor;
Hari :  Rabu;
Tanggal :  25 Februari 2026;
Pukul :  13.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Ny. Mujiati Sebagai  Penggugat;
Lawan

Mas Djaja Djapa Sebagai  Tergugat;
Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor Sebagai  Turut Tergugat;

Panggilan ini secara umum ini saya jalankan melalui Iklan Media Massa/Koran,

Demikian relaas panggilan sidang secara umum ini dibuat untuk diketahui oleh khalayak umum, Panggilan sidang
ini berdasarkan Pasal 390 H.I.R;

Jurusita Pengganti,

Ttd

Eko Mardiyanto
Nip.198703192006041003

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI BOGOR

Jalan PengadilanNomor10, RT.03/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor,
Jawa Barat 16121Website :www.pn-bogor.go.id, Email : surat@pn-bogor.go.id

RELAAS PANGGILAN SIDANG SECARA UMUM
Perkara Nomor 9/Pdt.G/2026/PN Bgr

Pada hari : Senin, tanggal : 02 Februari 2026, Saya : Eko Mardiyanto Jurusita Pengganti pada Pengadilan
Negeri Bogor, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, ditunjuk melaksanakan
pekerjaan ini;

TELAH MEMANGGIL

Mas Djaja Djapa, dahulu bertempat tinggal di Jalan Suryakencana No.142, Kelurahan Gudang, Kecamatan
Bogor Tengah, Kota Bogor dan sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor yang diselenggarakan di:

Jalan :  Jl. Pengadilan No.10 Bogor;
Hari :  Rabu;
Tanggal :  25 Februari 2026;
Pukul :  13.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Ny. Mujiati Sebagai  Penggugat;
Lawan

Mas Djaja Djapa Sebagai  Tergugat;
Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor Sebagai  Turut Tergugat;

Panggilan ini secara umum ini saya jalankan melalui Iklan Media Massa/Koran,

Demikian relaas panggilan sidang secara umum ini dibuat untuk diketahui oleh khalayak umum, Panggilan sidang
ini berdasarkan Pasal 390 H.I.R;

Jurusita Pengganti,

Ttd

Eko Mardiyanto
Nip.198703192006041003

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI BOGOR

Jalan PengadilanNomor10, RT.03/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor,
Jawa Barat 16121Website :www.pn-bogor.go.id, Email : surat@pn-bogor.go.id

RELAAS PANGGILAN SIDANG SECARA UMUM
Perkara Nomor 279/Pdt.G/2025/PN Bgr

Pada hari : Senin, tanggal : 02 Februari 2026, Saya Eko Mardiyanto Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bogor, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, ditunjuk melaksanakan
pekerjaan ini;

TELAH MEMANGGIL

PT. Alma Murni, dahulu bertempat/kedudukan di Jalan Veteran No. 1 Jakarta Pusat, Gambir, Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dan sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya yang pasti di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai  Turut Tergugat I;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor yang diselenggarakan di:

Jalan :  Jl. Pengadilan No.10 Bogor;
Hari :  Rabu;
Tanggal :  04 Maret 2026;
Pukul :  10.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Tn. Hartono Yarmanto Dkk Sebagai  Penggugat;
Lawan

PT. Graha Agung Wibawa/mall Plaza Jambu Dua Sebagai  Tergugat;
PT. Alma Murni Dkk Sebagai  Turut Tergugat;

Panggilan ini secara umum ini saya jalankan melalui Iklan Media Massa/Koran,

Demikian relaas panggilan sidang secara umum ini dibuat untuk diketahui oleh khalayak umum, Panggilan sidang
ini berdasarkan Pasal 390 H.I.R;

Jurusita Pengganti,

Ttd

Eko Mardiyanto
Nip.198703192006041003

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI BOGOR

Jalan PengadilanNomor10, RT.03/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor,
Jawa Barat 16121Website :www.pn-bogor.go.id, Email : surat@pn-bogor.go.id

RELAAS PANGGILAN SIDANG SECARA UMUM
Perkara Nomor 279/Pdt.G/2025/PN Bgr

Pada hari : Senin, tanggal : 02 Februari 2026, Saya Eko Mardiyanto Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bogor, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, ditunjuk melaksanakan
pekerjaan ini;

TELAH MEMANGGIL

Sdr. Ade Hasan/ahli Waris, Sekarang Tidak Diketahui alamat dan Keberadaannya yang pasti di Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor yang diselenggarakan di:

Jalan :  Jl. Pengadilan No.10 Bogor;
Hari :  Rabu;
Tanggal :  04 Maret 2026;
Pukul :  10.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Tn. Hartono Yarmanto Dkk Sebagai  Penggugat;
Lawan

PT. Graha Agung Wibawa/mall Plaza Jambu Dua Sebagai  Tergugat;
PT. Alma Murni Dkk Sebagai  Turut Tergugat;

Panggilan ini secara umum ini saya jalankan melalui Iklan Media Massa/Koran,

Demikian relaas panggilan sidang secara umum ini dibuat untuk diketahui oleh khalayak umum, Panggilan sidang
ini berdasarkan Pasal 390 H.I.R;

Jurusita Pengganti,

Ttd

Eko Mardiyanto
Nip.198703192006041003

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI BOGOR

Jalan PengadilanNomor10, RT.03/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor,
Jawa Barat 16121Website :www.pn-bogor.go.id, Email : surat@pn-bogor.go.id

RELAAS PANGGILAN SIDANG SECARA UMUM
Perkara Nomor 279/Pdt.G/2025/PN Bgr

Pada hari : Senin, tanggal : 02 Februari 2026, Saya Eko Mardiyanto Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bogor, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, ditunjuk melaksanakan
pekerjaan ini;

TELAH MEMANGGIL

Sdr. Ali Achmad/ Ahli Waris, Sekarang Tidak Diketahui alamat dan Keberadaannya yang pasti di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai  Turut Tergugat III ;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor yang diselenggarakan di:

Jalan :  Jl. Pengadilan No.10 Bogor;
Hari :  Rabu;
Tanggal :  04 Maret 2026;
Pukul :  10.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Tn. Hartono Yarmanto Dkk Sebagai  Penggugat;
Lawan

PT. Graha Agung Wibawa/mall Plaza Jambu Dua Sebagai  Tergugat;
PT. Alma Murni Dkk Sebagai  Turut Tergugat;

Panggilan ini secara umum ini saya jalankan melalui Iklan Media Massa/Koran,

Demikian relaas panggilan sidang secara umum ini dibuat untuk diketahui oleh khalayak umum, Panggilan sidang
ini berdasarkan Pasal 390 H.I.R;

Jurusita Pengganti,

Ttd

Eko Mardiyanto
Nip.198703192006041003

RELAAS PANGGILAN SIDANG
Nomor 68/Pdt.Sus-Pailit-Pembatalan Perdamaian/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pada hari ini SENIN, Tanggal 02 FEBRUARI 2026, Saya:

"M. RICKY ROMADHONA"

Pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan
Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjaan ini sebagai JURUSITA PENGGANTI, guna memanggil dengan
resmi kepada:

PT Binakarya Bangun Propertindo, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara
Republik Indonesia, dahulu beralamat dan berkedudukan di Jalan Muara Baru, RT.005/RW.003, Kel. Penjaringan.
Kec. Penjaringan, Jakarta Utara namun sampai saat Permohonan Pembatalan ini diajukan Termohon Pembatalan
tidak diketahui lagi alamatnya, baik didalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk selanjutnya disebut Sebagai "Termohon Pembatalan".

Supaya ia/mereka datang menghadap dipersidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah
ditetapkan untuk itu di Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26. 28. Jakarta Pusat., nanti pada :

HARI SENIN TANGGAL 2 MARET 2026, JAM: 10.00 WIB

Perlunya untuk hadir dalam pemeriksaan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Niaga Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, Nomor 68/Pdt.Sus-Pailit-Pembatalan Perdamaian/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.., dalam
perkara antara:

Jonie Harto Tang, sebagai --------------------------------------------------------------------------------------------- Pemohon;
Terhadap:

PT Binakarya Bangun Propertindo, sebagai -------------------------------------------------------------------- Termohon;

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya bahwa ia / mereka dapat mengambil turunan Permohonan dari
Pemohon di Kepaniteraan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan atas permohonan tersebut ia/mereka
dapat mengajukan jawaban secara lisan / tertulis yang ditanda-tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang
sah dan diajukan/diserahkan pada persidangan tersebut diatas;

Demikian atas Perintah tersebut diatas, Panggilan sidang ini saya jalankan melalui Iklan.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI  JAKARTA PUSAT

Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28,Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Tlp 021 4244440 (H), Fax. 021 4244404, Website: www.pn.jakartapusat.go.id

Jurusita Pengganti,

 ttd.

M. RICKY ROMADHONA

FOTO: DWI PAMBUDO/RAKYAT MERDEKA/RM.ID 

Macet parah di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Kamis (22/1/2026), 
terjadi karena banjir.



                                                          

Berkenaan dengan Permohonan Hak Atas Tanah/Permohonan Pengakuan Hak Atas Tanah seperti tersebut dibawah ini, terhitung mulai diumumkan selama 30 (tiga 
puluh) hari sebelum diproses lebih lanjut, dengan ini diumumkan sebagai berikut :

No

1 2 3 4 5

NAMA PEMOHON PETA BIDANG
TANAH

LETAK
TANAH 

KETERANGAN

Kepada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap Permohonan Hak Atas Tanah/Permohonan Pengakuan Hak Atas 
Tanah seperti tersebut diatas agar mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi       Jakarta Timur, Jalan DR. Sumarno, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta 
Timur dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini dimuat dalam surat 
kabar,              dengan membawa bukti surat-surat ASLI. Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut telah berakhir dan 
ternyata tidak ada sanggahan/keberatan dari pihak lain, maka Permohonan Hak Atas Tanah / Permohonan Pengakuan Hak 
Atas Tanah tersebut akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku.

ANDRE PRAMANA Berdasarkan Surat Tanda Laporn Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-urat dari Kepolisian 
Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Reosr Metropolitan Jakarta 
Timur Nomor: SKTLK/11479/XII/2025/SPKT/RESTRO JAKTIM/POLDA METRO JAYA tanggal 
16 Desember 2025 telah dilaporkan kehilangan/keruskaan barang/surat-surat penting sebagai 
berikut : 
- Kartu Izin Tanah tanggal 03 OKtober 1981, No. 3461/Kpk/Peg/Ptb/X/1981.
- Surat Perjanjian Dibawah tangan tanggal 12 November 1977.

Tgl.24-11-2025
No. 1302/2025

NIB.09040204.22323
Luas : 133 M2

Jalan Lembah Nyiur I
Blok L5/18 Rt.004 Rw.09 
Kelurahan Pondok 
Kelapa Kecamatan 
Duren Sawit Kota 
Administrasi Jakarta 
Timur

Jakarta, 09 Januari 2026
An. Kepala Kantor Pertanahan

Kota Administrasi Jakarta Timur
Kepala Subbagian Tata Usaha

Ttd.

Konrad Manurung, S.E., M.H.
NIP. 197804142006041003

PENGUMUMAN
Nomor : 20/Peng-31.75.100.UP.02/I/2026

1

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Jalan DR. Sumarno, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur

                                                          

Berkenaan dengan Permohonan Hak Atas Tanah/Permohonan Pengakuan Hak Atas Tanah seperti tersebut dibawah ini, terhitung mulai diumumkan selama 30 (tiga 
puluh) hari sebelum diproses lebih lanjut, dengan ini diumumkan sebagai berikut :

No

1 2 3 4 5

NAMA PEMOHON PETA BIDANG
TANAH

LETAK
TANAH 

KETERANGAN

Kepada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap Permohonan Hak Atas Tanah/Permohonan Pengakuan Hak Atas 
Tanah seperti tersebut diatas agar mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi       Jakarta Timur, Jalan DR. Sumarno, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta 
Timur dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini dimuat dalam surat 
kabar,              dengan membawa bukti surat-surat ASLI. Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut telah berakhir dan 
ternyata tidak ada sanggahan/keberatan dari pihak lain, maka Permohonan Hak Atas Tanah / Permohonan Pengakuan Hak 
Atas Tanah tersebut akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku.

ADITYA SUPARDI Berdasarkan Surat Tanda Laporan Kerusakan/ Kehilangan Surat-Surat/Barang dari Kepolisian 
Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resor Metropolitan Jakarta   
Timur Nomor SKTLK/9273/XI/2024/SPKT/POLRES METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO   
JAYA tanggal 29 Nopember 2024 telah dilaporkan kehilangan / kerusakan surat asli / barang- 
barang / sebagai berikut : 
- Akta Jual Beli dari PPAT Kecamatan Kramat Jati No. 953/1.711.1 Tanggal 30 Juli 1988 dan 
  Girik BPT (Bekas Tanah Partikelir) No. 1076. 

Tgl.01-10-2025
No. 1319/2025

NIB.09040502.09139
Luas : 121 M2

Jalan Kolonel Sutomo 
Gg H. Niun RT.006 
RW.008 Cawang III 
Kelurahan Kebon Pala 
Kecamatan Makasar
Kota Administrasi 
Jakarta Timur

Jakarta, 19 November 2025
An. Kepala Kantor Pertanahan

Kota Administrasi Jakarta Timur
Kepala Subbagian Tata Usaha

Ttd.

Konrad Manurung, S.E., M.H.
NIP. 197804142006041003

PENGUMUMAN
Nomor : 277/Peng-31.75.100.UP.02/XI/2025

1

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Jalan DR. Sumarno, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur

PENGUMUMAN TENDER / SELEKSI

Panitia Pemilihan PT PNM akan melaksanakan
Tender Umum secara elektronik untuk Paket
Pekerjaan sebagai berikut:
Nama Pekerjaan Pengadaan Penyelarasan

Hardware Compute dan Storage
di Data Center (DC) dan Disaster
Recovery Center (DRC)

:

Lingkup Pekerjaan Seluruh Aktivitas Pengadaan
Penyelarasan Hardware
Compute dan Storage di Data
Center (DC) dan Disaster
Recovery Center (DRC)

:

Komoditi/Klasifikasi 4320
Masa Pendaftaran 02 Februari 2026 s/d 06

Februari 2026 s.d pukul 17:00
WIB

:
:

Pemberian Penjelasan (Aanwijzing)
Hari/Tanggal Senin, 09 Februari 2026
Pukul 14:00 WIB s/d Selesai
Persyaratan Peserta:
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia dengan
kualifikasi usaha Kecil, Menengah dan Besar,
teregistrasi pada Aplikasi eProc PT PNM dapat
melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui
pengadaan.com (helpdesk : 0882-9890-6093)
Hotline mengenai kendala pendaftaran dibuka pada
tanggal 02 Februari - 04 Februari 2026, dengan
mengirimkan email ke panitia.tender2@pnm.co.id
cc div.ppi.pnm@gmail.com
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 02 Februari 2026
Ttd

Panitia Pemilihan

:
:

PENGUMUMAN TENDER / SELEKSI

Panitia Pemilihan PT PNM akan melaksanakan
Tender Umum secara elektronik untuk Paket
Pekerjaan sebagai berikut:
Nama Pekerjaan Pengadaan Penyelarasan

Hardware Storage Cohecity di
Data Center (DC) dan Disaster
Recovery Center (DRC)

:

Lingkup Pekerjaan Seluruh Aktivitas Pengadaan
Penyelarasan Hardware
Storage Cohecity di Data
Center (DC) dan Disaster
Recovery Center (DRC)

:

Komoditi/Klasifikasi 4320
Masa Pendaftaran 02 Februari 2026 s/d 06

Februari 2026 s.d pukul 17:00
WIB

:
:

Pemberian Penjelasan (Aanwijzing)
Hari/Tanggal Senin, 09 Februari 2026
Pukul 09:00 WIB s/d Selesai
Persyaratan Peserta:
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia dengan
kualifikasi usaha Kecil, Menengah dan Besar,
teregistrasi pada Aplikasi eProc PT PNM dapat
melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui
pengadaan.com (helpdesk : 0882-9890-6093)
Hotline mengenai kendala pendaftaran dibuka pada
tanggal 02 Februari - 04 Februari 2026, dengan
mengirimkan email ke panitia.tender2@pnm.co.id
cc div.ppi.pnm@gmail.com
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 02 Februari 2026
Ttd

Panitia Pemilihan

:
:

KICK OFF 12
SENIN KLIWON

• 2 FEBUARI 2026
• 14 SYABAN 1447 H

• 14 RUWAH 1959

CHELSEA sedang on fi re di ta-
ngan manajer anyar Liam Rose-
nior. Teranyar, mereka bangkit 
mengalahkan West Ham United 
3-2 lewat gol menit terakhir kap-
ten Enzo Fernandez, dalam lan-
jutan Liga Inggris. Kemenangan 
dramatis dalam London Derby 

yang diakhiri dengan kericuhan 
pemain di Stadion Stamford 
Bridge itu membawa Chelsea 
kembali ke empat besar.

Mulanya, tertinggal lebih dulu 
menjadikan Rosenior dicemooh 
suporter. Ya, eks pelatih Stras-
bourg itu berjudi merombak 

skuad dan tidak memainkan 
tujuh pemain saat mengalahkan 
Napoli 3-2 di Liga Champions. 

Dia memberi kesempatan 
kepada Liam Delap yang baru 
pulih dari cedera sebagai starter. 
Demikian pula Jamie Gittens 
dan Alejandro Garnacaho. For-
masi berbeda bikin permainan 
The Blues tak lagi rapi dan solid. 
Situasi itu dimanfaatkan West 
Ham yang langsung menghan-
tam tuan rumah dengan dua gol 
berturut-turut.

Menyikapi tantangan itu, 
Rosenior merombak pemainnya 
sebelum restart dan menurunkan 
para pemain senior. Chelsea 
pun mampu comeback dengan 
kemenangan 3-2. Gol-gol itu 
dicetak oleh Pedro, Cucurella, 
dan Fernandez. 

Sebelum laga usai, pemain 
dari kedua tim terlibat kericuh-
an. Insiden itu terjadi saat West 
Ham mendapat sepak pojok. 
Saat terjadi kemelut, Pedro dan 
Adama Traore bersenggolan 

dan jatuh. Keduanya kemudian 
bersitegang. Namun pemain 
West Ham, Jean-Clair Todibo 
melakukan tindakan tidak sportif 
dengan mencekik leher Pedro. 
Akibatnya, wasit Anthony Tay-
lor memberikan kartu merah 
kepada Todibo. 

Kemenangan atas West Ham 
membawa Chelsea merangsek 
kembali ke zona Liga Champi-
ons. Sementara ini menduduki 
peringkat empat bermodalkan 
40 poin.  JON

IBRAHIMA Konate ikut 
menyumbangkan gol ke-
menangan Liverpool atas 
Newcastle United. Sang bek 
merayakan gol dengan ber-
lari ke tiang pojok. Pemain 
berusia 26 tahun ini kemudian 
menangis, sebelum dipeluk 
rekan-rekan setimnya, ter-
masuk kiper Alisson Becker 
yang berlari dari gawangnya.

Konate menangis karena 
laga ini merupakan yang 
pertama dimainkan sejak 
ditinggal sang ayah, Hama-
dy. Dia sebelumnya absen 
dalam 3 laga karena kabar 
duka kematian ayahnya.

“Saya tidak punya kata-
kata untuk menggambar-

kannya. Ini adalah momen 
yang sangat sulit bagi saya 
dan keluarga, tapi ini ba-
gian dari kehidupan,” kata 
Konate. “Manajer bilang 
ke saya untuk tak perlu 
terburu-buru kembali, tapi 
penting bagi saya untuk 
membantu tim,” ujarnya.

Ini menjadi gol perta-
ma Konate di Liga Ing-
gris musim ini. Eks bek 
RB Leipzig itu total punya 
koleksi 7 gol dan 4 assist 
dalam 163 laga buat Liver-
pool, dengan gol ke gawang 
Newcastle jadi yang perta-
ma dibuatnya dengan kaki, 
sisanya melalui tandukan 
kepala.  JON

BARCELONA kembali 
menunjukkan mental juara 
setelah menang 3-1 atas 
Elche pada lanjutan LaLiga. 
El Barca pun masih nyaman 
di puncak klasemen semen-
tara. Sejatinya, tuan rumah 
Elche sempat memberikan 
perlawanan sengit dan bah-
kan unggul lebih dulu lewat 
gol A Rodríguez pada menit 
ke-29.

Namun, respons cepat 
ditunjukkan pasukan Hansi 
Flick. Lamine Yamal tampil 
sebagai pembeda dengan 
mencetak gol penyeimbang 
pada menit ke-36. Domi-

nasi Barca semakin terlihat 
menjelang akhir babak per-
tama. Ferran Torres menca-
tatkan namanya di papan 
skor pada menit ke-40.

Memasuki babak kedua, 
Barca semakin agresif. Pe-
ngua saan bola mencapai 61 
persen menjadi bukti betapa 
Blaugrana mengendalikan 
jalannya pertandingan. El-
che kesulitan keluar dari 
te kanan dan lebih banyak 
bertahan di area sendiri. 
Gol penutup Barca lahir 
pa  da menit ke-72 melalui 
pe main pinjaman, Marcus 
Rashford.  JON

ARSENAL merespons tekanan 
dengan caranya sendiri. Keka-
lahan 2-3 dari Manchester Uni-
ted pekan lalu sempat memicu 
perdebatan apakah The Gunners 
perlu mengubah pendekatan 
demi menjaga peluang juara.

Namun saat bertandang ke 
Leeds United, Arsenal tetap setia 
dengan identitas permainan yang 
dibangun Mikel Arteta. Mereka 
pun menghajar Leeds 4-0. Hasil 
itu bukan sekadar tiga poin, namun 
isyarat kepada para pesaing. 

Perubahan sempat terlihat 

dari keputusan mencadangkan 
kapten Martin Odegaard saat 
melawan Leeds. Namun di atas 
lapangan, Arsenal justru tampil 
sangat khas dengan gaya Arteta 
yang terstruktur dan efi sien.

Empat gol lahir dari situasi 
bola mati, penyelesaian jarak 
dekat, hingga kontribusi pe-
main pengganti. Kemenangan 
ini memperlebar kembali jarak 
Arsenal di puncak klasemen. 
Permainan Arsenal mungkin 
tidak selalu atraktif, tapi efek-
tif. Mereka meredam atmosfer 

Elland Road dengan kontrol 
sempurna. Arteta menegaskan 
kepuasannya terhadap sikap tim. 
“Mentalitasnya bagus. Kami 
selalu yakin,” kata Arteta.

Leeds hanya mampu melepas-
kan tiga tembakan sepanjang 
laga. Ketangguhan defensif ini 
kembali menjadi fondasi Arsenal 
dalam menjaga posisi teratas 
klasemen. “Anda harus mengek-
sekusi aksi-aksi dengan sangat 
konsisten, jika tidak ingin ke-
bobolan. Sangat mengesankan,” 
tutup Arteta.  JON

Konate Nangis
Usai Ngegolin

Tertinggal dua gol, Chelsea comeback atasi 
West Ham dengan gol Enzo Fernandez di menit 
akhir. London Derby pun diwarnai keributan 
antar pemain dan kartu merah. 

Turun Minum

Barca Nyaman
Di Top Klasemen

NAPOLI kembali meraih ke-
menangan penting di Serie 
A usai menaklukkan Fioren-
tina dengan skor 2-1 di Stadio 
Diego Armando Maradona. 
Namun, kemenangan ini harus 
dibayar mahal dengan cederanya 
Giovanni Di Lorenzo. Pelatih 
Antonio Conte mengungkapkan 
sang kapten bisa mengakhiri 
musim lebih cepat. Di tengah 
jadwal padat yang dihadapi 
Napoli, Conte meluapkan keke-
salannya kepada manajemen 
klub dan UEFA. 

“Kami membutuhkan skuad 
yang lebih besar, kalau tidak ini 
sama saja dengan bunuh diri,” 
tegas Conte. Napoli sendiri 
baru saja mengalami kekalah-
an beruntun dari Juventus dan 
Chelsea, yang menggugurkan 
harapan di Liga Champions.

Cedera Di Lorenzo menambah 
daftar panjang pemain yang 
absen untuk Napoli, terma-
suk Milinkovic-Savic, David 
Neres, dan Kevin De Bruyne. 
Conte pun mengkritik kebijakan 
yang membatasi jumlah pemain 

dalam skuad, yang menurutnya 
membebani pemain dengan jad-
wal yang terlalu padat. “Bermain 
dalam 60 pertandingan per tahun 
tanpa skuad besar, itu bunuh 
diri,” ujarnya lagi. 

Conte juga muak terhadap 
tekanan fi nansial yang dihadapi 
klub-klub untuk berkompetisi di 
berbagai turnamen demi keun-
tungan fi nansial. “Ini seperti an-
jing mengejar ekornya sendiri,” 
semprot Conte.  JON

LIVERPOOL mengakhiri daha-
ga kemenangan di liga sejak awal 
2026. The Reds memukul balik 
Newcastle United yang datang 
ke Anfi eld. Tertinggal lebih dulu 
akibat gol Anthony Gordon pada 
menit ke-36, Liverpool mere-
spons dengan empat gol.

Hugo Ekitike mencetak brace 
di penghujung babak pertama, 
lalu Florian Wirtz dan Ibrahima 
Konate menambah di babak 

kedua. Liverpool tampil relatif 
mengontrol, terlepas saat start 
agresif dari Newcastle dan gol 
pertamanya.

Manajer Liverpool Arne Slot 
antusias melihat timnya bisa 
menahan tekanan Newcastle 
dari set-piece khususnya di awal. 
Whoscored mencatat tuan rumah 
memenangi 68 persen duel udara, 
yang sedikit memberikan gamba-
ran bagaimana mereka mengatasi 

bola-bola udara lawan.
Meski kecolongan satu gol, 

tapi secara umum Liverpool 
patut bangga dengan pertahanan 
mereka yang mulai lebih solid. 
Dalam dua laga terakhir, sang 
juara bertahan Liga Inggris itu 
mencetak 10 gol dan hanya ke-
masukan satu kali. Kemenangan 
ini mengakhiri rentetan lima laga 
tanpa kemenangan Liverpool di 
liga.  JON

Liverpool Mengakhiri
Dahaga Kemenangan

Conte Semprot
Klubnya Sendiri

Chelsea Merangsek NaikKonate menangis.

Arne Slot memberikan komentar usai Liverpool mengalahkan Newcastle 
United pada Liga Inggris 2025-2026 di Stadion Anfi eld, Minggu (1/2/2026).

AFP/PAUL ELLIS

REUTERS

Gol menit akhir Enzo Fernandez membawa 
Chelsea menang 3-2 atas West Ham.

Conte peluk penentu kemenangan 
atas Fiorentina, Miguel Gutierrez.

REUTERS

Hajar Leeds, Arsenal 
Ingatkan Para Pesaing
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KABAR buruk datang un-
tuk Philadelphia 76ers. Bin-
tang mereka, Paul George, 
dijatuhi hukuman skors 25 
pertandingan tanpa bayaran 
setelah terbukti melang-
gar Program Anti-Narkoba 
NBA/NBPA terkait peng-
gunaan zat terlarang.

Sanksi mulai berlaku Sabtu 
(31/1/2026), waktu Amerika 
Se rikat saat Sixers mengha-
dapi New Orleans Pelicans. 
NBA tidak merinci jenis zat 
maupun detail pelanggar an 
yang dilakukan pemain beru-
sia 35 tahun tersebut.

Dalam pernyataan kepada 
ESPN, George mengakui 
kesalahannya. Ia menyebut 
konsumsi obat yang tidak 
tepat terjadi ketika dirinya 
menjalani pengobatan ter-
kait kesehatan mental.

“Dalam proses mencari 
pengobatan untuk masalah 
yang saya alami, saya me-

la kukan kesalahan dengan 
mengonsumsi obat yang 
ti dak pantas. Saya bertang-
gung jawab penuh,” ujar 
George.

Skorsing 25 laga meru-
pakan standar hukuman 
untuk pelanggaran pertama 
dalam kesepakatan bersama 
antara NBA dan asosiasi 
pemain.

Tak hanya kehilangan 
waktu bermain, George 
juga merugi secara fi nansial. 
Dari total gaji musimannya 
sebesar 51,7 juta dolar AS, 
ia diperkirakan kehilangan 
sekitar 11,7 juta dolar AS 
selama masa skorsing.

Jika dikonversi dengan 
kurs sekitar Rp15.500 per 
dolar AS, jumlah tersebut 
setara dengan Rp181 miliar.

Absennya George jelas 
menjadi pukulan besar bagi 
Sixers. Statistik menunjuk-
kan Philadelphia mencatat 
rekor 16 kemenangan dan 
11 kekalahan saat ia ber-
main, berbanding 10-10 
ketika dirinya absen.

Joel Embiid pun men-
egaskan peran George sulit 
digantikan. “Anda tidak 
bisa menggantikannya. Dia 
melakukan segalanya untuk 
tim ini, bertahan, mencetak 
angka, hingga menciptakan 
peluang,” kata Embiid.

Meski begitu, pelatih 
Nick Nurse memastikan 
kon disi mental George tetap 
baik dan masih mendapat 
dukungan penuh dari tim.

Saat ini Sixers berteng-
ger di peringkat keenam 
Wilayah Timur dengan 
rekor 26-21 dan harus ber-
juang menjaga posisi play-
off  tanpa salah satu motor 
utamanya selama lebih dari 
sebulan ke depan.  DNU

DALAM partai puncak yang 
digelar di Nimibutr Stadium, 
kemarin, Leo/Bagas berhasil 
menundukkan pasangan muda 
Raymond Indra/Nikolaus Joa-
quin lewat dua gim langsung 
21-10 dan 21-17.

Kemenangan dalam waktu 
35 menit ini menjadi momen 
yang sangat emosional bagi 
Leo Rolly Carnando. Pasalnya, 
ini merupakan podium tertinggi 
pertama mereka sejak terakhir 
kali menjuarai Korea Open pada 
Agustus 2024 silam. 

Saking emosionalnya, Leo 
sem pat melakukan selebrasi 
spon tan dengan membanting 
ra ket di lapangan.

“Saya meminta maaf karena 
selebrasi saya tadi membanting 
raket, karena udah lama enggak 
juara dan saya spontan banting 
raket,” ujar Leo dalam keterang-
an PBSI.

Leo mengakui perjalanan 
menuju juara kali ini tidak mu-
dah secara mental, mengingat 
mereka hanya sempat mencicipi 
satu fi nal di All England 2025 
namun gagal juara. Ia juga 

mengungkapkan rasa syukur dan 
terima kasihnya kepada jajaran 
pelatih yang terus memberikan 
dukungan penuh selama masa 
sulit tersebut.

Terkait strategi di lapangan, 
Leo membeberkan kunci ke-
menangan mereka adalah de-
ngan meredam kecepatan Ray-
mond/Joaquin yang secara usia 
lebih muda. 

“Jangan lengah dan jangan 
mau mengadu dengan kecepatan 
mereka, karena mereka lebih 
muda jadi tidak bisa dipungkiri 
mereka pasti lebih cepat,” tam-
bahnya.

Sementara itu, Bagas Maulana 
berharap medali emas di awal 
tahun 2026 ini menjadi pemicu 
kebangkitan karier mereka. Ba-
gas menyebut motivasi dari 
orangtua dan keinginan kuat dari 
dalam diri menjadi bahan bakar 
utama untuk kembali naik ke 
podium tertinggi.

“Kami sudah lama vakum 
podium dan kami mau bangkit 
lagi, ternyata ini rasanya ke-
bangkitan, tetapi jangan cepat 
puas,” tegas Bagas.  SAR

THAILAND MASTERS 2026

Leo/Bagas Selebrasi 
Juara Banting Raket

Pasangan ganda 
putra Indonesia, 

Leo Rolly 
Carnando/Bagas 
Maulana, sukses 

menuntaskan 
dahaga gelar juara 

setelah memenangi 
laga All Indonesian 

Final di ajang 
Thailand Masters 

2026. 

CHRISTIAN Mbilli (29-
0-1, 24 KO) resmi menyan-
dang status juara dunia pe-
nuh kelas menengah super 
(168 pon) WBC pekan ini. 
Petinju asal Kamerun terse-
but naik takhta setelah ren-
cana duel melawan Hamzah 
Sheeraz gagal mencapai 
kesepakatan negosiasi.

Meski baru saja dipro-
mosikan dari juara interim, 
Mbilli enggan bermain 
aman. Petinju berusia 30 
tahun ini justru menantang 
risiko besar dengan mem-
bidik nama-nama elite demi 
membangun kredibilitas 
sebagai penguasa sejati di 
kelasnya.

“Saya berharap kami bisa 
mendapatkan nama besar 
secepatnya. Saya tidak ingin 
menunggu terlalu lama,” 
tegas Mbilli seperti dikutip 
dari Worldboxing, kemarin.

Target Mbilli tidak main-
main. Ia secara terbuka 
me ng incar Caleb Plant, 
Jaime Munguia, dan Edgar 
Berlanga sebagai lawan 
un tuk pertahanan gelar 
per dananya. Menurutnya, 

menghadapi petinju dengan 
profi l tinggi sangat krusial 
untuk meningkatkan nilai 
jual dan profi lnya di pang-
gung tinju dunia.

Nama Jaime Munguia 
menjadi salah satu yang pa-
ling santer dikaitkan, meng-
ingat petinju Meksiko itu 
baru saja menolak tawaran 
IBF. Di sisi lain, rencana 
menghadapi megabintang 
Canelo Alvarez dipastikan 
tertunda. Alvarez dijadwal-
kan baru akan kembali naik 
ring pada 12 September 
di Riyadh setelah men-
jalani operasi siku dan masa 
pemulihan pasca-kekalahan 
dari Terence Crawford.

Walau selama ini diang-
gap dominan melawan pe-
tinju level menengah, Mbilli 
sadar dirinya masih mem-
butuhkan satu kemenangan 
besar untuk mengukuhkan 
namanya di level elite. 

Dengan sabuk juara pe-
nuh di tangan, ia merasa 
memiliki daya tawar yang 
jauh lebih kuat untuk mewu-
judkan laga blockbuster 
tersebut.  SAR

CARLOS Alcaraz resmi men-
gukir tinta emas dalam sejarah 
tenis dunia setelah menum-
bangkan sang legenda Novak 
Djokovic di final Australian 
Open 2026, kemarin. Kemenan-
gan dramatis melalui empat set 
dengan skor 2-6, 6-2, 6-3, dan 
7-5 ini memastikan Alcaraz 
meraih gelar perdananya di Mel-
bourne Park.

Pencapaian ini menobatkan 
petenis asal Spanyol tersebut 
sebagai pria termuda dalam 
sejarah Open Era yang berha-
sil melengkapi koleksi Career 
Grand Slam. 

Di usia 22 tahun, Alcaraz 
kini telah memenangi seluruh 
empat turnamen mayor dunia, 
se buah pencapaian yang bahkan 
melampaui kecepatan rekor para 
legenda pendahulunya.

Pertandingan di Rod Laver 
Arena dimulai dengan tekanan 
berat bagi Alcaraz. Novak Djo-
kovic, yang tampil agresif sejak 
menit pertama, mendominasi 
set pembuka dan mematahkan 
servis Alcaraz dua kali. 

Alcaraz tampak kurang berte-
naga, efek dari laga semifinal 
terlama sepanjang sejarah turna-
men yang ia jalani sebelumnya 
melawan Alexander Zverev.

Namun, memasuki set kedua, 
Alcaraz mulai menemukan ritme 
permainannya dari garis be-
lakang. Titik balik terjadi saat 
skor 1-1, di mana sebuah pukul-
an forehand Alcaraz sempat 
mengenai net namun tetap jatuh 

di area lawan. Keberuntungan 
itu membakar semangatnya 
untuk balik menekan Djokovic 
dan menyamakan kedudukan 
set menjadi 1-1.

Dominasi Alcaraz sema-
kin terlihat pada set ketiga. 
Petenis nomor satu dunia 
itu menunjukkan mobilitas 
luar biasa dengan mengejar 
setiap bola yang dilepaskan 
Djokovic. 

Penonton dibuat berdiri 
saat Alcaraz memenangi 
reli elektrik di gim keem-
pat, sebuah momen yang 
memastikan kendali 
permainan berpindah 
sepenuhnya ke tangan 
sang pemuda Spanyol.

Djokovic, yang meme-
gang rekor 10 kemenangan 
beruntun di fi nal Austra-
lian Open, tidak menye-
rah begitu saja. Di set 
keempat, petenis berusia 
38 tahun itu menggali 
kemampuan terbaiknya 
dan berhasil menyela-
matkan enam titik break 
(break points) pada gim 
kedua.

Meskipun Djokovic 
memberikan perlawanan 
gigih, Alcaraz tetap 
tampil tenang di poin-
poin krusial. Pada gim 
ke-12 yang menentu-
kan di set keempat, Al-
caraz akhirnya berhasil 
melakukan break yang 
menentukan.  SAR

ALEX Marquez tak ingin Ducati 
berpuas diri meski dominasinya 
masih terasa di MotoGP. Pemba-
lap Gresini Racing itu secara te-
gas meminta pabrikan asal Italia 
tersebut kembali meningkatkan 
performa motor demi meng-
hadapi persaingan musim 2026 
yang diprediksi makin ketat.

Status sebagai pengguna mo-
tor pabrikan musim depan me-
mang memberi rasa aman bagi 
Alex. Namun, ia menilai keung-
gulan Ducati mulai tergerus 
se telah rival seperti Aprilia, 
KTM, hingga Honda menunjuk-
kan lonjakan performa di paruh 
kedua musim lalu.

Musim 2025 menjadi penca-
paian terbaik dalam karier Alex. 
Ia finis runner-up klasemen 
akhir dengan tiga kemenangan 
balapan, hanya kalah dari sang 
kakak, Marc Marquez, yang 
tampil dominan bersama Ducati 
Lenovo Team.

Bagi Alex, hasil tersebut men-
jadi modal penting sekaligus 
tekanan baru.

“Status ini memberi saya rasa 
aman dan kedewasaan. Yang 
terpenting, kami akan mendapat 
semua material dari Ducati 
untuk membangun performa 
secara bertahap,” ujar Alex saat 
peluncuran tim Gresini di Kuala 
Lumpur, seperti dikutip dari 
MotorSport, kemarin.

Meski begitu, ia menegaskan 
pekerjaan besar tetap ada di 
tangan Ducati.

“Kami akan mencoba mem-
bantu, tapi pada akhirnya Ducati 
yang harus bekerja lebih keras. 
Pabrikan lain semakin dekat 
di balapan-balapan terakhir,” 
tegasnya.

Aprilia bahkan sukses me-
menangi tiga dari empat seri penu-
tup musim 2025, sementara KTM 
dan Honda juga mulai konsisten 
menembus barisan depan. Situasi 
ini membuat persaingan dipasti-
kan jauh lebih terbuka. Terlebih, 
musim 2026 menjadi tahun tera-
khir penggunaan regulasi mesin 
1.000 cc sebelum perubahan 
besar diberlakukan.   DNU

TINJU

Christian Tantang 
Para Petarung Elite

Christian Mbilli

MCLAREN Racing resmi meng-
gandeng Schneider Electric seba-
gai mitra teknologi energi guna 
meningkatkan efi siensi dan per-
forma operasional tim balapnya di 
berbagai kejuaraan dunia.

Kerja sama ini mencakup 
se luruh lini balap McLaren, 
mulai dari tim Formula 1, Arrow 
McLaren IndyCar, F1 Academy, 
hingga program United Auto-
sports di ajang World Endurance 

Championship (WEC) Hypercar.
Melalui kemitraan tersebut, 

Schneider Electric akan menye-
diakan solusi manajemen energi 
dan digital untuk mendukung 
kebutuhan daya di lintasan 
balap maupun fasilitas markas 
McLaren Technology Centre di 
Woking, Inggris.

Chief Executive Offi  cer (CEO) 
McLaren Racing Zak Brown 
menilai kolaborasi ini penting 

untuk membawa operasional tim 
menjadi lebih cerdas dan efi sien.

“Kami akan mengeksplorasi 
berbagai pendekatan baru agar 
operasional semakin pintar dan 
efektif,” ujar Brown seperti di-
kutip dari ESPN, kemarin.

Tak hanya di sirkuit, opti-
malisasi juga dilakukan pada 
berbagai aset vital seperti tero-
wongan angin, fasilitas pabrik, 
pusat data, hingga infrastruktur 

teknologi informasi.
Kedua perusahaan mengan-

dalkan pendekatan berbasis data, 
elektrifikasi, serta teknologi 
di gital twin untuk menekan kon-
sumsi energi sekaligus mening-
katkan keberlanjutan.

CEO Schneider Electric Ol-
ivier Blum menyebut dunia 
balap sebagai lingkungan paling 
ekstrim untuk menguji teknologi 
energi modern.

“McLaren mendorong setiap 
sistem hingga batas maksimal. 
Di situlah solusi kami dalam per-
forma, keandalan, dan efi siensi 
bisa memberikan dampak nya-
ta,” katanya.

Kemitraan ini sekaligus men-
egaskan komitmen McLaren 
dalam mengembangkan teknolo-
gi balap yang lebih hemat energi 
tanpa mengorbankan kecepatan 
dan daya saing di lintasan.  DNU

PERKUAT TEKNOLOGI ENERGI & DIGITAL
McLaren Resmi Gandeng Schneider Electric

AUSTRALIAN OPEN 2026
Tumbangkan Djokovic, Alcaraz 

Cetak Sejarah Career Grand Slam

Alex Marquez Desak 
Ducati Naikkan Level

TERJERAT KASUS ZAT TERLARANG 

Paul Diskors Dan 
Rugi Rp 181 Miliar

Paul George

Alex MarquezCarlos Alcaraz

Leo/Bagas berhasil menundukkan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dua gim langsung.



SEORANG pria asal Amerika 
Serikat (AS) melakukan tan-
tangan nyeleneh, mengurung 
dirinya di kamar selama 365 
hari, alias satu tahun. Pria 
ber nama Skip Boyce (49) itu 
mengklaim, aksinya adalah 
upaya memperbaiki kesehatan 
fi sik dan mental. 

Boyce menyebut tantangan 
ini sebagai Isolation Year. 
Tan tangan tersebut dia siarkan 
secara langsung selama 24 
jam penuh melalui YouTube 
dan Discord, serta didoku-
mentasikan lewat media sosial 
Instagram.

“Isolation Year adalah se-
buah reset. Selama satu tahun, 
saya menghilangkan gangguan 
dan kebisingan agar bisa mem-
bangun kembali hal-hal dasar. 
Kesehatan, disiplin, fokus, dan 
kebiasaan,” tulisnya dalam 
se buah unggahan Instagram se-
bagaimana dikutip The People, 
Sabtu (31/1/2026). 

Pria itu memulai tantangan 
tersebut pada 10 Januari 2026 
dan akan berakhir pada 31 
De sember 2026. Selama itu, 
ia tidak keluar dari ruangan 
sama sekali selama satu ta-
hun penuh. Kecuali, dalam 
kondisi darurat seperti ada 
masalah medis, kebakaran, 
atau jika diperintah kan  pihak 
berwenang. 

Ruangan yang ia tempati 
sudah dilengkapi kamar mandi, 
le mari, kulkas, serta seluruh 
kebutuhan hidup sehari-hari. 
Boyce menjelaskan, aksinya ini 
pilihan hidup yang disengaja . 

“Kebanyakan orang mem-
bangun hidup mereka saat 
ma sih muda, stres, atau hanya 
berusaha bertahan hidup dan 
me reka tidak pernah benar-be-

nar berhenti untuk memperbai-
ki hal-hal yang tidak terbentuk 
dengan baik,” tegasnya.

Dirinya tidak sepenuhnya 
memutus hubungan dengan 
dunia luar. Dia masih tinggal 
serumah dengan keluarganya, 
tetap bekerja, dan tetap berko-
munikasi dengan orang-orang 
terdekatnya. 

“Ini bukan tentang bersikap 
ekstrem atau membuktikan 
sesuatu. Ini tentang struktur,” 
kata ayah empat anak itu.

“Saya menyadari ada beber-
apa kebiasaan inti yang tidak 
pernah saya bangun dengan 
car  a yang benar,” lanjutnya.

Boyce sengaja menghilang-
kan hal-hal yang menurutnya  
ti  dak esensial. Contohnya se-
perti  hiburan berlebihan, media 
so sial, dan kegiatan sosial 
yang tidak mendukung tujuan 
hidupnya.

Selama Isolation Year, Boyce 
menetapkan sejumlah aturan 
ketat untuk dirinya sendiri. Ia 
tidak menerima pengunjung 
di dalam kamar, tidak men-
gonsumsi alkohol, dan mulai 
rutin berolahraga. Boyce juga 
memperbaiki pola makan den-
gan mencatat semua makanan 
yang dia konsumsi. 

Isolation Year bukanlah mo-
tivasi palsu. Aksinya ini eks-
perimen partisipatif bagaimana 
seseorang berada dalam teka-
nan yang monoton. Siaran Iso-
lation Year akan ditampilkan 
apa adanya tanpa suntingan.

“Jika saya kesulitan, saya 
akan mengatakannya. Jika saya 
melanggar aturan, saya akan 
me ngakuinya,” tambahnya. 
“Ini tidak akan mudah. Ini tidak 
akan indah. Dan ini tidak akan 
disensor,” pungkasnya.  LDU
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Ngurung Diri Selama 
Satu Tahun Di Kamar 

Duta Besar Swiss Untuk Indonesia Olivier Zehnder 
FOTO VIA THE PEOPLE

Buka Perlintasan Rafah 
Serangkaian serangan tersebut 

terjadi sehari sebelum dibuka nya 
kembali perlintasan Rafah di 
perbatasan Gaza–Mesir, yang 
terletak di kota paling selatan 
Jalur Gaza. Selama hampir 
se lu ruh masa perang, seluruh 
pintu per batasan wilayah itu 
di tutup total.

Israel mengumumkan mem-
buka kembali penyeberangan 
Rafah di perbatasan Gaza-Mesir 
pada Minggu (1/2/2026). Uji 
coba pengoperasian pelintasan 
dan perjalanan dua arah akan 
dilakukan hari ini.

Namun, lintasan itu hanya 
un tuk orang dengan jumlah ter-
batas. Israel setuju mengizinkan 
hingga 150 orang setiap hari 
da pat mengakses pelintasan di 
Rafah tersebut. Arus barang dan 
bantuan kemanusiaan belum di-
izinkan untuk melewatinya.

Bagi warga Palestina, Rafah 
dipandang sebagai jalur penye-
lamat, terutama bagi puluhan 
ribu orang yang membutuhkan 
pe ra watan medis di luar Gaza. 
Se  bagian besar infrastruktur 

ke  sehatan di wilayah tersebut 
te lah hancur akibat perang ber-
ke panjangan, membuat rumah 
sakit setempat tak lagi mampu 
menangani korban luka dan 
pasien kritis.

Pembukaan perlintasan Rafah 
yang masih terbatas ini menjadi 
langkah besar pertama dalam 
fase kedua gencatan senjata yang 
dimediasi Amerika Serikat (AS). 
Pembukaan kembali perbatasan 
merupakan salah satu agenda 
paling krusial sekaligus sensitif 
dalam fase lanjutan tersebut. Isu 
lainnya mencakup demiliterisasi 
Jalur Gaza setelah hampir dua 
de kade berada di bawah kekua-
saan Hamas, serta pembentukan 
pemerintahan baru untuk men-
gawasi proses rekonstruksi.

Namun, serangan Israel pada 
Sabtu menjadi pengingat bahwa 
jumlah korban jiwa di Gaza terus 
bertambah, meski kesepakatan 
gencatan  senjata perlahan di-
jalankan.

Hamas mengecam keras se-
rangan Sabtu itu sebagai “pe-
langgaran terang-terangan yang 
kembali terjadi”. Hamas men-

desak AS serta negara-negara 
mediator lainnya untuk mene-
kan Israel agar menghentikan 
serangan.

“Semua indikator menun-
jukkan bahwa kita berurusan 
de ngan ‘Dewan Perang,’ bukan 
‘Dewan Perdamaian,’” kata 
Bassem Naim, pejabat senior 
Ha mas, dalam sebuah ungga-
han di X, sebagaimana dilansir 
Associated  Press. 

AS bulan lalu mengumumkan 
transisi ke fase kedua rencana 
perdamaian yang bertujuan 
men dorong demiliterisasi dan 
rekonstruksi Gaza. Sebuah ba-
dan bernama Board of Peace 
atau Dewan Perdamaian, yang 
diketuai Presiden AS Donald 
Trump, dibentuk untuk menga-
wasi tata kelola transisi wilayah 
tersebut.

Hamas (Harakat al-Muqawa-
ma al-Islamiyya) merupakan 
faksi politik yang berdiri pada 
1987 di Jalur Gaza.

Hamas merupakan kelom-
pok bersenjata yang berkonfl ik 
dengan  Israel sekaligus ke-
kuatan po litik dan pemerinta-

han de facto di Gaza sejak 
memenangkan  pemilu Palestina 
2006 dan meme rintah di wilayah 
itu pada 2007

Hamas menentang keberadaan 
Israel dan menyatakan per-
juangan nya sebagai perlawanan 
terhadap pendudukan. Israel, 
Amerika Serikat, Uni Eropa, dan 
sejumlah negara lain menetap-
kan Hamas sebagai organisasi 
teroris, sementara sebagian du nia  
Arab dan Palestina melihatnya 
sebagai gerakan perlawanan.

Militer Israel, yang telah me-
nyerang target di kedua sisi 
garis pemisah gencatan senjata, 
mengatak an serangan mereka se-
jak Oktober merupakan tangga-
pan atas pelanggaran perjanjian 
tersebut.

 Dalam  pernyataan, mereka 
menyebut serangan Sabtu meny-
usul apa yang mereka anggap se-
bagai pelanggaran gencatan sen-
jata sehari sebelumnya. Ketika 
itu, tentara Israel menewaskan 
se dikitnya empat yang mereka 
tuding kelompok militan, keluar 
dari terowongan di daerah Rafah 
yang dikuasai Israel.  MEL

Israel Masih Ganas Serang Pemukiman Gaza

Selama Gencatan Senjata 
Ratusan Orang Meninggal
Gencatan senjata yang 
diharapkan menghentikan 
pertumpahan darah di 
Gaza tidak terwujud.  
Tentara Israel masih 
sering melakukan 
penyerangan dan telah 
menyebabkan ratusan 
orang meninggal dunia.

Nonton Musisi Jazz Moncef Genoud Di Jakarta 

Skip Boyce

KEMENTERIAN Kesehatan 
Palestina mencatat, sejak gen-
catan senjata pada 10 Oktober 
2025, sekitar 509 orang mening-
gal  dunia. Bahkan, 32 korban 
te was dalam se ra ngan  dalam 
se  hari pada Sabtu (31/1/2026).

Kementerian tersebut, yang 
merupakan bagian dari pemerin-
tahan Hamas, menyimpan cata-
tan korban jiwa terperinci dan 
umumnya dianggap dapat dian-
dalkan oleh badan-badan PBB 
serta para ahli independen. 

Serangan terbaru Sabtu, dise-
but sebagai yang paling intens 
sejak kesepakatan damai mulai 
berlaku. Serangan udara Israel 
menghantam sasaran di seluruh 
Gaza, termasuk sebuah bangu-
nan apartemen permukiman di 
Gaza City dan kamp tenda di 
Khan Younis.

Korban tewas tercatat dua 
wanita dan enam anak-anak. Me-
reka dua keluarga yang berbeda. 
Serangan udara juga menghan-
tam markas polisi di Gaza City, 
menewaskan setidaknya 14 
orang dan melukai lainnya, kata 
Di rektur Rumah Sakit Shifa, 
Mohamed Abu Selmiya.

Rumah Sakit Nasser mengata-
kan, serangan terhadap kamp ten-
da pengungsi memicu kebaka ran 
besar yang menewaskan tujuh 
orang, termasuk seorang ayah, 
tiga anaknya, serta tiga cucunya. 
Sementara itu, Rumah Sakit 
Shifa menyebut serangan terh-
adap sebuah gedung apartemen 
di Kota Gaza menewaskan tiga 
anak, seorang bibi, dan nenek 
m ereka pada Sabtu pagi.

Selain itu, dilansir AFP, se-
orang pria dilaporkan tewas 
akibat serangan di sisi timur 
kamp pengungsi Jabaliya.

FOTO TANGKAPAN LAYAR

Sebuah kantor polisi  terkena serangan Israel di  Gaza City, Sabtu (31/1/2026). 

Dubes Olivier Zehnder (kanan) bersama Musisi jazz asal Swiss, 
Moncef Genoud (kiri) di aula Institut Français Indonésia (IFI), 
Jakarta, Jumat (31/1/2026).

FOTO LARASATI DYAH UTAMI/RAKYAT MERDEKA/RM.ID

DENTINGAN piano mengalir 
lembut di aula Institut Français 
Indonésia (IFI), Jakarta, Jumat 
(31/1/2026). Musisi jazz terna-
ma asal Swiss Moncef Genoud 
tampil memukau di hadapan 
para penikmat musik.

Musik Jazz di IFI pada hari 
itu bu kan hanya sekadar men-
jadi hiburan, melainkan bahasa 
persahabatan. Dalam balutan 
kon ser  bertajuk Swiss Jazz Ex-
cellence: Moncef Genoud Live in 
Ja karta, Kedutaan Besar Swiss 
merayakan 75 tahun hubungan 
diplomatik antara Swiss dan 
Indonesia.

Duta Besar (Dubes) Swiss 
un tuk Indonesia Olivier Zehnder 
memberikan sambutan acara 
pembuka. Ia mengatakan, konser 
ini menjadi simbol hubungan 
panjang kedua negara. Musik 
me nurutnya, memiliki peran 
unik dalam diplomasi budaya.

“Musik mampu menyampai-
kan hal-hal yang terkadang ti-
dak dapat diungkapkan dengan 
kata-kata. Musik melampaui 
ba tas negara, bahasa, dan latar 
be lakang. Ia menghubungkan 
kita secara emosional dan men-
dalam,” ujar Zehnder.

Pianis tunanetra ini dikenal 
luas berkat kepekaan musikal nya 
yang luar biasa serta kemam puan 
improvisasi yang penuh emosi. 
Jakarta menjadi panggung per-
tamanya di Indonesia.

Jazz, lanjut Dubes Zehnder, 
memiliki tempat istimewa dalam 
budaya Swiss. 

“Jazz Swiss mencerminkan 
ni lai-nilai yang kami junjung 
tinggi: kreativitas, keragaman, 
dan kebanggaan akan identitas 
budaya. Malam ini, kami dengan  
bangga berbagi bagian dari 
identitas tersebut dengan Anda 
semua,” tutur Dubes kelahiran 

Bern itu. 
Kehadiran Moncef Genoud 

di Jakarta, menurut Zehnder, 
adalah sebuah kehormatan ter-
sendiri.  Zehnder menyebut  Ge-
noud sebagai salah satu piani s 
jazz paling dihormati di Swiss. 
Musisi kelahiran Tunisia itu telah 
tampil di panggung-panggung 
bergengsi dunia dan berkolabo-
rasi dengan musisi legendaris 
lintas benua.

Genoud menggambarkan 
jazz Swiss sebagai cerminan 
keberagaman negaranya. Meski 
Swiss tergolong kecil, ia menilai 
negeri itu kaya akan musisi 
berbakat.

“Kami memiliki wilayah 
berbahasa Jerman, Prancis, dan 
Italia, sehingga latar musiknya 
sangat beragam. Selain itu, ada 
banyak klub jazz dan seko-
lah musik berkualitas tinggi,” 
pungkasnya.  LDU
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Hari/Tanggal :  Selasa, 10 Februari 2026
Waktu Penawaran :  Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran :  10 Februari 2026, pukul 10:20 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain :  lelang.go.id
Tempat Lelang :  KPKNL Jakarta I, Ruang E-Aucition Corner, Jl. Prajurit Kko Usman Dan

   Harun No. 10 Jakarta Pusat
Pelunasan Harga Lelang :  Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli :  Bea Lelang 2%
BPHTB :  Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada

    UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
   dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana oobjek lelang berada

Penetapan Pemenang :  Setelah batas akhir penawaran

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

PT. ASKARYA PARAMA HARSA : 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri/tertanam
diatasnya sesuai SHM No. 232/Menteng Dalam dengan luas tanah 85 m2 terdaftar atas nama Nyonya MUDJININGSIH
terletak di Jl. Merpati No. 23 (sesuai sertifikat) sekarang setempat dikenal dengan Jalan Merpati No.11, Kelurahan
Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta.

(Nilai Limit Rp. 1.357.000.000,-               Setoran Jaminan Rp. 272.000.000,-)

Keterangan:
-

-

-

Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti
lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada website tersebut. Obyek
Lelang dijual apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan
pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak
diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Jakarta I dan PT. Bank Syariah
Indonesia (Persero) Tbk.
Pemenang lelang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1,1% dari harga lelang.
Peminat lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada alamat obyek lelang mulai pengumuman ini terbit
sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi
PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Jakarta Pondok
Indah (0819-0809-1408) dan KPKNL Jakarta I (021) 34835237.

SYARAT – SYARAT DAN KETENTUAN MENGIKUTI LELANG:
1.

2.
3.

KPKNL Jakarta I

 

Berkenaan dengan Permohonan Hak Atas Tanah/Permohonan Pengakuan Hak Atas Tanah seperti tersebut dibawah ini, terhitung mulai diumumkan selama 30 (tiga 
puluh) hari sebelum diproses lebih lanjut, dengan ini diumumkan sebagai berikut :

No

1 2 3 4 5

NAMA PEMOHON PETA BIDANG
TANAH

LETAK
TANAH 

KETERANGAN

Kepada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap Permohonan Hak Atas Tanah/Permohonan Pengakuan Hak Atas 
Tanah seperti tersebut diatas agar mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi       Jakarta Timur, Jalan DR. Sumarno, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta 
Timur dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini dimuat dalam surat 
kabar,              dengan membawa bukti surat-surat ASLI. Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut telah berakhir dan 
ternyata tidak ada sanggahan/keberatan dari pihak lain, maka Permohonan Hak Atas Tanah / Permohonan Pengakuan Hak 
Atas Tanah tersebut akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku.

PRAMONOAJI 
SUGIARTO

Berdasarkan Surat Pengantar Tentang Kehilangan SHGB Nomor.500/ Rawamangun dari 
Kepolisian     Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Metro Jakarta Timur Nomor 
B/3866/VI/Res.1.2/2021/RJT tanggal 28 Juni 2021 sesuai Surat Tanda Laporan Kehilangan / 
Kerusakan Barang/Surat-Surat Nomor 3790/B/V/2021/RESTRO JAKTIM 07 Mei 2021 telah 
dilaporkan kehilangan/kerusakan barang/ surat-surat penting sebagai berikut : 

   ATMO Alias NY. SUYATI. 
- Akta Jual Beli No. 1282/2005 Tanggal : 12 Mei 2005 yang dibuat di Hadapan PPAT 
   ARISTIAWAN DWI PUTRANTO, SH. 
- Surat Pernyataan Hibah Tanggal : 31 Juli 1990 yang diketahui Lurah Rawamangun No.021 / 

I .711.1 tanggal : 6 September 1990, dan diketahui Carnat Pulo Gadung No.137/1.711.02/90 
Tanggal 10 September 1990. 

- Surat Keterangan Waris Almarhum SUMOREJO DJONO tanggal : 1 Nopember 2004. Dicatat 
  Lurah Rawamangun No. 18/1.755.2 Tanggal 25 Februari 2004. 
- SSP Atas nama : NY. NUNUNLISYANI Cs Tanggal 06 Mei 2005. 
- SSP Atas nama : FRANSICISKUS PRAMONOAJI.S Tanggal : 6 Mei 2005. 

Tgl. 25-04-2025
No. 757/2025

NIB.09040604.10606
Luas : 130 M2

Surat Ukur
Tgl. 25-04-2025

No.00196/
Rawamangun/2022

NIB. 09040604.10606
Luas 130 M2

Jalan Anggrek 
No. 55 RT.010 RW.008 
Kelurahan Rawamangun 
Kecamatan Pulogadung 
Kota Administrasi 
Jakarta Timur

Kelurahan Rawamangun 
Kecamatan Pulogadung 
Kota Administrasi 
Jakarta Timur

Jakarta, 14 Januari 2026
An. Kepala Kantor Pertanahan

Kota Administrasi Jakarta Timur
Kepala Subbagian Tata Usaha

Ttd.

Konrad Manurung, S.E., M.H.
NIP. 197804142006041003

PENGUMUMAN
Nomor : 26/Peng-31.75.100.UP.02/I/2026

1

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Jalan DR. Sumarno, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur

                                                          

Berkenaan dengan Permohonan Hak Atas Tanah/Permohonan Pengakuan Hak Atas Tanah seperti tersebut dibawah ini, terhitung mulai diumumkan selama 30 (tiga 
puluh) hari sebelum diproses lebih lanjut, dengan ini diumumkan sebagai berikut :

No

1 2 3 4 5

NAMA PEMOHON PETA BIDANG
TANAH

LETAK
TANAH 

KETERANGAN

Kepada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap Permohonan Hak Atas Tanah/Permohonan Pengakuan Hak Atas 
Tanah seperti tersebut diatas agar mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi       Jakarta Timur, Jalan DR. Sumarno, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta 
Timur dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini dimuat dalam surat 
kabar,              dengan membawa bukti surat-surat ASLI. Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut telah berakhir dan 
ternyata tidak ada sanggahan/keberatan dari pihak lain, maka Permohonan Hak Atas Tanah / Permohonan Pengakuan Hak 
Atas Tanah tersebut akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku.

DANIAL CHOLID Berdasarkan Surat Pengantar tentang Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resor Metropolitan Jakarta Timur Nomor B/3028/V/
Res.1.2/2025/Rjt tanggal 9 Mei 2025 sesuai Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan 
Nomor SKTLK/3626/V/2025/SPKT/POLRES METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO 
JAYA tanggal 02 Mei 2025 telah dilaporkan kehilangan/kerusakan barang/ surat-surat penting 
sebagai      berikut : 
- Kartu Kavling,/Perpetakan No. 124/037/PD/PcA/III/74 tanggal 29 Januari 1974 an. Amir 

Hasan dan Akta Jual Beli dan Pernindahan Hak No. 70 tangal 31 Desember 1983 yang dibuat 
dihadapan Notaris Sukandar an. Danial Cholid. 

Tgl. 27-10-2025
No. 1206/2025

NIB.09040602.09358
Luas : 94 M2

Jalan Bawal IV No. 7 
RT.006 RW.008 
Kelurahan Jati 
Kecamatan Pulogadung 
Kota Administrasi    
Jakarta Timur

Jakarta, 07 Januari 2026
An. Kepala Kantor Pertanahan

Kota Administrasi Jakarta Timur
Kepala Subbagian Tata Usaha

Ttd.

Konrad Manurung, S.E., M.H.
NIP. 197804142006041003

PENGUMUMAN
Nomor : 9/Peng-31.75.100.UP.02/I/2026

1

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Jalan DR. Sumarno, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur

Jakarta, 02 Februari 2026
Ttd

PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk

Menunjuk pelaksanaan lelang sebelumnya yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025 yang
diumumkan melalui surat kabar Rakyat Merdeka terbit 02 Desember 2025 dan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan
No. 4 Th. 1996, PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk akan melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan
penawaran melalui internet dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I
terhadap agunan debitur atas nama:

Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan Nominal jaminan yang
disyaratkan
Setoran Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan
lelang
Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang

Cara Penawaran :  Melalui aplikasi lelang (open bidding)
Hari/Tanggal :  Selasa, 10 Februari 2026
Waktu Penawaran :  Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran :  10 Februari 2026, pukul 10:20 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain :  lelang.go.id
Tempat Lelang :  KPKNL Jakarta I, Ruang E-Aucition Corner, Jl. Prajurit Kko Usman Dan

   Harun No. 10 Jakarta Pusat
Pelunasan Harga Lelang :  Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli :  Bea Lelang 2%
BPHTB :  Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada

    UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
   dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana oobjek lelang berada

Penetapan Pemenang :  Setelah batas akhir penawaran

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

PT. ASKARYA PARAMA HARSA : 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri/tertanam
diatasnya sesuai SHM No. 232/Menteng Dalam dengan luas tanah 85 m2 terdaftar atas nama Nyonya MUDJININGSIH
terletak di Jl. Merpati No. 23 (sesuai sertifikat) sekarang setempat dikenal dengan Jalan Merpati No.11, Kelurahan
Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta.

(Nilai Limit Rp. 1.357.000.000,-               Setoran Jaminan Rp. 272.000.000,-)

Keterangan:
-

-

-

Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti
lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada website tersebut. Obyek
Lelang dijual apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan
pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak
diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Jakarta I dan PT. Bank Syariah
Indonesia (Persero) Tbk.
Pemenang lelang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1,1% dari harga lelang.
Peminat lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada alamat obyek lelang mulai pengumuman ini terbit
sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi
PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Jakarta Pondok
Indah (0819-0809-1408) dan KPKNL Jakarta I (021) 34835237.

SYARAT – SYARAT DAN KETENTUAN MENGIKUTI LELANG:
1.

2.
3.

KPKNL Jakarta I

 

Berkenaan dengan Permohonan Hak Atas Tanah/Permohonan Pengakuan Hak Atas Tanah seperti tersebut dibawah ini, terhitung mulai diumumkan selama 30 (tiga 
puluh) hari sebelum diproses lebih lanjut, dengan ini diumumkan sebagai berikut :

No

1 2 3 4 5

NAMA PEMOHON PETA BIDANG
TANAH

LETAK
TANAH 

KETERANGAN

Kepada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap Permohonan Hak Atas Tanah/Permohonan Pengakuan Hak Atas 
Tanah seperti tersebut diatas agar mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi       Jakarta Timur, Jalan DR. Sumarno, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta 
Timur dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini dimuat dalam surat 
kabar,              dengan membawa bukti surat-surat ASLI. Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut telah berakhir dan 
ternyata tidak ada sanggahan/keberatan dari pihak lain, maka Permohonan Hak Atas Tanah / Permohonan Pengakuan Hak 
Atas Tanah tersebut akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku.

PRAMONOAJI 
SUGIARTO

Berdasarkan Surat Pengantar Tentang Kehilangan SHGB Nomor.500/ Rawamangun dari 
Kepolisian     Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Metro Jakarta Timur Nomor 
B/3866/VI/Res.1.2/2021/RJT tanggal 28 Juni 2021 sesuai Surat Tanda Laporan Kehilangan / 
Kerusakan Barang/Surat-Surat Nomor 3790/B/V/2021/RESTRO JAKTIM 07 Mei 2021 telah 
dilaporkan kehilangan/kerusakan barang/ surat-surat penting sebagai berikut : 

   ATMO Alias NY. SUYATI. 
- Akta Jual Beli No. 1282/2005 Tanggal : 12 Mei 2005 yang dibuat di Hadapan PPAT 
   ARISTIAWAN DWI PUTRANTO, SH. 
- Surat Pernyataan Hibah Tanggal : 31 Juli 1990 yang diketahui Lurah Rawamangun No.021 / 

I .711.1 tanggal : 6 September 1990, dan diketahui Carnat Pulo Gadung No.137/1.711.02/90 
Tanggal 10 September 1990. 

- Surat Keterangan Waris Almarhum SUMOREJO DJONO tanggal : 1 Nopember 2004. Dicatat 
  Lurah Rawamangun No. 18/1.755.2 Tanggal 25 Februari 2004. 
- SSP Atas nama : NY. NUNUNLISYANI Cs Tanggal 06 Mei 2005. 
- SSP Atas nama : FRANSICISKUS PRAMONOAJI.S Tanggal : 6 Mei 2005. 

Tgl. 25-04-2025
No. 757/2025

NIB.09040604.10606
Luas : 130 M2

Surat Ukur
Tgl. 25-04-2025

No.00196/
Rawamangun/2022

NIB. 09040604.10606
Luas 130 M2

Jalan Anggrek 
No. 55 RT.010 RW.008 
Kelurahan Rawamangun 
Kecamatan Pulogadung 
Kota Administrasi 
Jakarta Timur

Kelurahan Rawamangun 
Kecamatan Pulogadung 
Kota Administrasi 
Jakarta Timur

Jakarta, 14 Januari 2026
An. Kepala Kantor Pertanahan

Kota Administrasi Jakarta Timur
Kepala Subbagian Tata Usaha

Ttd.

Konrad Manurung, S.E., M.H.
NIP. 197804142006041003

PENGUMUMAN
Nomor : 26/Peng-31.75.100.UP.02/I/2026

1

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Jalan DR. Sumarno, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur

                             

Berkenaan dengan Permohonan Hak Atas Tanah/Permohonan Pengakuan Hak Atas Tanah seperti tersebut dibawah ini, terhitung mulai diumumkan selama 30 (tiga 
puluh) hari sebelum diproses lebih lanjut, dengan ini diumumkan sebagai berikut :

No

1 2 3 4 5

NAMA PEMOHON PETA BIDANG
TANAH

LETAK
TANAH 

KETERANGAN

Kepada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap Permohonan Hak Atas Tanah/Permohonan Pengakuan Hak Atas 
Tanah seperti tersebut diatas agar mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi       Jakarta Timur, Jalan DR. Sumarno, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta 
Timur dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini dimuat dalam surat 
kabar,              dengan membawa bukti surat-surat ASLI. Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut telah berakhir dan 
ternyata tidak ada sanggahan/keberatan dari pihak lain, maka Permohonan Hak Atas Tanah / Permohonan Pengakuan Hak 
Atas Tanah tersebut akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku.

DANIAL CHOLID Berdasarkan Surat Pengantar tentang Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resor Metropolitan Jakarta Timur Nomor B/3028/V/
Res.1.2/2025/Rjt tanggal 9 Mei 2025 sesuai Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan 
Nomor SKTLK/3626/V/2025/SPKT/POLRES METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO 
JAYA tanggal 02 Mei 2025 telah dilaporkan kehilangan/kerusakan barang/ surat-surat penting 
sebagai      berikut : 
- Kartu Kavling,/Perpetakan No. 124/037/PD/PcA/III/74 tanggal 29 Januari 1974 an. Amir 

Hasan dan Akta Jual Beli dan Pernindahan Hak No. 70 tangal 31 Desember 1983 yang dibuat 
dihadapan Notaris Sukandar an. Danial Cholid. 

Tgl. 27-10-2025
No. 1206/2025

NIB.09040602.09358
Luas : 94 M2

Jalan Bawal IV No. 7 
RT.006 RW.008 
Kelurahan Jati 
Kecamatan Pulogadung 
Kota Administrasi    
Jakarta Timur

Jakarta, 07 Januari 2026
An. Kepala Kantor Pertanahan

Kota Administrasi Jakarta Timur
Kepala Subbagian Tata Usaha

Ttd.

Konrad Manurung, S.E., M.H.
NIP. 197804142006041003

PENGUMUMAN
Nomor : 9/Peng-31.75.100.UP.02/I/2026

1

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Jalan DR. Sumarno, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur



15

Interpol telah menerbitkan red notice atas nama 
Mohammad Riza Chalid (MRC). Dengan penerbitan 
red notice tersebut, saudagar minyak dan gas itu kini 
resmi menyandang status buronan internasional.

senin pahing
• 1 DESEMBER 2025 

• 10 juMaDil aKHiR 1447 H
• 10 juMaDil aKHiR 1959

ANTIRASUAH

Keberadaan buron kasus 
du gaan korupsi dan pencucian 
uang dalam perkara minyak 
men tah dan produk kilang pe-
riode 2018-2023 tersebut, juga 
telah diketahui.

“red notice atas nama Mo-
hammad riza Chalid atau di-
se but MrC telah terbit pada 
hari Jumat tanggal 23 Januari 
2026, atau seminggu yang lalu,” 
ungkap Sekretaris national 
Central bureau-Interpol (nCb) 
Hu bungan Internasional (Hu-
binter) Polri brigjen Untung 
Wi dyatmoko dalam kon fe-
rensi  pers di Jakarta, Minggu 
(1/2/2026).

red notice tersebut, kata Un-
tung, sudah disebar ke 196 
ne gara anggota interpol. dia me-
mastikan, penerbitan red notice 
akan membatasi ruang ge rak 
MrC. Sebab, MrC hanya me-
miliki satu paspor, yakni paspor 

Indonesia. “Tentunya untuk ru-
ang gerak dari subjek ini sangat 
terbatas,” imbuhnya. 

Keberadaan MrC sendiri, 
menurut Untung, sudah diketa-
hui. diungkapkannya, saudagar 
mi nyak dan gas itu ada di salah 
satu negara anggota Interpol.

“Sudah kami identifikasikan 
dan sudah kami petakan dan 
kami pun sudah menjalin kon-
tak. Tim sudah berangkat ke 
negara tersebut,” tutur Untung 
yang didam pingi  Karopenmas 
divhumas Polri brigjen Truno-
yudo Wisnu andiko dalam kon-
ferensi pers. 

Saat ini, Polri tengah berkoor-
dinasi dengan pihak-pihak terkait 
untuk melakukan penangkapan. 
“Kami tidak tinggal diam, kami 
menindaklanjuti dari red notice 
tersebut,” imbuhnya.

Permintaan red notice untuk 
ter sangka riza Chalid telah 

senin Kliwon
• 2 FEBRuaRi 2026 

• 14 SYaBan 1447 H
• 14 RuwaH 1959 

Kombes Ricky Pur nama
Kabag ja ti n  ter Polri

m m m m m

“Sampai akhirnya 
mereka memandang 

dan melihat bahwa per-
sepsi yang kita yakinkan 
ke pada mereka itu bisa 

mereka  terima, dan 
akhirnya pada mingg u 

lalu telah terbit Red 
No tice tersebut.” 

Case Closed

KeJaKSaan Tinggi (Kejati) 
Maluku menghentikan penye-
lidikan kasus dugaan korupsi 
pengelolaan dana hibah Kwartir 
daerah (Kwarda) Pramuka Pro-
vinsi Maluku tahun anggaran 
2022. Penghentian dilakukan 
lantaran ada pengembalian se-
bagian dana ke kas daerah.

asisten Intelijen Kejati Ma-
luku, diky Oktavia, menyam-
pai kan bahwa meski dalam 
proses penyelidikan ditemukan 
se jumlah kejanggalan dalam 
pertanggungjawaban anggaran, 
Kwarda Pramuka Maluku telah 
mengembalikan dana sebesar 
rp 384,4 juta dari total hibah 
rp 2 miliar.

“berdasarkan hasil temuan 
Inspektorat Provinsi Maluku, 
Kwarda Pramuka telah menin-
daklanjuti dengan menyetorkan 
kembali dana sebesar rp 384,4 
juta ke kas daerah pada 28 
no vember 2023,” ujar diky, 
Jumat (30/1/2026).

dengan adanya pengemba-
lian tersebut, Kejati Maluku 

memutuskan menghenti kan 
penanganan perkara. 

“Ke sim pulan hasil ekspos, 
perkara ini kami hentikan,” 
tuturnya.

namun, dia berjanjia, apa-
bila nantinya ditemukan bukti 
baru, penyelidikan akan dibuka 
kembali.

Kasus ini bermula ketika Pe-
merintah Provinsi (Pemprov) 
Maluku melalui dinas Pemuda 
dan Olahraga menghibahkan 
dana sebesar rp 2 miliar ke-
pada Kwarda Pramuka Maluku 
pada 2022.  dana hibah tersebut  
dicairkan dalam empat tahap.

namun, dalam proses per-
tanggungjawaban penggunaan 
anggaran, muncul dugaan ke-
janggalan yang sempat menjadi 
sorotan publik. 

Persoalan ini sempat dibahas 
dalam rapat dPrd Provinsi 
Ma luku pada 2023, menyusul 
adanya dugaan pengelolaan 
dana tanpa melibatkan seluruh 
pengurus Kwarda Pramuka 
Maluku. n YUD

Ada Pengembalian 
Dana Ke Kas Daerah 

Kasus Hibah Kwarda Pramuka Maluku

HBKB & OLAHRAGA: 
warga berolahraga saat 
berlangsungnya Hari Bebas 
Kendaraan Bermotor (HBKB) 
di kawasan Bundaran Hi, 
jakarta, Minggu (1/2/2026). 
Kementerian Pemuda dan 
olahraga menargetkan 
pelaksanaan Car Free Day 
atau HBKB di 514 kota/
kabupaten di seluruh indonesia 
pada  2029,sebagai upaya 
mendorong budaya hidup 
sehat dan meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam 
berolahraga. 

Red Notice Terbit, MRC 
Jadi Buronan Internasional 

Dwi PaMBuDo/RaKYaT MERDEKa/RM.iD

dI sela-sela tugasnya seba-
gai anggota Polri, Pemangku 
Se mentara Kepala Seksi 
Umum (PS Kasium) Polsek 
Pe gandon, Kendal, Jawa 
Te ngah, aiptu Maryono me-
milih mengabdikan waktu 
dengan mengajarkan mengaji 
kepada anak-anak di ling ku-
ngan tempat tinggalnya.

Kegiatan tersebut rutin 
di lakukan aiptu Maryono 
se tiap hari, selepas dinas. 
Ia mengajar mengaji di Mu-
sala ayub bin ali, desa 
Mar gomulyo, Kecamatan 
Pe gandon, Kabupaten Ken-
dal. dimulai selepas salat 
Mag hrib, hingga menje-
lang Isya.

aiptu Maryono mengaku 
terpanggil untuk meluang-
kan waktunya demi mem-
bimbing anak-anak mem-
baca al-Qur’an. 

Menurutnya, pengabdian 
ke pada masyarakat tidak ha-
nya dilakukan melalui tu-
gas kepolisian, tetapi juga 
le wat pembinaan akhlak 
ge n erasi muda.

“Menjaga keamanan itu 
penting, tapi membangun 

akhlak generasi muda juga 
tanggung jawab bersama. 
Mengajar mengaji menjadi 
cara saya ikut berkontri-
busi,” ujar aiptu Maryono, 
Jumat (14/11/2025).

dalam kegiatan tersebut,  
aiptu Maryono dengan pe-
nuh kesabaran membimbing 
puluhan anak santri musala 
membaca al-Qur’an. anak-
anak terlihat antusias mengi-
kuti setiap pelajaran yang 
disampaikannya.

Kehadiran aiptu Maryono 
se bagai guru ngaji tidak ha-
nya memberikan manfaat 
bagi para santri, tetapi juga 
menjadi inspirasi dan ke-
banggaan bagi masyarakat 
setempat. 

Warga menilai kegiatan 
ini mendorong tumbuhnya 
se mangat kebersamaan dan 
kepedulian sosial.

Perbuatan dilakukan aiptu 
Maryono menunjukkan 
bahwa pengabdian seorang 
anggota Polri tidak terbatas 
pada tugas formal semata, 
melainkan juga mencakup 
peran sosial dan spiritual di 
tengah masyarakat. n YUD

Guru Ngaji Anak-anak

Aiptu Maryono, PS Kasium 
Polsek Pegandon, Kendal

FoTo DivHuMaS PolRi.

anTaRa FoTo/M RiSYal HiDaYaT/FoC

UPACARA AGAMA BUDDHA: 
Sejumlah Bhikkhu mengikuti 
upacara pengecoran kedua 
Rupang Buddha nusantara 
di wihara Muladharma, 
Samarinda, Kalimantan Timur, 
Minggu (1/2/2026). upacara ini 
menjadi simbol persatuan bagi 
umat Buddha dalam peringatan 
setengah abad Sangha 
Theravada indonesia dengan 
mengangkat tema “Menapaki 
jalan Mulia, Bersumbangsih 
bagi negeri”.

KOMISI Pemberantasan Korupsi 
(KPK) menegaskan, Operasi 
Tangkap Tangan (OTT) terhadap 
mantan Kepala Seksi Intelijen 
Kejaksaan negeri Hulu Sungai 
Utara (Kejari HSU), ab, telah 
di lakukan berdasarkan dasar 
hu kum yang kuat dan sah.

Hal ini disampaikan Juru bi-
cara KPK budi Prasetyo sebagai 
respons atas gugatan praperadi-
lan yang diajukan ab.

budi menyatakan, KPK meng-
hormati hak ab untuk me-
nem puh upaya hukum melalui 
pra peradilan. “KPK tentunya 
menghormati hak setiap pihak 
untuk menempuh upaya hukum, 
ter masuk pengajuan praperadi-
lan,” ujar budi saat dihubungi, 

Minggu (1/2/2026) malam.
namun demikian, budi mene-

gaskan bahwa seluruh rangkaian 
tindakan penegakan hukum yang 
dilakukan KPK dalam perkara 
tersebut telah sesuai dengan 
ke tentuan hukum acara pidana 
yang berlaku.-

Menurutnya, penangkapan 
terhadap ab dilakukan dalam 
rang kaian OTT kasus dugaan 
pemerasan di lingkungan Kejari 
HSU, Kalimantan Selatan. Per-
kara ini juga menjerat mantan 
Ke pala Kejari HSU, aPn.

“Tindakan penangkapan yang 
di lakukan KPK memiliki dasar 
hu  kum yang kuat dan sah seba-
ga i  mana diatur dalam Pasal 1 
angka 19 KUHaP, yakni ter  t ang-

kapnya seseorang saat me la ku-
kan tindak pidana, sesaat setelah  
melakukannya, diteriakkan 
massa, atau ditemukan barang 
bukti sesaat setelah kejadian,” 
jelas budi.

Ia menyebutkan, dalam perkara  
ini seluruh unsur sebagaimana 
di maksud dalam KUHaP telah 
terpenuhi. dengan demikian, 
tin dakan penangkapan yang di-
lakukan penyidik KPK dinilai 
sah dan profesional.

“Seluruh proses penegakan 
hu kum dilaksanakan dengan 
men junjung tinggi prinsip due 
process of law, akuntabilitas, 
serta penghormatan terhadap 
hak asasi manusia,” tegasnya.

ab sendiri mengajukan per-

mohonan praperadilan ke Pe-
ngadilan negeri Jakarta Se la-
tan atas penangkapannya. Per-
mohonan tersebut didaftarkan 
pada Selasa (27/1/2026), dengan 
KPK sebagai pihak termohon.

berdasarkan laman Sistem 
Informasi Penelusuran Perkara 
(SIPP) Pn Jakarta Selatan, gu-
gatan tersebut teregister dengan 
nomor perkara 10/Pid.Pra/2026/
PN JKT.SEL, dengan klasifikasi  
perkara mengenai sah atau ti-
dak nya penangkapan. Sidang 
per dana dijadwalkan digelar 
pada Senin (9/2/2026).

Sebelumnya, KPK mengung-
kap praktik pemerasan di ling-
ku ngan Kejari HSU pada de-
sem ber 2025. dalam kasus 

ter sebut, penyidik menetapkan 
tiga mantan pejabat Kejari HSU 
se bagai tersangka, yakni aPn 
se laku Kajari HSU; ab selaku 
Kasi Intel; dan Tar selaku Kasi 
Perdata dan Tata Usaha negara 
(datun).

dari hasil penyidikan, KPK 
me ngungkapkan, aPn yang 
baru  menjabat sekitar tiga bulan  
diduga telah meraup uang sebe-
sar rp 1,36 miliar melalui prak-
tik pemotongan anggaran di 
Kejari HSU. 

Sementara ab diduga mene-
rima  uang sebesar rp 63,2 juta 
dari sejumlah pihak selama periode 
Februari hingga de sember 2025. 
adapun Tar diduga memper-
oleh uang rp 1,07 miliar. n YUD

KPK Tegaskan OTT Sah Dan Berlandaskan Hukum
Mantan Kasi Intel HSU Gugat Praperadilan

diaju kan Polri sejak September 
2025. namun, Interpol baru 
me nerbitkan red notice tersebut 
pada bulan Januari 2026.

Terkait lamanya proses pener-
bitan red notice itu, Kabag Ja-
ti n  ter Polri, Kombes ricky Pur-
nama menuturkan, ada mekanis-
me yang harus dilakukan oleh 
kan tor pusat Interpol di Lyon 
se belum red notice terbit.

Pandangan sistem hukum yang 
berbeda-beda di setiap ne gara 
menjadi penghambat. Salah satu-
nya terkait kerugian negara.

ricky mengungkapkan, per-
sepsi tindak pidana korupsi di 
Ta nah air, harus dibuktikan de-
nga n adanya kerugian negara. 

Sementara dalam perspektif 
sistem hukum lainnya, korupsi 
tidak selalu identik dengan keru-
gian negara.

Polri melalui Set nCb Interpol 
Indonesia terus memberikan ar-
gumenta si terkait layaknya riza 
Chalid masuk dalam red notice 
Interpol. 

“Sampai akhirnya mereka me-
mandang dan melihat bahwa per-
sepsi yang kita yakinkan ke pada 

mereka itu bisa mereka  terima, 
dan akhirnya pada mingg u lalu 
telah terbit red no tice tersebut,” 
tuturnya.

Sekadar latar, Kejaksaan 
agung (Kejagung) telah mene-
tap kan MrC sebagai tersangka 
da lam kasus dugaan korupsi  
tata kelola minyak mentah Per-
tamina. dalam kasus ini, dia 
di duga telah melakukan inter-
vensi kebijakan terhadap tata 
kelola minyak Pertamina dengan 
memberikan rencana kerja sama 
penyewaan terminal bbM di 
Merak, banten.

riza Chalid ditetapkan sebagai  
tersangka pada klaster kedua 
ber sama delapan orang lainnya. 
Sementara pada klaster pertama, 
kasus ini turut menjerat sembilan 
orang tersangka, termasuk anak 
MrC, yaitu Ker.

dalam perjalanannya, Ke-
jagung telah memanggil MrC 
se banyak tiga kali. namun, 
yang bersangkutan tidak pernah 
me menuhi panggilan penyidik 
Gedung bundar.

akhirnya pada Juli 2025, Ke-
ja gung memasukkan namanya  ke 

dalam daftar Pencarian Orang 
(dPO). Seiring dengan itu, me-
ngaju kan red notice kepada nCb 
Hubinter Polri. 

Selanjutnya nama MrC diaju-
kan untuk menjadi buronan in-
ternasional ke Interpol Pusat di 
Lyon, Prancis.

Kejagung juga telah menetap-
kan  MrC sebagai tersangka pen-
cucian uang atau TPPU,  pada 
Juli 2025 lalu. Penyidikan ini 
merupakan pengembangan dari 
kasus dugaan korupsi tata kelola 
min yak mentah dan produk 
kilang. 

dalam penyidikan TPPU itu, 
Ke jagung juga telah menyita 
sembilan unit mobil mewah dari 
pihak yang diduga terafiliasi de­
ngan MrC.

Mobil mewah tersebut di 
an taranya yakni bMW, Toyota 
rush, Mitsubishi Pajero Sport, 
alphard, Mini Cooper, hingga 
Mercy. Selain itu, Kejagung juga 
telah menyita rumah mewah 
milik riza Chalid yang berada di 
ran camaya Golf estate, bogor, 
Jawa barat, dan di Kebayoran 
baru, Jakarta Selatan. n YUD



Sang musisi ini kapok 
dan minta maaf ke publik 
karena terjerat kasus 
narkoba yang membuatnya 
harus menjalani 
rehabilitasi selama 3 
bulan. “Semoga gue juga 
dibukain pintu maaf buat 
orang-orang yang sayang 
sama gue. Sorry banget 
gue mengecewakan kalian. 
Siapa tahu ada yang 
mengambil gue sebagai 
contoh, gue minta maaf 
banget gue bukan contoh 
yang baik gitu,” ujar Onad. 

Jalan KS Tubun, Kota Tangerang, Banten, ditutup 
sementara pada tanggal 28 hingga 31 Januari,  untuk 
syuting fi lm internasional berjudul Extraction: Tygo, 

yang dibintangi member BLACKPINK, Lisa. Walaupun 
sempat dibangga-banggain warga, namun proses 

syuting justru bikin pro-kontra lantaran set lokasi fi lm 
diduga diubah menjadi negara lain, yakni Myanmar 

demi kebutuhan cerita.

Fajar Nugros @fajarnugros (Sutradara)
Ini malah bagus. Kalau jadi apapun tapi pilih syuting 
di Indonesia. Padahal bisa di studio, Malaysia, 
Filipin, tapi milih di Indonesia artinya sistem kita 
udah support.

Picko @JempolKingKong (Selebtwit)
Padahal hal semacam ini udah biasa. Namanya juga 
fi lm, kalau Indonesia bisa terkenal sebagai tempat 
syuting yang kondusif dan representatif kan malah 
bagus buat brand wisata Indonesia itu sendiri.

Andika Winandar @Dika81093 (Blogger)
Mungkin latarnya emang Myanmar, cuman susah 
kalau syuting di sana, jadi dipilih yang mirip-mirip.

Joni Irawan @joni_member (Selebtwit)
Nggak perlu marah-marah, namanya juga syuting 
fi lm.

Rizky @bungsuwinartha (Selebtwit)
Apakah biaya produksi di Indonesia lebih murah 
dibanding Myanmar?

Chandra Manurung @ChandraMan7679 (Selebtwit)
Mau latar belakang apapun, yang penting jadi devisa 
negara titik.

Kartika @k4rtik4tik (Selebtwit)
Kalau syuting di Myanmar-nya langsung nggak safety 
guys, negaranya lagi bergejolak terus.

Alara @dazziebel (Selebtwit)
Kasian ya, malah dijadiin cosplay Myanmar.

Yerin Ha

Perankan 
Shopie Baek

Mariah Carey
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Gisella Anastasia

Sedot 
Lemak 
Wajah

ARTIS Gisella Anastasia 
me ngakui penampilannya 
berubah karena telah me-
lakukan perawatan kecan-
tikan. Gisel bilang sudah 
me lakukan sedot lemak 
wajah di Korea Selatan.

“Jadinya aku benang-
benang gitu loh (facelift), 
sama ada sedot lemak di 
sini sedikit (bagian wa-
jah),” ungkap Gisel sambil 
tertawa.

Penyanyi jebolan Indo-
nesian Idol itu mengakui 
wajahnya kini terlihat le-
bih cembung, terutama di 
bagian pipi karena berat 
badan yang sedikit naik. 
Meskipun pipinya tembam 
sejak lahir sempat menim-
bulkan rasa kurang percaya 
diri, Gisel tetap berusaha 
membuat wajahnya terlihat 
lebih tirus sesuai standar 
kecantikan.

“Pipi tuh ya insecure 
tapi mild (ringan untuk 
diperbaiki) ya, karena udah 
dari lahir kondisinya be-
gitu. I’m dealing with it
udah dari lama,” tandas ibu 
sa tu anak itu. ■ MER

MANDA, sapaan Amanda kembali 
membahas soal kehamilan dirinya 
yang sudah memasuki usia kan-
dungan empat bulan. Pesinetron Ikat-
an Cinta ini  bangga bakal segera 
menjadi ibu.

“Bangga banget sekarang sudah 
di titik ini. Sebentar lagi jadi ibu,” 
ungkap Manda.

Namun, di tengah kebahagiaan itu 
dia juga merasa sedih sekaligus ke-
sal. Karena banyak ujaran kebencian 
yang dialamatkan pada bayi dalam 
kandungannya.

“Anak yang nggak tahu apa-apa 
harus banyak nanggung. Dikatain 
anak haram, bulan ini katanya mau 
lahiran lah,” ungkap Manda.

Meskipun begitu, bintang film 
Check Out Sekarang Paylater (Caper) 
ini memilih legowo menghadapi 
tuduhan tersebut.

“Kita lewatin bareng-bareng ya,” 
bilang Manda.

Istri Kenny Austin ini sangat ber-
syukur sang anak tidak pernah me-
nyusahkan selama kehamilannya ini. 

“Makasih sudah jadi anak yang 
pengertian, nggak nyusahin. Walau-
pun banyak yang bully kehadiran 
kamu. Kamu hadir membuka pin-
tu rezeki orangtua kamu. Kamu 
memberikan banyak pelajaran dan 
pendewasaan,» curhat Manda.

Dia mengaku, sudah tidak sabar 

menanti kelahiran anak sulungnya itu. 
“Nggak sabar buat kamu hadir. 

Anak ini akan jadi anak yang lucu 
dan penuh dengan berkat,” harapnya.

Seperti diketahui, hate comment 
untuk sang calon bayi, bukan kali per-
tama dirasakan Manda. Sebelumnya, 
dia  sempat murka karena dituduh 
hamil duluan.

“Emang aku tahu akan secepatnya 
dikasih? Emang ya gila pada,” ujar 
Manda kala itu.

Dia mengatakan dirinya sebenar-
nya tidak terbiasa marah-marah. 
Na mun, menuding bayi di kandu-
ngannya anak haram, tidak bisa 
di maafkan.

“Aku nggak biasa kayak gini, maaf 
ya, sensitif banget, kesel, marah, na-
ngis. Sotoy banget. Lucunya lagi, 
pada bilang bentar lagi lahiran Januari 
atau Februari terus bilang anaknya 
prematur, mulutnya tuh pengen aku 
sentil. Kamu pikir anakku di down-
load? Bayi ini di-preorder 9 bulan, 
dikasih sama Tuhan,” tegasnya.

Gara-gara itu, Manda akhirnya ber-
tekad untuk merahasiakan anaknya 
kelak.

“Kalau hamil nggak mungkin aku 
rahasiain, nanti ngilang di sosmed 
ditanyain. Ya udah aku kasih tahu 
hamil. Tapi nanti pas lahiran kalian 
nggak akan tau apa-apa,” ancam 
Manda. ■ TAR

Amanda Manopo

Sedih, Difi tnah 
Lagi Hamil 

Anak Haram
Perasaan Amanda Manopo campur aduk 

jalani kehamilan. Meski lagi bahagia 
akan menjadi seorang ibu, sang artis 
mengaku sedih ada pihak menuduh 
dirinya sedang hamil anak haram.AKTRIS asal Australia 

Yerin Ha terpilih untuk me-
merankan karakter Sophie 
Baek di serial Netfl ix Brid-
gerton 4. Sosok Sophie 
Baek menjadi favorit fans 
karena memiliki karakter 
perempuan mandiri dan 
an t i -a tu ran 
serta tumbuh 
di luar sis tem 
sosial bang-
sawan.

Karakter ini 
menghadirkan 
dinamika baru 
dan menjadi 
pasangan ro-
mantis Bene-
dict Bridger-
ton. Yerin Ha 
lahir pada 
16 Januari 
1998 di 
Syd  ney, 
Australia.

Ia ber-
asal dari 
ke luarga 
berdarah 
Korea 
Se latan, de-
ngan latar 
seni yang 
ku at, terma-
suk sang ne-
nek, Son 
Sook, ak tris 
sekaligus 
p o l i -

tisi ternama. Karier profe-
sionalnya bermula di teater 
pada 2019 dia tampil dalam 

produksi Lord 
of the Flies di 

S y d n e y 
T h e a t r e 

Com pan y, 
lalu de but 

t e l ev i s i 
lewat se-
rial Reef 
Break.

■ MER

PENYANYI Mariah Car-
ey populer dengan julu-
kan Queen of Pop dan 
sudah menghasilkan 19 
single yang pernah me-
muncaki Billboard Hot 
100.  Namun,  dengan 
ber   bagai kesuksesan itu 
ternyata dia menolak 
untuk disebut penya-
nyi legenda.

“Aku tidak mela-
beli diriku sebagai 
legenda. Aku ma-
sih terus bekerja, 
masih berusaha 
keras,” jelas pe-
lan tun We Be-

long Together itu.
Menurutnya,  ja lan-

nya masih panjang untuk 
bisa mendapat sebutan 
itu. Perempuan berusia 
54 tahun itu mengatakan 
menjadi diri sendiri adalah 

sa lah satu kunci untuk 
mempertahankan 

kesuksesan 
hingga le bih 

dari tiga 
dekade. 
■ MER
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